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ABSTRAK
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabl-xpaten Nunukan Tahun 2017
(Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan)
Riatnah

Riatpah.nunukan@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten
Nunukan Tahun 2017 (Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan
di Nunukan), dan faktor penghambat terhadap Implementasi Peraturan daerah
tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode
pengumpulan data menggunakan kuesioner , wawancara, observasi, study
pustaka, dan study dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2017
dari bulan Juli — Agustus 2017 di Kabupaten Nunukan, dengan responden
pemangku jabatan, masyarakat umum , pelaku usaha dan peternak. Data
kemudian direduksi dan disajikan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa , Implementasi
Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan (Study Kebijakan Ketersediaan Pangan
asal Hewan) sangat ditentukan oleh unsur komunikasi, sumberdaya, disposisi dan
karakter pelaksana. = Keempat unsur sangat mempengaruhi Implementasi
Kebijakan tersebut karena masing-masing memiliki kapasitas tersendiri yaitu
dalam komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana serta disposisi . Ada faktor
penghambat jalannya implementasi yaitu swasembada ternak yang belum tercapai
karena sumberdaya manusia dan finansial yang masih sangat terbatas, sehingga
perlu dilakukan koordinasi intensif antar dinas terkait mengenai ketersediaan
pangan asal hewan yaitu pemasok daging beku dari Indonesia harus sudah
terbentuk schingga ketersediaan daging beku dari Jakarta dapat masuk di
Kabupaten Nunukan . Dengan adanya daging vang berkualitas dengan harga lebih
murah, masuk secara resmi ke Nunukan akan mencegah masuknya daging beku
asal Malaysia yang masuk di Kabupaten Nunukan secara ilegal.

Dan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah belum berjalan secara
optimal disebabkan oleh faktor disposisi dan sikap pelaksana dalam melakukan
pengawasan melalui koordinasi lintas sektor antara dinas terkait yaitu Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan
dengan instansi vertikal diantaranya Kantor Bea dan Cukai, Kantor Karantina
Pertanian, dan Kepolisian (pengamanan) yang bertugas dipintu keluar masuknya
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produk pangan asal hewan ke wilayah Kabupaten Nunukan. Koordinasi lintas
sektor vang berlangsung selama ini masih kurang optimal sehingga masih
maraknya terjadi peredaran daging ilegal yang merugikan peternak di Nunukan.

Kata Kunci : Implementasi Perda, faktor penghambat, Kriteria
Penilaian Ketersediaan.
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Abstract

Implementation of Regional Regulation Nomor 03 /2012 on Animal
Husbandry and Animal Health in Nunukan On 2017

(Study of Animal Food Supply Policy in Nunukan)
Riatnah
Riatnah.nupukan@gmail.com

Program Pascasarjana

Universitas Terbuka

This study aims to analyze the Implementation of Regional Regulation
No. 03 /2012 on Animal Husbandry and Animal Health in Nunukan on 2017
(Study of Animal Food Availability Policy in Nunukan), and the obstacle to
the Implementation of the Local Regulation. This research use qualitative
descriptive research with data collection methods using questionnaires,
interviews, observation, literature study, and study documentation. Data
collection was conducted in 2017 from July - August 2017 at Nunukan, with
respondents of stakeholders, the general public, business actors and ranchers.
The data are then reduced, presented and then drawn conclusions.

The results of the study and discussion show that the implementation of
the policy of regional regulation No. 03/2012 on Animal Husbandry and
Animal Health in Nunukan District (Study of Animal Food Availability
Policy) is. determined by the communication, resource, disposition and
character of the Implementers. The four elements greatly affect the
Implementation of the Policy because each has its own capacity in
communication, resources, and attitude of the implementer and disposition.

There is a factor inhibiting the implementation of self-sufficiency of
livestock that has not been achieved because of human and financial resources
are still very limited, so it needs to do intensive coordination between the
relevant agencies on the availability of food from animal onigin of frozen meat
suppliers from Indonesia should have been formed so that the availability of
frozen meat from Jakarta can enter Nunukan. Given the quality of meat, more
cheap cost and formal entry into Nunukan will prevent the entry of frozen
Malaysian meat that entered in Nunukan illegally.

And Implementation of Regional Regulation Policy has not run
optimally caused by disposition factor and executor attitude in conducting
supervision through cross sector coordination between related offices namely
Agriculture and Food Security Service and Trade Office of Nunukan with
vertical institution such as Customs and Excise Office, Agricultural
Quarantine Office, and Police (security) in charge of the entrance of the entry
of food products of animal origin to Nunukan. The cross-sectoral coordination
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that has been going on is still less than optimal so that there is still circulation
of illegal meat that harm ranchers in Nunukan.

Keywords : Implementation of local regulations, inhibiting factors,
Criteria Assessment of Availability
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Implementasi Perda Tahun 2012 Nomor 03 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan tidak dapat berjalan secara normal, demikian pula denga wilayah
Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, dimana hampir semua produk ternak
seperti daging ayam potong didatangkan dari Negara tetangga yaitu Lawas
Malaysia. Oleh sebab itu penelitian ini hanya sebatas wilayah Kecamatan
Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan. Karena hampir sebagian besar
wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia kita belum melaksanakan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan sebagaimana mestinya.

2. Kondisi Demografis
Penduduk

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari  peran serta
penduduknya sebagai subjek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar di satu
sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan
jika kuantitas dibarengi dengan kualitas yang tinggi pula. Namun demikian
jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan masalah jika

penyebarannya tidak merata.
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk berdasarkan data BPS, pada tahun
2016 jumlah penduduk Kabupaten Nunukan sebanyak 177.607 jiwa dengan
kepadatan penduduk mencapai 11,93 jiwa/km® dengan tingkat pertumbuhan
penduduk sebesar 4,51%. Faktor yang mempengaruhi pertumbuban penduduk
adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat,
kemudian terbukanya lapangan kerja diberbagai sektor khususnya perkebunan

kepala sawit serta sektor jasa.
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peternakan selalu diupayakan untuk menunjang pertumbuban dan stabilitas
ekonomi.

Tabel 4.3. Distribusi PDRB Kab. Nunukan Menurut Lapangan Usaha (%)

Sektor PDRB 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 2016

Pertanian, Kehut, Perikan 19,51 | 17,76 | 18,06 | 18,56 | 20,30 | 21,68 | 23,81

Pertambangan dan Penggalian | 45,77 | 51,43 | 52,15 | 52,72 | 51,35 | 47,59 44.37

Industri Pengolahan 10,00 | 8,73 | 8,29 | 7,86 | 7,68 | 825 8,20

b

Pengadaan Listrik dan Gas 002 | 002 | 002 | 0,02 | 0,02 0,02 0,03

Pengadaan Air, Pengolahan
0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 0,04
Sampah, Limbah

Konstruksi 868 | 736 | 7,32 | 6,94 | 6,51 6,81 7.3

Perdagangan Besar, Eceran,
567 [ 540 | 517 | 502 | 4,76 5,23 5,58

?

Reparasi Mobil, Sepeda Motor

Transpotasi dan Perg_udangan 1,98 1,85 1,80 1,89 1,90 2,13 2,14

Penyediaan Akomodasi dan
1,08 1,02 §{ 0,97 | 092 | 0,87 0,96 1,01
Makan Minum

Informasi dan Komunikasi 1,89 1,68 1,60 1,56 1,49 1,63 1,65

»

Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,36 | 032 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 037

Real Estate 0,68 | 058 | 054 | 0,52 | 047 | 049 0,50

Jasa Perusahaan 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 [ 0,04 0,04 0,04

Administrasi Pemerintah

Pertahanan dan Jaminan Sosia | 2,65 | 2,36 | 2,21 2,09 2,7 2,93 2,97

Jasa Pendidikan 104 | 1,01 | 1,08 | 12 | 1,22 | 1,42 1,52

Jasa Kesehatan dan Keg Sosial | 0,03 ) 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 0,03 0,02

Jasa Lainnya 046 | 0,39 | 0,35 | 0,33 | 0,32 0,40 0,45

Sumber data : BPS Kabupaten Nunukan Tahun 2016
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Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Nunukan mencapai 4,660 triliun
(dengan migas) dengan pertumbuhan ekonomi 4,5% (tanpa migas). Struktur
perekonomian Kabupaten Nunukan masih didominasi sektor pertambangan dan
penggahian sebesar 51,34% (Rp 2,392 triliun), ditkuti sektor pertanian 20% (Rp
1,043 triliun) dan jasa 9,29% (357,11 milyar) pada sektor pertanian PDRB masih
didominasi sub sektor perkebunan Rp 442,6 milyar (42,41%), tanaman bahan
makanan Rp 247.9 milyar (23,75%) dan kehutanan Rp 151,7 milyar (14,54%).

3. Karakteristik Responden
Tabel 4.4 dibawah ini menjelaskan tingkat pengembalian angket yang
disebarkan untuk mengumpulkan data penelitian, angket dibagikan kepada warga
Nunukan secara acak. Dari 40 daftar angket yang disebarkan, dan yang kembali
38 angket sedangkan 2 angket tidak diterima kembali oleh peneliti tanpa ada
alasan dari orang yang bersangkutan.

Tabel 4.4. Ikhtisar distribusi dan pengembalian angket

No Keterangan Jumlah Kuisioner Persentase
1. | Angket yang disebar 40 100 %
2. | Angket yang kembali 38 , | 95 %
3. | Angket yang fidak Kembali 2 5 %

Sumber : Hasil angket responden tahun 2017

Tabel 4.4 menunjukan bahwa 38 responden telah mengembalikan lembar
angket yaitu sebanyak 95 %, jumlah tersebut dianggap cukup untuk mewakili
untuk diteliti dan dianalisis. Karakteristik responden yang menjawab dan
mengembalikan angket dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan,

usia dan pekerjaan seperti yang tercantum pada tabel-tabel berikut ini.
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Jumlah responden terbanyak adalah responden dengan jenis kelamin
laki-laki sebesar 22 orang (57 %) dan respenden perempuan adalah 16 orang
(42%) . Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak karena
berhubungan dengan profesi yang berhubungan dengan perdagangan daging,
penyediaan dan pengolahan daging.

Tabel 4.5 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

No | Keterangan SMP SMA Sarjana Pascasarjana
L Pendidikan 3 13 19 3
Jumlah 38

Sumber data : Hasil angket responden tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan jumlah responden terbanyak adalah
responden dengan status pendidikan sarjana dan pascasarjana berjumlah 22 orang
dan diikuti oleh SMA sebanyak 13 orang dan SMP sebanyak 3 orang. Responden
dengan pendidikan tinggi yaitu sarjana dan pascasarjana menurut peneliti lebih
rasional dalam menjawab lembar angket, hal ini terkait oleh semakin tinggi
pendidikan responden maka daya cerna dan sikap untuk mengambil keputusan
dapat hampir akurat, dibandingkan dengan berpendidikan rendah yang rata-rata
pada penelitian kami ada 3 orang yang berpendidikan SMP terkait dengan profesi
mereka adalah peternak. Dan para pelaku usaha di Nunukan rata-rata pada
masyarakat pada level tingkat menengah (SMA) dan pengambil keputusan adalah
tingkat pejabat yang menduduki pendidikan yang rata-rata Sarjana dan

Pascasarjana.
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Tabel 4.6. Karakteristik responden berdasarkan usia

No Keterangan 21-30 thn 31-40 thn 41-50 thn 51-60 thn
1. | Usia 4 15 11 8
Jumlah 38

Sumber data : Hasil angket responden tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukan karakteristik responden berdasarkan
usia menyatakan bahwa responden yang memiliki usia 21-30 tahun berjumlah 4
orang, 31 — 40 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 15 orang dan diikuti oleh usia
antara 41-50 tahun sebanyak 11 orang dan 8 orang diatas 51 tahun . Melihat hal
tersebut bahwa usia responden cukup beragam dan sudah mewakili untuk sampel
penelitian. Mengapa tingkat usia sangat menentukan hal im dilibat pada segi
tingkat pemikiran terhadap orang yang cukup dewasa untuk mengambil
keputusan, semakin dewasa seseorang maka akan semakin teliti dalam bertindak
dan mengambil keputusan.

Tabel 4.7. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

No Keterangan PNS Swasta Wiraswasta
IRT
1. | Pekerjaan 16 6 11
5
Jumlah
38

Sumber data : Hasil angket responden tahun 2017

Tabel 4.7. menunjukan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan
dimana unsur PNS berjumlah 16 orang atau sebesar 42 %, diikuti oleh wiraswasta
11 orang atau 28 %, dan swasta 6 orang atau 15% dan ibu rumah tangga S orang
atau 13 %. Dan yang paling mempengaruhi dalam mengambil keputusan adalah

berdasarkan pekerjaan seseorang, dimana responden yang terkait [angsung dengan
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Implementasi Perda Nomor 03 tahun 2012 tentang Petemakan dan Kesehatan

Hewan di Kabupaten Nunukan.

Hasil Penelitian
1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang

Peternakan  dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun

2017 (Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di
Nunukan)

Implementasi Perda No. 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan
sebagai otoritas, untuk merealisasikan isi dari kebijakan ketersediaan pangan asal
hewan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan selaku sasaran, dalam rangka

menciptakan serta mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang

aman, sehat, utuh dan halal.

a. Populasi Ternak
Terkait sumber daya ternak peneliti melakukan study dokumentasi terhadap
Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan tahun 2012 -
2016 bahwa populasi ternak berjumlah 8.632 ekor untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8. Populasi Ternak di Kabupaten Nunukan Tahun 2016

No | Jenis Ternak Tahun

2012 2013 2014 2015 2016
1. | SapiPotong 7.102 8.847 8.266 8.150 8.632
2. Kerbau 2.830 3.242 3.473 3.332 3.663
3. Kambing 2.010 2.529 2.964 2.342 2.430
4. | Domba - - 44 66 187 189
5. Babi 3.491 3.845 4.660 4.349 4,106
6. | Ayam buras 73.003 78.300 60.784 69.643 65.036
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7. | Ayam ras petelur 9,500 9000 | 25.100 25.100 -
8. Ayam ras Pedaging 73.700 330.250 96.928 128.300 330.200
9 ik 13.553 13.688 13,721 12.490 12,453
10. | Ayam Nunukan 3.307 604 150 150 150
Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Tahun
2016

Jumlah populasi ternak terbesar di Kabupaten Nunukan tahun 2015 — 2016
didominasi oleh ternak sapi sejumlah 8.632 ekor, ternak kerbau sebesar 3.663,
ternak kambing 2.430 ekor, ternak babi 4.106 ekor. Untuk ternak unggas yaitu
peternakan ayam potong sejumlah 330.200 ekor, yang banyak diusahakan di
Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Dan populasi ayam buras tercatat
sebanyak 65.036 ckor yang tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten

Nunukan.

Tabel 4.9.  Tingkat Pertumbuhan Populasi Ternak Sapi di Kabupaten

Nunukan
No Tahun Jumlah Tingkat Pertumbuhan (%)
1. 2011 6.285 0
2. 2012 7.102 12,99
3. 2013 8.847 24,57
4, 2014 8.266 -6,5
5. 2015 8.150 -14
6. 2016 8.632 5,9

Sumber data : Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2016
Melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan tahun 2012 -2016 menyatakan bahwa :

“Perkembangan ternak yang sangat minim terjadi pada tahun 2012 — 2016
karena pertama tingkat pemotongan yang tinggi dan penjualan ternak di
masyarakat sangat besar, kedua data yang tidak akurat, ketiga sumber daya
manusia peternakan yang masih sangat sedikit untuk mengurus 19
Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan sehingga pengawasan ternak
belum optimal, dan adanya pos cek point ternak yang belum berfungsi
dengan benar.”
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Sesuai dengan pemyataan yang diutarakan oleh Kepala Seksi Kesehatan

Hewan yang menyatakan bahwa :

* Untuk Kabupaten Nunukan penurunan populasi ternak bukan karena suatu
keadaan penyakit hewan yang mematikan, penurunan populasi di Nunukan
disebabkan oleh proses pemotongan dan penjualan ternak di Masyarakat.”

Tabel 4. 10. Populasi Sapi di Kabupaten Nunukan tahun 2011-2016 untuk per

Kecamatan
Sapi Potong
NO. KECAMATAN
2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 | NUNUKAN 1.278 1.242 1.177 1.000 899 1.251
36 65 177 101 -352
2 SEIMENGGARIS 724 637 618 029 906 -
87 19 -311 23 906
3 NUNUEKAN SELATAN 1.610 1.498 1.565 1.543 847 330
112 -67 22 696 17
4 SEBATIK 843 771 673 750 846 1.598
72 98 =77 -06 =752
5 SEBATIK. TIMUR 666 551 520 767 623 -
115 22 -238 144 623
5 SEBATIK UTARA 351 327 303 262 183 -
24 24 4] 79 183
7 SEBATIK BARAT 997 1.052 1.228 1.079 995 1.280
-55 -176 149 84 -285
8 | SEBATIK TENGAH 439 430 425 587 121 -
9 5 -162 466 121
9 SEMBAKUNG 407 398 368 599 492 335
9 30 =231 107 157
10 | SEMBAKUNG ATULA 4 4 - - -
0 4 0 0 0
11 LUMBIS - 199 199 217 178 172 213
0 -18 39 6 -41
12 | LUMBIS OGONG 51 64 98 49 38 -
-13 -34 49 11 38
13 | S8EBUKU 379 321 308 283 206 651
58 13 25 77 -445
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14 | TULIN ONSOI 583 551 652 714 664 -

32 -101 -62 50 664

15 | KRAYAN 101 105 105 107 107 124
-4 0 -2 0 -17

16 KRAYAN SELATAN - - - - 3 3
0 0 ol . -3 0

8.632 £.150 8.266 8.847 7.102 6.285

Jumlah

Sumber Data : Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.
Nunukan Tahun 2011 - 2016

Masyarakat Nunukan kurang memiliki minat untuk berinvestasi pada
pengembangan temak sapi, tetapi minat terhadap sapi bantuan pemerintah cukup
besar, namun sefelah sapi bantuan diserahkan ternyata kemampuan
mengembangkan sangat terbatas. Hal ini juga diperkuat oleh penyataan dari
seorang PPL peternakan yaitu :

“ Peternakan di Kabupaten Nunukan sangat sulit berkembang hal ini dari

sikap petani peternak sapi masih memiliki komitmen yang lemah, ketika

diseleksi untuk calon penerima sapi pemerintah, dengan sistem perguliran
mereka sangat antusias ingin memiliki dan memelihara, serta didukung
sarana lahan yang luas, namun ketika sapi telah diberikan satu bulan sapi
masih aktiv diberi makan, setelah dua bulan sapi mulai dibawa ke ladang
dan diikat, namun setelah tiga bulan sapi mulai tidak terurus bahkan
cenderung kurus dan sering tidak dikandangkan dan diikat sepanjang hari

di pepohonan. Hal ini sering terjadi karena kesibukan petani akan mencari

penghasilan lainnya, selain beternak mereka juga biasanya adalah petani

padi sawah, namun bisa beralih menjadi petani rumput laut. Ketidak
pastian usaha petani tersebut membuat perlakuan terhadap usaha
pengembangan sapi semakin terbatas.”

Berdasarkan hasil dari study dokumentasi dan wawancara tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa peningkatan populasi ternak di Kabupaten Nunukan
masih belum optimal. Penurunan populasi bukan sebab penyakit ternak namun

karena proses pemotongan dan penjualan ternak di masyarakat.

a. Distribusi Pasokan Daging

88




43383.pdf

Distribusi sapi potong di Kabupaten Nunukan saat mi berasal dari

pemasukkan ternak luar daerah yaitu dari pulau Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat. Dengan jumlah 318 pada tahun 2016 hal ini dapat terlihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 4. 11. Pemasukan Ternak di Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016

No Jenis Pemasukan
Temak
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. | Sapi Potong 407 396 1058 702 397 318
2. | Kerbau 1 20 149 27 - -
3 Kambing 643 742 1213 815 894 868

Sumber data ; Badan Karantina kelas II Tarakan, Kab, Nunukan Tahun 2011 -2016

Selanjutnya dari tabel pemasukkan ternak hewan qurban dapat terlihat

distribusi pasokan daging di Kabupaten Nunukan

Tabel 4.12. Data Pemotongan Hewan Qurban di Kabupaten Nunukan Tahun 2017

No Kecamatan Jumlah Ket.asal ternak
Sapi Kerbau Kambing

I. Nunukan Selatan 40 - 12 Lokal

2. | Nunukan 195 - 30 64 (pare-pare)
3. Lumbis 10 - 2 Lokal

4, Tulin onsot 18 - 4 Lokal

5. Sembakung 13 - 11 Lokal

6. Seimenggaris 30 - - Lokal

7. Sebatik timur 40 - - Lokal

B. Sebatik utara 24 - 4 Lokal

9. Sebatik barat 30 - 4 Lokal

10, { Krayan 5 1 - Lokal

Jumlah 405 1 67

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2017

Senada dengan hasil wawancara dengan Kasi Perbibitan dan Budidaya

Ternak Provinsi Kaltara yang menyatakan bahwa :

“Swasembada ternak sapi masih sangat jauh, namun kemampuan Kab.
Nunukan dalam pengembangan ternak sapi masih cukup baik bila
dibandingkan dengan Kab. Lain di Prov. Kaltara ini. Dengan jumiah
populasi kurang lebih 8000 ekor dan pemotongan pertahun 250- 300 ekor
sapi untuk acara Idul adha maka ternak sapi Nunukanlah yang banyak
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dipotong. Demikian pula dengan penjualan dan pengeluaran ternak ke
Kab. lain di Prov. Kaltara secara rutin terdeteksi banyak mengalir ke
Kab. Malinau, Kota tarakan.

Kemudian distribusi pasokan daging ayam potong berasal dari Provinsi
Sulawesi Selatan dari tahun 2014 -2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13. Data Pemasukan Produk Ternak di Kecamatan Nunukan 2014-2017

No | Produk Jumlah (kg) Daerah asal
2014 2015 2016 2017
(jan-Agust)
1. | Daging Ayam | 279.920 233.515 129.080 41.460 Sulawesi
2. Telur 146.500 797.400 581.400 | 279.171 Sulawesi

Sumber Data : Badan Karantina Kelas Il Tarakan 2014 -2017.
Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan pangan Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa :

“Dalam penyediaan pangan asal hewan dinas memiliki strategi utama
yang bisa dijadikan bahan acuan, pemenuhan berdasarkan pemotongan
dalam daerah untuk daging ayam kita sudah swasembada namun untuk
daging sapi kita masih memasukkan dari Tarakan secara resm oleh eks
Bulog, dan masyarakat harus kita utamakan jaminan kualitasnya tentang
daging yang ASUH™.

Selanjutnya menurut Kasi Perbibitan dan Budidaya Provinsi Kaltara

menyatakan bahwa :

“Dalam penyediaan pangan asal hewan dinas berusaha mengembangan
populasi ternak sapi sebanyak mungkin guna menyediakan pangan asal
ternak terutama daging sapi yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh
masyarakat. Tetapi saat ini pemerintah masih sangat jauh dalam
swasembada ternak sapi. Sehingga jalan yang terbaik adalah memasukan
daging beku Allana asal India secara resmi atau legal.”

Selanmjutnya menurut Peternak dan Pedagang ayam pedaging (mambunut
dalam) :

“ Rata-rata rumah makan mengambil daging ayam dari Malaysia karena
harga perkilonya Rp 35.000,- sementara daging lokal seharga Rp 38.000,- .
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Setelah kami turunkan daging kami menjadi Rp 35.000,- daging Malaysia
masuk dengan harga Rp 30.000,-. Sunggu kami sangat sedih, mengapa
daging ayam dari Malaysia selalu masuk sehingga hasil peternakan kami
tidak ada yang membelinya.

Dan keterangan ini dikuatkan dengan pernyataan dari peternak ayam potong
(peternak pemula) yaitu :

“ peternak butuh perhatian dari pemerintah daerah. Karena sejak bulan
Agustus setelah Idul Fitri kami beternak ayam cukup banyak, namun
karena pasar lagi lesu, maka sampai sekarang ayam mereka belum laku
terjual. Sehingga mereka menginginkan agar ayam yang masuk dan
‘Tawau harus dihentikan.

Tabel 4.14. Pemasukan Daging Sapi/Kerbau di Kabupaten Nunukan Tahun 2017

No Bulan Jumlah Pemasuka_n Jumnlah Pemasukan Kebutuhan daging
daging llegal dari dari Jakarta(kg) Perbulan (kg)
Malaysia (kg)
1. [ Maret 7.500 - 7.500
2. | April 8.000 . 8.000
3. | Mei 6.200 1.400 8.000
4. | Juni 7.200 800 8.000
5. | uli 8.000 - 8.000
6. | Agustus 8.000 - 8.000
Jumizh 44.900 2.200 47.100

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Tahun 2017

Terkait dengan sumber pasokan daging maka pedagang daging juga sebagai
ketua asosiasi pedagang daging Indonesia cabang Nunukan menyatakan bahwa :

“Kebutuhan daging sapi kita berasal daging kerban merk Allana dari India
yang masuk dari Malaysia ke Nunukan secara ilegal, sementara daging legal
yang masuk dari Jakarta ke Tarakan masih sangat terbatas, hal im
disebabkan oleh pemasok dari Nunukan belum tersedia, dan masih diproses
secara bertahap. Sehingga kebutuhan daging masih dipenuhi oleh daging
ilegal asal Malaysia.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi pasokan daging

atau ternak sapi untuk pemotongan hewan qurban Kabupaten Nunukan sudah

dapat menyediakannya sendiri namun untuk sapi bibit masth mendatangkan dari
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Sulawesi, walaupun harga jual sapi saat qurban cukup tinggi. Sementara untuk
daging ayam potong di Nunukan telah mencapai swasembada daging ayam
potong.
b. Kebutuhan Konsumsi dan Ketersediaan Daging di Nunukan
Angka kebutuhan konsumsi biasanya menggunakan angka tetap yang
diperoleh secara nasional, tingkat kebutuhan konsumsi daging ayam potong
maupun daging sapi di Nunukan dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini :

Tabel 4.15 Rata-rata Kebutuhan Daging Pertahun di Nunukan

No| P. Numkan Jumlah Kebutuhan Total Kebutuban
Penduduk perkapita Perthn (kg)
pertahun (kg)
1 Daging ayam 44,514 9 400.626
2 | Daging sapi 44.514 2,9 129.090

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Tahun 2017
Selanjutnya data ketersediaan daging ayam ras pertahun di beberapa kecamatan
Nunukan di Kabupaten Nunukan yang terbagi dalam empat zona wilayah yaitu
zona satu untuk pulau Nunukan , zona dua pulau Sebatik, zona tiga wilayah di

pulau Kalimantan yaitu Sebuku dan sekitarnya dan zona empat adalah wilayah

Krayan dan Krayan Selatan dapat terlihat pada tabel diatas tersebut.

Tabel 4.16. Ketersediaan Daging ayam potong per tahun di Kabupaten Nunukan

Jumlah Populasi | Berat Bdn per .
No Kec. / Pulan Ayam ekor hidup E::Z;{I:fr(t;)s E;tflmp{kog;lks !
pedaging (ekor) | (kg)
I. | P. Nunukan 603 .567 2 1,7 1.026.064
2. | P. Sebatik 9.600 2 1,7 16.320
P Sebuku, embakung
s il .000
3. Lumbis, S. Mengparis 150.000 2 1,7 255
Kec.Krayan,Krayan
4. - - - -
Selatan
Total 1.297.384

Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Tahun 2017
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Dari Tabel 4.16 diatas untuk ketersediaan daging ayam potong
pertahun di pulau Nunukan dibutuhkan ketersediaan adalah 1.026.064 kg
Sehingga untuk total ketersediaan di Kabupaten Nunukan adalah 1.297.384 kg

pertahun.

Tabel 4.17. Ketersediaan daging sapi potong di Kabupaten Nunukan

Jumlah Berat Bdn per Berat

No Kec. / Pulau Populasi ekor hidup Karkas per Tﬁgz;lkzgo(cli(ul;m
Sapi potong (kg) ekor (kg) g
1 | P. Nunukan 789 200 114 89.046
2 | P. Sebatik 659 200 114 75.126
P.Sebuku,
3 | sembakung, Lumbis, 340 200 114 28.760
S. Menggaris
4 | KecKrayan Krayan 12 200 114 1368
Selatan
Total 1.800 200 114 205.200%

Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan tahun 2016

Berdasarkan perhitungan ketersediaan daging sapi potong di Nunukan pada
tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa pulau Nunukan memiliki ketersediaan

89.946 kg dari melihat jumlah populasi temak sapi saat ini.

Tabel 4.18

Kebutuhan dan Ketersediaan daging Sapi dan ayam potong di Pulau Nunukan

No | Jenis Produk Kebutuhan | Ketersediaan | Kekurangan/ Asal daerah
Kg/ thn (kg) Kelebihan Pemasukan
(kg)

1. Daging Sapi segar 129.0%0 5.472 123.618 Sulawesi

Daging beku 123.618 3.500 120.118 Malaysia,Jakarta
2

Daging Ayam 400.626 1.026. 064 625.438 Lokal Nunukan
3. Potong

Sumber data: Karantina Hewan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2016
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Berdasarkan Tabel 4.18 diperoleh hasil perhitungan antara kebutuhan dan
ketersediaan daging sapi adalah untuk daging sapi segar Nunukan masih
kekurangan 123.618 kg pertahun sementara untuk kebutuban daging ayam
Nunukan adalah 400.626 Jketersediaan mencapai 1.026.064, sehingga diperoleh
kelebihan daging ayam 625438 kg. Hal ini meneunjukan bahwa di Nunukan
telah swasembada daging ayam. Kelebihan daging ayam banyak dibawa ke

kecamatan lain seperti ke Sebuku, Sembakung dan Lumbis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan kabupaten Nunukan menyatakan bahwa:

“ Untuk kebutuhan daging sapi kita masih menghandalkan daging dari luar
misalnya daging beku dari Jakarta, yang masuk secara resmi. Sementara
untuk daging ayam potong di Nunukan sendiri telah swasembada daging,
dimana kebutuhan daging ayam dapat terpenuhi bahkan saat ini sangat
berlebihan.”

Hal senada juga dipaparkan oleh kasi Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan yaitu:

“ Daging yang beredar dipasar di Nunukan sebagian besar adalah daging dari
luar vyaitu daging beku Allana, entah daging beku dari Jakarta atau dari
Malaysia, yang mengetahui secara pasti adalah pedagang daging atau kios
daging tersebut. Karena daging segar masih memliki harga jual yang
cukup tinggi yaitu Rp 130.000,- perkilo nya. Sementara daging beku
memiliki nilai jual banya Rp 80.000 — 85.000 perkilo.”

Hal senada juga diuatarakan oleh Kepala Bidang Perdagangan dalam

Negeri pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan yang menyatakan bahwa :

“ Perdagangan daging saat ini masih aman, artinya tidak ada masalah.
Namun masih ada beberapa produk yang masuk secara ilegal ke wilayah
Nunukan, namun itu bukan wewenang kami, itu wilayah kerja Bea
Cukai sehingga barang dari sebelah dapat masuk.”
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Dari hasil perhitungan kebutuhan dan ketersediaan daging serta hasil
wawancara dengan pejabat terkait, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
Nunukan masth mengandalkan daging beku dari Jakarta namun kenyataan bahwa
daging ilegal asal Malaysia masih beredar untuk memenuhi ketersediaan daging
sapi di Nunukan, dan untuk daging ayam potong Nunukan telah swasembada

bahkan sangat berlebihan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Studi Kebijakan
Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan) belum bisa dilaksanakan secara
optimal disebabkan oleh populasi ternak sapi yang masih terbatas, sementara
untuk daging ayam Nunukan telah swasembada daging ayam namun, dibutuhkan
pengawasan yang lebih baik guna menghambat masuknya daging ayam dari

negara Tetangga Malaysia.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03
tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Study tentang

Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan Di Nunukan)

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi pelaksanaan atau penghambat
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan yaitu tentang Kebijakan penyediaan produk pangan asal hewan
di  Nunukan. Dalam penelitian ini peneliti tersebut menjelaskan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dan proses pencapaian

akhir (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan. Variabel - variabel yang
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mempengaruhi implementasi kebijakan sesuai dengan pendapat Van Metter dan
Van Horn, teori Grindle dan teori Edward III yaitu :

1. Komunikasi

2. Sumberdaya

3. Disposisi

4. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi
implementasi  kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan
mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang
diketahui para pengambil keputusan hanya dapat melalui komunikasi
yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam
mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward II dalam
Winarno (2014 : 156-158), yaitu :

a. Transmisi.  Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi

masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah

pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan

birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehinggga

apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
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b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan
(street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan
atau ambigu/mendua.

c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu
komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau maka

dapat membingungkan bagi pelaksana di lapangan.

Terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi
antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan tugas fungsi dalam hal penyediaan
pangan asal hewan yang baik, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Numikan menyatakan bahwa :

“Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam hal komunikasi tentang
kurangnya pengetahuan tentang penyediaan pangan asal hewan yang masih
menjadi kendala, misalnya kemampuan Kabupaten Nunukan dalam
menyiapkan dan menyediaan daging yang dibutuhkan masyarakat,
memang dinas Pertamian bidang Peternakan yang harus menyiapkan
namun hal ini terkendala oleh swasembada temak yang gagal pada tahun
2014 yang telah dicanangkan sebelumnya. OQOleh sebab itu maka,
keputusan untuk melakukan import daging beku asal India menjadi solusi
untuk menutupi kekurangan tersebut, namun hal ini disikapi hal yang
kurang tepat oleh beberapa pihak, karena import daging akan menurunkan
motivasi peternak sapi lokal, sehingga nilai jual ternak akan semakin
rendah.”

Hal senada juga disampaikan kepala Seksi Kesehatan Hewan bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Nunukan , menyatakan bahwa :

“ Kendala masalah komunikasi dengan pihak terkait, memang selalu ada hal
ini menunjukan bahwa semua fihak turut merespon akan keberadaan daging
illegal asal Tawau Malaysia yang telah lama dinikmati oleh warga Nunukan,
hal ini memang harus diluruskan secara perlahan, kemampuan pemerintah
dalam menyiapkan daging segar memang masih minim, namun secara
perlahan kita sudah mengambil sikap dengan cara memasukan daging beku
secara legal atau resmi, sehingga terjaga keamanan dan keutuhan, kehalalan
dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Bagi pihak yang diuntung
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dengan adanya daging beku asal malaysia, maka mereka akan ada respon
yang negatif, namun hal ini perlu adanya komunikasi dari dua belah fihak,
pedagang daging, masyarakat dan dinas terkait seperti dinas perdagangan dan
kesehatan Kabupaten Nunukan, turut serta memberikan advis dan mengangkat
hal ini secara transparan dan fleksibel, dalam arti hubungan yang saling
menguntungkan, terutama kesehatan masyarakat Nunukan harus terjamin.

Selanjutnya menurut Kepala Seksi pembibitan dan Budidaya Temak Bidang
Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, terkait dengan
hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan instansi
dengan masyarakat terutama pedagang daging, menyatakan bahwa :

“Hambatan yang ditemui dalam hal komunikasi adalah kurangnya
pengetahuan masyarakat akan proses dan tugas pemerintah yang harus
melindungi masyarakat terkait penyediaan pangan asal hewan. Sechingga
keberadaan daging Legal asal Jakarta pertln dilakukan sosialisasi ke
masyarakat guna membeli daging yang benar-benar sehat dan terjamin
kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan akan kehalalannya. Karena
kita tau masyarakat di Nunukan adalah masyarakat muslim sehingga segi
kehalalan adalah yang utama.”

Sedangkan menurut Kepala Seksi pembibitan dan Budidaya Temak bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Nunukan, terkait dengan hambatan dan
kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam proses
pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi ternak guna menunjang swasembada
ternak dan mencapai pemenuhan daging sapi dan ayam yang segar dan berkualitas
bagi masyarakat, menyatakan bahwa :

“ Kalau dan pihak seksi pembibitan dan budidaya temmak yang paling
terpenting dalam masalah komunikasi adalah sangat penting dimana semua
kegiatan saat ini harus memiliki komunikasi yang intens mengenai
perkembangan ternak di Kecamatan yang membutuhkan tenaga trampil
dan cekatan dalam hal peternakan, maupun dalam mengirimkan data
ternak setelah melakukan inseminasi buatan pada temak sapi dan
selanjutnya harus dilihat atau diperiksa tingkat keberhasilan berupa
kebuntingan pada ternak tersebut, setelah itu dilaporkan hasilnya secara
intens, dan yang menjadi kendala adalah sarana dan prasarana dalam
bekerja, misalnya faktor kondisi wilayah yang cukup Iuas, sementara
petugas yang sangat terbatas membuat kita harus bekerja sama dan saling
mendukung. Tapi saat ini yang paling menyenangkan adalah dengan
adanya fasilitas komunikasi yang murah dan cepat lewat HP, secara SMS,
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atau WA amat sangat membantu dalam pekerjaan kami. Demikian pula

terhadap peternak yang membutuhkan petugas ketika ingin mengawinkan

sapinya atau perawatan terhadap ternakmya yang sakit, hanya dengan
pelayanan HP, maka petugas akan stap melayani, baik siang, malam kami
selalu siap siaga.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan atau kendala yang ditemui
dalam hal komunikasi antara pimpinan, staf ataupun pada masyarakat dalam
pelaksanaan penyediaan pangan asal hewan, dan peningkatan populasi ternak maupun
dalam pendataan ternak, untuk mensukseskan program swasembada ternak lewat
Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting { UPSUS SIWAB) ini maka masing-
masing seksi memiliki hambatan dan kendala namun saat ini semua bidang di Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan masih bisa ditolerir, hanya kommunikasi dengan
masyarakat sebagai pedagang atau pelaku usaha peternakan dan konsnmen daging
beku yang masth belum optimal. Karena adanya daging bekn asal Jakarta dan daging
beku asal Malaysia memiliki fisik yang sama.

b. Sumberdaya
Menurut Edward 111 dalam Agustino (2016 : 158-159), sumberdaya
merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-
indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi
proses implementasi kebijakan adalah terdiri dari :

a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah
staf atau pegawai (Street-level-bureaucrats). Kegagalan yang
sering terjadi dalam implementasi kebijakan , salah satunya
disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai,
mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup
menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan
sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang
diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan
kebijakan.

b. Informasi. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama,
informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
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Kedua, informast mengenai data kepatuhan dari para pelaksana
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal
agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan
merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika
wewenang tidak ada , maka kekuatan para implementor dimata
publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan
implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain,
ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan
dalam melihat efektifitas kewenangan. Disatu fihak, efektivitas
kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi
disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang
diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendini
atau kelompoknya.

d. Fasilitas.  Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam
implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf
yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya
fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi
kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hal Senada diutarakan oleh Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Nunukan menyatakan bahwa :

“SDM bidang Peternakan masih terbatas jumlahnya, apalagi harus
melayani 19 Kecamatan yang ada, sehingga tenaga honor digalakkan
untuk mengikuti pelatihan dibidang Peternakan seperti mengikuti
Khursus IB, PKB dan ATR. Kualitas SDM Peternakan memang masih
sangat kurang mengingat luasnya wilayah Kabupaten Nunukan ini,
sehingga dan segi jumlah dan kualitas memang masih perlu ditingkatkan,
Untuk ke depannya DPKP bidang Peternakan harus meningkatkan
kemampuan dan ketrampilan petugas Peternakan untuk selalu disiapkan
sebagal tenaga Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan dan ATR. Dan
memang kebutuhan akan dokter hewan masih sangat diperlukan dimana
dokter hewan yang ada saat ini hanya satu orang.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan , terkait dengan SDM yaitu
jumlah pegawai dan SDA yaitu temak, lahan dan petemak yang merupakan aset

dari peternakan itu sendiri yang berimbas pada perkembangan ternak dan

peningkatan populasi ternak secara intensif sehingga penyediaan pangan asal
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ternak semakin tercapai untuk menuju swasembada ternak dan daging,
menyatakan bahwa :

“Dalam penyediaan pangan asal hewan untuk daging ayam potong

Kabupaten Nunukan sudah swasembada, namun untuk daging sapi dinas
memiliki strategi utama yang bisa dijadikan bahan acuan, pemenuhan
berdasarkan pemotongan dalam daerah tetapi skenario tidak dapat
dihandalkan karena populasi ternak sangat tetbatas, apalagi pemotongan
dilakukan setiap hari. Skenario yang kedua pemotongan dalam daerah
menghandalkan temak dari luar daerah, kendalanya membutuhkan
anggaran yang cukup tinggi untuk mendatang ternak ke Kab. Nunukan.
Sehingga ketersediaan masih mengandalkan daging beku yang terjamin
kualitasnya. Untuk itu dengan masuknya daging beku legal tersebut kita
jauh lebih tejamin kualitasnya, dan keamanan pangan dapat tercapai,
kewaspadaan kehalalan dan keutuhan serta kesehatan masyarakat dapat
terjamin,

Sama halnya dengan dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Nunukan , Kepala Seksi Perbibitan Provinsi Kaltara juga
menyatakan bahwa :

“Dalam proses swasembada ternak tahun 2026 mendatang, maka dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi saat ini memiliki program
pengembangan ternak dengan cara Inseminasi Buatan dan Asuransi
Ternak, sehingga selain IB juga perlu perkawinan alam, karena sistem
beternak masyarakat Nunukan adalah dengan cara ekstensif yaitu ternak
dibiasakan mencari makan sendiri dilepas dipadang penggembalaan yang
luas, sehingga agak susah untuk dilakukan perkawinan secara Inseminasi
Buatan, tetapi program Upsus Siwab adalah fleksibel yaitu meningkatkan
angka kebuntingan ternak dan peningkatan populasi dengan kebuntingan
Inseminasi buatan maupun kawin alam semua adalah untuk meningkatkan
populasi ternak sapi atau kerbau. Dan perlindungan terhadap sapi /ketbau
betina produktif dengan mendaftarkan sebagai peserta Asuransi Ternak.

Senada dengan pendapat diatas, kepala Sekst Kesehatan Ternak di Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan
Kabupaten Nunukan , terkait dengan sumber daya ternak dan peternak di
Kabupaten Nunukan menyatakan , bahwa :

“Keberadaan ternak di Kabupaten Nunukan belum dapat dikatakan bahwa

kita belum mampu berswasembada ternak/daging, hal ini berkaitan dengan
anggaran setiap tahunnya untuk bidang Peternakan masih sangat sedikit,
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sehingga untuk mencapai swasembada kita masih sangat jauh, namun kita
berusaha mengembangan ternak yang ada, pencegahan penyakit ternak

perlu diwaspadai. Sehingga program unggulan yang dapat dilaksanakan
adalah peningkatan populasi ternak dengan Inseminasi Buatan dan kawin

alam, asuransi ternak serta perlindungan terhadap pengurasan dan
pemotongan sapi/kerbau betina produktif harus tetap dijaga, dan program
pendistribusian ternak kepada masyarakat masih tetap dilakukan untuk

setiap tahunnya namun jumlahnya sangat terbatas, hal ini imbas dar
anggaran yang masih sangat minim. Sehihgga untuk penyediaan pangan

asal hewan yaitu daging sapi masih didatangkan dari luar berupa daging

beku Allana dari India yang telah didatangkan dari Jakarta lewat Tarakan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sumber daya termak yang telah
berkembang di Kabupaten Nunukan scbagai aset atau sumber daya yang menentukan
tingkat perkembangan peternakan di Kabupaten Nunukan, maka dapat disimpulkan
bahwa saat ini peternakan di Kabupaten Nunukan masih sangat butuh tenaga SDM

dan demikian pula dengan sumberdaya temak dan sumberdaya finansial.
¢. Disposisi

Edward III dalam Winarno (2012:142-143), mengemukakan bahwa
“kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang
mempunyai konsekuensi penting bagi ixhplementasi kebijakan yang efektif”,
Jika para pelaksana kebijakan mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau
adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan
yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan
awal. Demikian pula sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau
menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka
implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino

(2016:139-140), mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :
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a. Efek disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan
bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan
yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Karena itu
pengangkatan dan  pemilthan personil pelaksana kebijakan
haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang
telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga
masyarakat, :

b. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan
memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan
dengan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif
oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para
pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau
biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang
membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal
ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau
organisast.

¢. Melakukan pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy) ;
dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi
kebijakan harus dilihat juga dalam pengaturan birokrasi. Ini
meryjuk pada penunjukkan dan pengangkatan staf dalam birokrasi
yang sesuail denga kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan
sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam
bekerja, hingga metode bypassing personil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan terkait disposisi dan pemilihan personil
atau pelaksana kebijakan haruslah berdedikasi pada kepentingan warga
masyarakat, beliau menyatakan bahwa :

“Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan terkait
dengan ketersediaan daging memang tugas kami yang mengadakan,
namun untuk ketersediaan daging sapi kita masih sangat kurang. Namun
untuk wewenang keluar masuknya daging sapi lebih dititik beratkan pada
persoalan wilayah perbatasan yang banyak melibatkan pihak karantina
hewan dan kantor Bea Cukai di Kabupaten Nunukan. Jadi untuk
melarang keluarmasuknya daging adalah wewenang pusat.  Untuk
memasukkan produk pangan asal hewan dari wilayah Negara Malaysia
harus meminta izin dari pemerintah pusat yang di Jakarta.”

Dan berdasarkan wawancara dengan Kasi perbibitan dan Budidaya ternak

Provinsi Kaltara, menyatakan bahwa :
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“Kebutuhan daging sapi telah ada solusinya yaitu daging beku yang masuk
secara resmi dari Jakarta. Sehingga masing-masing Kabupaten dapat
berhubungan dengan pemasok daging yaitu eks-Bulog yang
berkedudukan di Tarakan.”

Hal senada juga diutarakan oleh Kasi Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa :
“ Daging ilegal seharusnya tidak dapat dibiarkan masuk di wilayah

Kabupatenh Nunukan. Namuth masih maraknya peredaran daging di pasar —

pasar atanpun yang dipakai dalam pembuatan produk pangan asal hewan

yaitn berupa bakso, maka kita harus selalu waspada, jangan ada unsur

pembiaran dari aparatur terkait.”

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan para pejabat tersebut diatas
bahwa kebijakan untuk memasukkan daging harus memiliki surat yang resmi,
atau dilakukan secara legal. Dan ketersediaan daging beku yang resmi telah ada

yaitu eks-Bulog yang berkedudukan di Tarakan.
d. Karakteristik Pelaksana

Pusat perhatian  pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yaﬁg akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat
banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen
pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk
merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu
haruslah berkarakteristik tégas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai
dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah
implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen
pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya

semakin besar pula agen yang dilibatkan (Agustino, 2016 : 134-135)
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan pangan Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa :
“Wewenang dalam menjaga keluarmasuknya produk daging di Kabupaten
Nunukan adalah tupoksi Karantina Hewan dan Bea Cukai, bukan
wewenang Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, tugas kami adalah
Budidaya temak dan pembinaan terhadap peternak.”
Sementara hasil wawancara dengan Kabid Perdagangan dalam Negeri pada Dinas
Perdagangan Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa :

* Untuk pencegahan keluarmasuknya daging adalah tugas dan Bea dan
Cukai dan Karantina Hewan seandainya mereka bertugas dengan benar maka
daging ilegal tidak mungkin akan masuk. Sehingga pengawasan sebaiknya harus
dilakukan jika daging beku resmi telah masuk dari Tarakan. Dan terkait masih
masuknya daging ayam dari Malaysia, hal ini memang adanya faktor pembiaran
dari instansi terkait atau intansi yang berwenang dalam hal ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat terkait diatas maka masuknya
daging ilegal yaitu baik berupa daging sapi beku atau daging ayam segar maupun
beku karena ada instansi terkait yang memang tidak bekerja secara optimal,
misalnya Karantina Hewan, Kantor Bea dan Cukai serta instansi terkait yang

memang belum bekerja secara baik.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Pangan asal
Hewan di Nunukan

Berdasarkan hasil responden masyarakat Nunukan dalam menentukan
keinginan mereka untuk mengkonsumsi daging adalah sebagai berikut.
a. Alternatif Sumber Ketersediaan Daging di Kabupaten Nunukan

Tabel 4.19. Alternatif Sumber Ketersediaan Daging di Nunukan

No | Sumber Ketersediaan Daging Jumlah Responden Persentase

1. | Daging Beku dari Malaysia 3 7.8

2. | Daerah lain di Indonesia 3 7.8

3. | Pemotongan sapi di Nunukan 14 36,9

4. | Daging Beku dan Indonesia : 18 47.4
Jumiah 38 100

Sumber : Hasil angket responden , 2017
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Berdasarkan hasil angket, persepsi responden sebagian masyarakat
Nunukan menunjukan hasil seperti pada tabel 4.19 berikut, alternatif sumber
ketersediaan daging di Kabupaten Nunukan menunjukan bahwa sebanyak 8,7 %
responden menginginkan ketersediaan daging beku asal Malaysia dan 8,7 %
responden menginginkan dari daerah lain di Indonesia , sebanyak 36,9 %
responden meninginkan pemotongan sapi di Nunukan, dan 47,4 % menginginkan
ketersediaan daging dipenuhi oleh daging beku dari Indonesia.

b. Penilaian Terhadap Kriteria Pertimbangan dalam Mengkonsumsi

Daging

Tabel 4.20. Penilaian Responden Terhadap Kriteria yang menjadi Pertimbangan
dalam mengkonsumsi daging

No Faktor Pendukung Jumlah Responden Persentase
1. | Kemudahan mendapatkan 2 5,26
2. | Hargaterjangkau - 17 44,73
3. | Jaminan Kualitas 17 44,73
4. | Daging berasal dari per - 2 5,26
dagangan yang jujur & adil
Jumlah 38 100

Sumber : Hasil angket responden, 2017

| Pada tabel 4.20 mengenai penilaian responden terhadap kriteria yang
menjadi pertimbangan dalam mengkonsumsi daging adalah 5,26 % untuk
kemudahan mendapatkannya dan daging berasal dan perdagangan yang jujur dan
adil, dan 44,73 % responden memilih jaminan kualitas dan harga terjangkau

sebagai kriteria yang menjadi pertimbangan dalam mengkonsumsi daging.
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1). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria kemudahan dalam mendapatkan

Tabel 4.21. Alternatif Ketersediaan Daging Berdasarkan Kriteria Kemudahan

Dalam Mendapatkan.
No Faktor Jumlah Responden Persentase
1. | Daging Beku dari Malaysia 28 73,6
2. Daerah lain di Indonesia 2 5,26
3. Permotongan Sapi di Nunukan 3 13,1
4. | Daging Beku dari Indonesia 3 7,8
Jumiah 38 100

Sumber : Hasil Kuisioner Responden, 2017

Dari tabel 4.21 yaitu alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria

kemudahan dalam mendapatkan adalah 5,26 % dari daeah lain di Indonesia, 13,1

% melalui pemotongan sapi di Nunukan dan 7,8 % daging beku dari Indonesia,

dan selebihnya kemudahan mendapatkan daging beku asal Malaysia mencapai

73,6 %. Hal ini menunjukan bahwa peredaran daging beku ilegal masih sangat

mudah di dapatkan di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Nunukan.

2). Ketersediaan Daging Berdasarkan Keterjangkauan Harga

Tabel 4.22. Alternatif Ketersediaan Daging Berdasarkan Kriteria Keterjangkauan

Harga.

No Faktor Jumlah Responden Persentase
1. | Daping Beku dari Malaysia 24 63,15
2. | Daerah lain di Indonesia 0 0
3. | Pemotongan sapi di Nunukan 2 5,26
4, | Daging Beku dari Indonesia 12 31,57

Jumlah 38 100
Sumber : Hasil angket responden, 2017

Dari tabel 4.22 diatas, maka alternatif ketersediaan daging berdasarkan

kriteria keterjangkauan harpa yang digemari responden adalah 5,26 % melalui

pemotongan sapi di Nunukan, 31,57 % menggemari daging beku dari Indonesia,

dan 63,15 % menggemari daging beku asal Malaysia.
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3). Ketersediaan Daging Berdasarkan Kontinyuitas Pasokan Daging

Tabel 4. 23, Alternatif Ketersediaan Daging berdasarkan Kriteria Kontinyuitas

Pasokan daging
No Faktor Jumlah Responden Persentase
1. | Daging Beku dari Malaysia 30 78,94
2. | Daecrah lain di Indonesia 3 7,89
3. | Pemotongan sapi di Nunukan 1 2,63
4. | Daging Beku dari Indonesia 3 7,89
Jumlah 38 100

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Tabel 4.23 menunjukan Altemnatif

ketersediaan daging berdasarkan

kriteria kontinyuitas pasokan daging dimana 2,63 % diperoleh dari pemotongan

sapi di Nunukan, 7,89 % diperoleh dari daerah lain dan daging beku dari

Indonesia, dan 78,94 % diperoleh dari daging beku dari Malaysia.

4). Ketersediaan Daging Berdasarkan Jaminan Kualitas

Tabel. 4.24. Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria jaminan

kualitas
No Faktor Jumlah Responden Persentase
1. | Daging Beku dari Malaysia 0 0
2. Daerah lain di Indonesia 1 2,63
3. | Pemotongan sapi di Nunukan 35 92,10
4. | Daging Beku dari Indonesia 2 5,26
Jumlah 38 100

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Tabel 4.24 menunjukan alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria

jaminan kualitas menunjukan bahwa 0 % daging beku dari Malaysia kurang

memiliki

jaminan kualitas hal

ini dikarenakan faktor

ilegal yang

mempengaruhinya, selanjutnya 2,63% dari daerah lain di Indonesia, 5,26 %

daging Beku dari Indonesia dan 92,10 % pemotongan sapi di Nunukan.
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5). Ketersediaan Daging Berasal dari Perdagangan Yang Adil dan Jujur

Tabel 4.25. Altemnatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria daging berasal
dari perdagangan yang adil dan jujur

No’ Faktor Jumlah Responden Persentage
1. | Daging Beku dari Malaysia 0 0
2. Daerah lain di Indonesia 1 2,63
3. Pemotongan sapi di Nunukan 16 42.10
4. | Daging Beku dari Indonesia 2] 55,26
Jumiah 38 100

Sumber : Hasil angket responden, 2017
Tabel 4.25 menunjukan alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria
daging berasal dari perdagangan yang adil dan jujur menunjukan bahwa 0 %
untuk daging beku dari Malaysia. Dan 2,63% untuk pemasukan dari daerah lain ,
42,10 % untuk pemotongan di Nunukan dan 5526 % untuk daging beku dari
Indonesia.

6). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria mengurangi ketergantungan
dari Luar

Tabel 4.26. Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria mengurangi

ketergantungan dari Luar
No Faktor-faktor Jumlah Responden Persentase
1. | Daging Beku dari Malaysia 0 0
2. | Daerah lain di Indonesia 8 21,05
3. | Pemotongan sapi di Nunukan 7 18,42
4. | Daging Beku dari Indonesia 23 60,52
Jumlah 38 100

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Dari Tabel 4.26 . tentang alternatif ketersediaan daging berdasarkan
kriteria mengurangi ketergantungan dari luar adalah 18,42 % melalui pemotongan
sapi di Nunukan, 21,05 % dari daerah lain dan 60,52% melalui pemasukan daging
beku dari Indonesia sementara daging beku dari Malaysia tidak ada yang memilih

atau 0%.
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Tabel 4. 27. Persentase Alternatif Terhadap Kriteria

No Alternatif Ketersediaan Kebutuhan Daging di  Kabupaten
Kiriteria- Kriteria - Nunukan
' Daging | D0 Daging
. 1 Daerah | Pemotongan >
Beku dari . . Bekun di
. lain Sapi di Nnk . Jumlah
Malaysia (%) %) Indonesia
(%) ° ’ (%)
L.} Kemudahan dim 73,6 5,26 13,1 7,8 100 %
mendapatkannya
2. ﬁetef]angka“a“ 63,15 0 5.26 3157 | 100%
arga
3. | Konfinyuitas o
Pasokan Daging 78,94 7,89 2,63 7,89 100 %
4. | Jaminan Kualitas 0 2,63 92,10 526 | 100%
5. | Perdagangan yang 0 2,63 42,10 5526 | 100%
Adil dan jujur
6. | Mengurangi
Ketergantungan 0 21,05 18,42 60,52 100 %
dari Luar

Sumber : Hasil angket responden 2017

Berdasarkan tabel 4.27 , alternatif atas masuknya daging beku darn

Malaysia merupakan nilai tertinggi untuk kemudahan dalam mendapatkannya

73,6% , keterjangkauan harga 63,15 % dan kantinyuitas pasokan daging dengan

78,94 % . Sementara untuk Pemotongan sapi di Nunukan memiliki nilai tertinggi

dalam jaminan kualitas yaitu 92,10 %, dan Daging beku dari Jakarta memiliki

nilai tertinggi dalam perdagangan yang adil dan jujur yaitu 55,26 % dan untuk

mengurangi ketergantungan dari luar sebesar 60,52%.

Tabel 4.28. Alternatif Sumber Ketersediaan Daging di Kabupaten Nunukan

No | Sumber Ketersediaan Daging Jumlah Responden Persentase

1. | Daging Beku dari Malaysia 3 7,8

2. | Daerah lain di Indonesia 3 7.8

3. | Pemotongan sapi di Nunukan 14 36,9

4. | Daging Beku dari Indonesia 18 474
Jumlah 38 100

Sumber : Hasil Kunisioner Responden, 2017
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Berdasarkan tabel 4.28 diatas, keyakinan responden terhadap alternatif
yang bisa memenuhi ketersediaan daging di Nunukan adalah daging beku di
Indonesia 47,4 %, atau mencapai 18 responden yang memilih, 36,9 % memilih
pemotongan sapi di Nunukan dan 7,8 % menginginkan ketersediaan daging
bérsumbcr dari daging beku dari malaysia atau dari daerah lain di Indonesta.

c¢. Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Sumber pemenuhan

Ketersediaan Daging di Nunukan

Tabel 4.29. Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Sumber Pemenuhan
Ketersediaan Daging di Nunukan

N Jumlah Responden (orang)
0
Persepsi Responden | Sangat Tidak Cukup Memuas- | Sangat
tidak me- | me- memuas- | kan me- Jumiah
muaskan | Muaskan | kan muaskan
1 | Daging beku dar - - - - - -
| Malaysia
2 | Pemasukan dr - - 3 1 - 4 (10,52%)
_ | daerah lain
3 | Pemotongan sapi di - 2 3 3 2 10 (26,3%)
_{ Nunukan
4 | Daging Beku dari 1 5 9 ) - 24
Indonesia (63,15%)

. Sumber : Hasil angket responden, 2017.

Berdasarkan kriteria spmber pemenuhan daging pada tabel 4.29 diatas
sebanyak 24 orang responden atau sebesar 63,15 % responden yang menyatakan
pemenuhan ketersediaan daging beku dari Indonesia, yang terdiri 9 responden
merasa puas (memuaskan) , 9 orang cukup memuaskan dan 6 orang menyatakan
tidak memuaskan. Dan 10 orang responden atau sebesar 26,3 % menyafakan
ketersediaan daging dari pemotongan sapi di Nunukan , yang terdiri dan 2 orang
menyatakan tidak memuaskan, 3 orang cukup memuaskan, 3 orang responden

menyatakan memuaskan dan 2 orang menyatakan sangat memuaskan.
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mendapatkan daging
No Jumiah Responden (orang)
RPerseps: Sangat | Tdk me | Cukup memua | Sangat me | Jumlah
esponden .
tdk me- | muas memuas- skan muaskan
muaska | kan kan
1. | Daging beku dari | - 5 17 2 - 24
Malaysia
2 Pemasukan dr - 1 - - 1 2
daerah lain
3. | Pemotongan sapi - - 1 2 i 4
di Nunukan
4 Daging Beku dari - 2 5 1 - 8
Indonesia
Sumber : Hasil angket responden, 2017

Berdasarkan kriteria kemudahan mendapatkan daging pada tabel 4.30

menunjukkan bahwa 24 orang atau sebesar 63,15% responden menyatakan

daging beku dari Malaysia sangat mudah didapatkan dengan rincian 17 orang

merasa cukup memuaskan, 5 orang tidak memuaskan dan 2 orang menyatakan

memuaskan.

Dan 8 orang menyatakan kemudahan mendapatkan daging dan

daging beku dari Indonesia, dengan rincian 5 orang cukup memuaskan, 2 orang

tidak memuaskan, 1 orang memuaskan.

Tabel 4.31. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap kriteria harga daging yang

Terjangkau
No Jumlah Responden (orang)
Persepsi Responden | Sangat Tidak Cukup Memua | Sangat Jumlah
tidak me | memua | memuas- | skan memuas-
muaska ska Kan Kan
1. | Daging beku dari - 9 7 3 1 20
Malaysia
2. | Pemasukan dr daerah - - - - - -
lain
3. | Pemotongan sapi di - 1 - - 1 2
Nunukan
4. |Daging Beku dari - 3 6 6 1 16
Indonesia

Sumber : Hasil angket responden, 2017
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Berdasarkan kriteria harga daging yang terjangkau pada tabel 4.31 untuk
kriteria harga daging yang terjangkau adalah daging beku dari Malaysia
mendapatkan responden yang terbesar vaitu 20 orang dengan rincian kepuasan
adalah 9 orang merasa tidak memuaskan, 7 orang cukup memuaskan, 3 orang
memuaskan dan 1 orang sangat memuaskan. Dan selanjutnya 16 responden
menyatakan bahwa harga daging beku dari Indonesia sudah cukup terjangkaw,
dengan rincian 3 orang menyatakan tidak memuaskan, 6 orang menyatakan cukup

memuaskan, 6 orang memuaskan dan 1 orang menyatakan sangat puas.

Tabel 4.32. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria pasokan daging yang

kontinyue
Jumlah Responden (orang)
No Persepsi —

Responden Sfangat Tidak Cukup Memuas | Sangat me | Jumlah
tidak me- | me- memuas | kan Muaskan
muaskan | Muaskan | kan

1. | Daging  beku - 6 20 1 1 28
dari Malaysia

2. Pemasukan dr - - - 1 - 1
daerah lain

3. Pemotongan - - 1 - 1 2
sapi di Nunukan

4. | Daging Beku - 2 5 - - 7
dari Indonesia

Sumber : Hasil angket responden, 2017
Tabel 4.32 menunjukan tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria
pasokan daging yang kontinyue, 28 responden dari 38 responden menyatakan
daging beku dari Malaysia memiliki pasokan daging vang kontinyue, dengan
rincian 20 menyatakan cukup memuaskan, 6 orang tidak memuaskan, dan 2 orang
menyatakan memuaskan dan sangat memuaskan. Dan unfuk daging beku asal
Indonesia hanya 7 responden menyatakan cukup memuaskan 5 orang dan 2 orang

menyatakan tidak memuaskan.
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No Jumlah Responden {orang)
RPersep >t Sangat Tidak me | Cukup | Memuaska | Sangat Jumlah
esponden .
tidak me- | muaskan | memua | n me
Muaskan skan muaskan
1. | Daging beku dari - - - - - -
Malaysia
2. | Pemasukan dr - - - - - -
daerah lain
3. | Pemotongan sapi - 2 11 15 7 35
di Nunukan
4. | Daging Beku dari - - 2 1 - 3
Indonesia

Sumber : Hasil angket responden, 2017.

Berdasarkan tabel 4.33. Tingkat kepuasan konsumen terhadap jaminan

kualitas adalah pemotongan sapi di Nunukan memiliki responden terbesar yaitu

35 responden dari 38 responden seluruhnya menyatakan untuk jaminan kualitas

memang pemotongan sapi di Nunukan memiliki jaminan kualitas terbaik, karena

sapi yang di potong di Nunukan adalah sapi yang terbaik, memiliki kualitas

daging yang masih segar, dan tingkat keamanan dari segi kehalalan pemotongan

dilakukan oleh masyarakat sendiri yang memang muslim, sehingga masyarakat

aman untuk mengkonsumsinya.

Tabel 4.34. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria prosedur

perdagangan daging yang jujur dan adil

No Jumlah Responden (orang)
Persepsi _
Sangat Tidak me- | Cukup me | Memuas Sangat Jumlah
Responden tida]g< me- | muaskan muasgan kan Mexfluas-
muaskan kan
1. | Daging beku dari - - - - - -
Mezlaysia
2. | Pemasukan dr - - - - - -
daerah lain
3. | Pemotongan sapi - 1 5 4 2 12
di Nunukan
4. | Daging Beku dari - 3 I5 6 2 26
Indonesia

Sumber : Hasil angket responden, 2017
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Berdasarkan tabel 4.34 menunjukan tingkat kepuasan konsumen terhadap
kriteria prosedur perdagangan daging yang jujur dan adil, maka 26 responden
menyatakan daging beku dari Indonesia memiliki prosedur perdagangan daging
yang jujur dan adil, dengan 15 orang menyatakan cukup memuaskan, 6 orang
memuaskan dan 3 orang tidak memuaskan dan 2 orang sangat memuaskan, dan 12
responden lainnya menyatakan bahwa pemotongan sapi di Nunukan merupakan
kriteria prosedur perdagangan daging yang adil dan jujur.

Tabel 4.35. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria mengurangi
ketergantungan daging dari luar

No Jumlah Responden (orang)

Persepsi

Responden Sangat Tidak Culaip Memuas | Sangat me | Jumlah

tdk me- | me- memuas | kan muaskan
muas kan | muaskan | kan

1. Daging beku - - - - - -

dari Malaysia

2 Pemasukan dr 3 1 - - 4
daerah lain - '

3 Pemotongan 1 2 4 2 - 9
sapi di Nunukan

4 Daging Bekn 2 16 5 2 - 25

dari Indonesia

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Berdasarkan Tabel 4.35 menunjukan tingkat kepuasan konsumen terhadap
kriteria mengurangi ketergantungan daging dari luar, maka 25 responden
menyatakan bahwa daging beku dari Indonesia adalah yang tepat, dan 9
responden menyatakan bahwa untuk mengurangi ketergantungan daging dari luar
adalah pemotongan sapi di Nunukan, dan 4 responden sisanya menyatakan

pemasukan dari daerah lain guna mengurangi ketergantungan daging dari luar.
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C. Pembahasan Penelitian

Pembahasan berdasarkan hasil penelitian dan telah dapat dilakukan
analisa terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Nomor
03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan
Tahun 2017 (Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan asal Hewan di
Nunukan)

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Study tentang
Kebijakan Ketersediaan Pangan asal Hewan di Nunukan)

a. Populasi Ternak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa populasi ternak masih dalam

kategori memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah karena untuk meningkatkan
populasi dibutuhkan sumberdaya ternak atau sapi indukan cukup banyak pula.
Untuk membeli indukan dibutuhkan biaya yang cukup tinggi, peternak yang
handal dan lahan penanaman hijauan pakan ternak harus optimal, hal ini sesuai
dengan teori pengembangan usaha peternakan menurut Ekowati et al (2011),
mengemukakan bahwa:

“Pengembangan usaha ternak sapi dilakukan dengan maksud untuk
memenuhi tingkat kecukupan daging. Upaya pencapaian kecukupan
daging sapi dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut :

1). Peningkatan produktivitas
2). Peningkatan populasi termak
3). Substitusi dan diversifikasi produk
4). Pembinaan dan pengembangan kelembagaan.
Jumlah populasi ternak terbesar di Kabupaten Nunukan tahun 2015 — 2016

didominasi oleh ternak sapi sejumlah 8.632 ekor, ternak kerbau sebesar 3.663,

ternak kambing 2.430 ekor, ternak babi 4.106 ekor. Untuk ternak unggas yaitu
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peternakan ayam potong sejumlah 330.200 ekor, yang banyak diusahakan di

Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Dan populasi ayam buras tercatat

sebanyak 65.036 ekor yang tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten

Nunukan.
Tabel 4.36. Tingkat Pertumbuhan Populasi Ternak Sapi di Kabupaten
Nunukan
No Tahun Jumlah Tingkat Pertumbuhan (%)
1. 2011 6.285 0
2. 2012 7.102 12,99
3. 2013 8.847 24,57
4. 2014 8.266 -6,5
5. 2015 8.150 -14
6. 2016 8.632 5,9

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2017

Tingkat pertumbuhan populasi sapi di Kabupaten Nunukan dalam 6 tahun

terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar

24,57 %, dengan jumlah ternak mencapai 8.847 ekor. Namun pada tahun 2014

terjadi penurunan jumlah sapi sebesar — 6,5% atau terjadi penurunan jumlah

sebesar 581 ekor, selanjutnya pada tahun 2015 juga mengalami penurunan jumlah

ternak sebesar -14 % yaitu 116 ckor.

Dan pada tahun 2016 mulai terjadi

peningkatan kembali menjadi 8.632 ekor naik 5,9 %. Naik-turunnya populasi

ternak tersebut diatas menunjukan bahwa perkembangan ternak sapi memiliki

dinamika yang fluktuatif.

Tabel 4.37. Pemotongan Temak (ekor) di Kabupaten Nunukan tahun 2012 - 2016

No Jenis Termnak Tahun _
2012 2013 2014 2015 2016
1. Sapi Potong 112 36 828 792 832
2. Kerbau 14 33 41 141 148
3. | Kambing 52 79 600 658 601
4. Babi 248 245 636 468 491
5 Ayam buras 80.990 89.875 91.401 104.465 114.911
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6. Ayam ras petelur 11.560 12.200 12.550 12.550 13.805
7. Ayam ras Pedaging 42,400 97.650 88.135 203.605 213.785
8 Ttik 500 4.250 6.861 6.245 6.557

Sumberdata :Dinas PertanianTanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan
2016

Tabel 4.37 menunjukan baliwa tingkat pemotongan temak dari tahun ke
tahun semakin besar jumlahnya, tanpa ada pengawasan yang ketat terhadap
penyembelihan atau pemotongan ternak sapi yang tepat maka hal ini akan
semakin menguras populasi sapi di Nunukan. Pengeluaran ternak sapi terlihat
pada kecamatan yang berhubungan langsung dengan wilayah perbatasan antar
Negara maupun perbatasan antar Provinsi. Hal ini senada diungkapkan oleh
Kepala Seksi Kesehatan Hewan Kabupaten Nunukan yang menyatakan bahwa :

* Pengurangan ternak sapi terjadi diwilayah yang berbatasan langsung dengan
Negara tetangga Malaysia yaitu wilayah Kecamatan Sebatik yang pada
tahun 2014 sempat terjadi pengurangan ternak sapi sebanyak 750 ekor, yang
terindikasi banyak dibawa ke wilayah tetangga Malaysia dan Ke Tarakan
lewat jatur laut.” Dan wilayah Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Lumbis
populasi menurun karena adanya penjualan ternak ke wilayah Provinsi
tetangga yang telah memiliki RPH dan melakukan pemotongan sapi cukup
banyak setiap harinya.”

Sementara pada Pasal 6 Perda Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan
dan Kesehatan hewan menyebutkan bahwa : “ dalam rangka mencukupi
ketersediaan bibit ternak ruminansia betina produktif dilakukan seleksi untuk
pemuliaan sedangkan ternak ruminansia tidak produktif dijadikan ternak potong.”
Sehingga penjualan dan pemotongan termak tidak bisa dilakukan secara
sembarangan, hal ini terkait dengan penyediaan dan pengembangan benih, bibit

dan atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan

kemampuan ekonomi kerakyatan.

118




43383.pdf

Setelah dianalisa maka hal ini sejalan dengan keadaan di Kabupaten
Nunukan yaitu, program swasembada ternak belum tercapai di Kabupaten
Nunukan tahun 2014. Swasembada temak belum tercapai pada tahun 2014
disebabkan oleh beberapa faktor terkait (Kahar, 2014) .

Dalam lingkungan kebijakan dikenal dengan dua bagian yaitu
lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan tersebut
mempengaruhi program swasembada daging , lingkungan internal meliputi :
Sumber daya manusia (petani peternak) memiliki beberapa kelemahan yaitu :

a). Beternak adalah Usaha Sambilan

Sebagian besar usaha ternak sapi masih bersifat usaha sambilan karena
sebagian besar pekerjaan peternak di Nunukan di dominasi oleh petani sawah dan
nelayan (budidaya rumput laut), dan perkebunan sawit yang masih tahap awal
panen. Kemampuan rata-rata pemeliharaan ternak sapi hanya berkisar 1-3 ekor
perumahtangga petani, lebih dad itu petani belum mampu dalam manajemen
ternak sapi yang baik, seperti pemberian makan pada ternak sapi hanya sebagai
pengisi waktu, ketika telah pulang dari sawah atau budidaya rumput laut. Hal ini
menyebabkan tingkat kepemilikan temak sapi potong  masih rendah.
Kepemilikan ternak sapi potong yang masih rendah, yaitu rata-rata kepemilikan
sapi dalam tiap-tiap rumah tangga petani adalah 1 — 3 ekor sapi, sehingga
pengembangan peternakan rakyat memiliki kemampuan swasembada sangat
lemah. Hal ini berhubungan dengan kepemilikan lahan yang masih kecil,
sehingga pakan ternak jumlah terbatas. Belum adanya pemanfaatan limbah
pertanian secara optimal. Pemanfaatan limbah pertanian yang belum optimal,

sehingga program pendukung peningkatan populasi tidak bisa tercapai untuk
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mendulung pencapaian swasembada daging atau ternak. Program swasembada
ternak dipengaruhi oleh tingkat kesuburan lahan, sebagai sumber pakan hijanan
ternak yang berkualitas, dan sebagai lahan penggembalaan temak yang subur.
b) Tingkat Pendidikan Petani Peternak masth Rendah
Pendidikan peternak masih rendah sehingga tidak memungkinkan
pelaksanaan program secara optimal, rendahnya pengetahnan petani
mempengaruhi pelaksanaan program, program tidak berjalan sesuai dengan aturan
yang ditentukan. Rendahnya tingkat pendidikan petani sebharusnya diikuti dengan
upaya peningkatan kemampuan petani melalui pembinaan petani dilapangan.
¢) Masih rendahnya Komitmen Peternak

Masih rendahnya komitmen peternak dalam melaksanakan budidaya
peternakan karena sebagaian besar ternak yang ada di masyarakat merupakan
ternak bantuan pemerintah. Proses pengembangan peternakan adalah
pengembangan peternakan rakyat, dengan cara pembibitan ternak sapi pada
kelompoktani yang dianggap mampu untuk mengembangkan. Rendahnyé minat
masyarakat dalam mengembangkan usaha peternakan karena dianggap tidak
ekonomis, karena tingginya biaya produksi daging yang disebabkan tingginya
biaya tenaga kerja dan tingginya biaya hidup.

Sedangkan lingkungan eksternal yang mempengaruhi program
swasembada daging di Kabupaten Nunukan meliputi :

1). Harga pakan termak utamanya konsentrat yang cukup tinggi .

Harga pakan ternak yaitu konsentrat yang cukup tinggi menyebabkan biaya

produksi daging ayam potong di Kabupaten Nunukan cukup tinggi. Harga pakan

ternak ayam potong dari Surabaya sampai ke Nunukan sudah mencapai Rp
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415.000 perkarungnya, sementara pakan asal Tawau Malaysia harga pakan
hanya Rp 345.000,- perbedaan harga inilah yang menyebabkan harga daging
ayam potong dari Indonesia dengan daging ayam potong dari Tawau Malaysia
berbeda cukup jauh.
Sehingga beberapa upaya sedang ditempuh oleh peternak ayam potong

di Nunukan untuk melakukan pembentukan Asosiasi Peternak Ayam Potong
Nunukan, agar memperoleh pakan langsung dari Surabaya yang hanya Rp
265.000 perkarung, dengan menggunakan transporatasi Tol Laut yang telah
disédiakan oleh Pemerintah Pusat dengan ongkos sewa perkonteiner cukup
murah Rp 219.000,- sehingga usaha ini akan menekan biaya pakan yang cukup
tinggi selama ini. Namun peternak ayam potong terbentur oleh pemasaran yang
masih terbatas, saat ini  di Nunukan telah ada 49 peternak denga memiliki 93
kandang dengan daya tampung perkandang kurang lebih 1000 — 1500 ekor.
Bertumpuknya ayam  potong di kandang saat ini menyebabkan banyak peternak
pemula gulung tikar. Saat ini yang tersisa hanya peternak bermodal besar
kurang lebih 20 orang dengan memiliki pangsa pasar yang jelas sehingga
peternak lama ini  masih eksis.  Bagi peternak pemula hal ini merupakan
hambatan, belum lagi masih maraknya daging ayam yang berasal dari Tawau
Malaysia. Hal ini menyebabkan peternak ayam potong semakin terpuruk.
Sehingga sebaiknya pengawasan terhadap masuknya daging di wilayah perbatasan
Indonesia - Malaysia sudah selayaknya ditegakkan.
2). Banyaknya tegjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan.

Banyaknya terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan

utamanya perkebunan kelapa sawit yang menjadi primadona masyarakat di
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Kabupaten Nunukan, yang merupakan penghambat program swasembada daging
3). Masih lemahnya kelembagaan petani ternak.

Kelompoktani yang dibentuk masih berkonsentrasi pada bantuan ternak
pemerintah (terutama ternak sapi) dan belum menjalankan usaha-usaha agribisnis
maupun usaha lain yang mendukung usgha budi daya ternak.

4). Belum adanya usaha kemitraan dengan pihak ketiga.

Belum adanya usaha kemitraan dengan pibak ketiga schingga usaha
budidaya peternakan masih berjalan dengan swadaya peternak, kelompok ternak
dan pemasaran hasil usaha juga berjalan dengan swadaya masing-masing.
Peternak ayam pedaging atau ayam potong saat ini belum memiliki kemitraan
dengan pihak ketiga seperti di kota-kota besar lainnya, sehingga beternak ayam
potong masih usaha swadaya dengan menghandalkan modal sendiri, sehingga
pola ini menyebabkan peternak rawan bangkrut jika pemasarannya belum
tersedia, sehingga saat ini kemitraan dengan pihak ketiga harus dilakukan
sehingga peternak dapat beternak dengan aman, dan pengurusan pemasaran
daging ayam potong diserahkan pada mitra tersebut.

5). Pola pemeliharaan yang masih tradisional.

Pola pemeliharaan yang masih tradisional sehingga kebijakan program
swasembada daging belum bisa berjalan secara optimal. Kebanyakan temak sapi
dipelihara secara dilepas dipadang pengembalaan atau bahkan diikat di pepohonan
tanpa diberi hijauan yang berprotein sehingga pertumbuhan sapi dapat terhambat
serta beternak secara ekstensifikasi dengan ternak dibiarkan lepas liar dipadang
rumput. Saat ini program Upsus Siwab pada ternak sapi di Nunukan sedikit

memiliki hambatan karena pola pemeliharaan ternak sapi yang masih
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cktensifikasi, sehingga program Inseminasi Buatan (Upsus Siwab) sedikit

mengalam: kesulitan.

6). Lemahnya kerjasama terntama disektor produksi, transpotasi dan jasa.
Lemahnya kerjasama terutama di sektor produksi, transportasi dan jasa

schingga menyebabkan tingginya harga pembelian bibit sapi dari sentra

pembibitan diluar Nunukan yaitu dari pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat

untuk sampai di Nunukan,

7). Kebijakan Pemerintah Belum Konsisten Dilaksanakan.

Maraknya peredaran daging ilegal asal Malaysia di Nunukan menjadi
salah satu penyebab menurunnya motivasi peternak dalam mengembangkan usaha
peternakan sapi potong.  Pemerintah Kabupaten Nunukan telah membuat
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengawasan peredaran produk
asal ternak yang ilegal. Perda ini jelas melarang peredaran daging beku ilegal asal
Malaysia tetapi kenyataannya daging ilegal masih ada dipasar. Kebijakan
pemerintah Kabupaten Nunukan yang tidak konsisten menjadi penyebab tidak
berkembangnya program peternakan. Sebenammya telah ada daging legal beku asal
Jakarta lewat Tarakan, namun memiliki nilai jual yang masih tinggi yaitu untuk
perkilo daging beku Rp 85.000 — 90.000,- sementara daging Ilegal asal Tawau
Malaysia hanya Rp 65.000 — 70.000,- sampai di Nunukan, kondisi inilah yang
semakin memperburuk motivasi peternak sapi untuk membudidayakan ternak sapi
di Kabupaten Nunukan,

Menurut Agustino (2016: 162) Implementasi kebijakan tidak jarang
.melibatkan banyak pemangku kebijakan dan stakeholder. Oleh karena itu,

koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu
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implementasi kebijakan. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi
konten tapi lemah dalam segi pelaksanaan. Realita ini sangat mungkin terjadi
karena koordinasi antarlembaga atau antar organisasi yang seharusnya
dijalankan.dan atau mengawasi justru tidak dilaksanakan koordinasi tersebut.
Padahal apabila koordinasi ftu dilakukan bukan tidak mungkin suatu masalah
publik dapat diselesaikan dengan segera.
8). Kondisi Sosial Ekonomi

Pada tahun 2012 - 2016 sebagian besar masyarakat Nunukan melakukan
perubahan pola usaha masyarakat petani akibat berkembangnya usaha budidaya
rumput laut sehingga menyebabkan pergeseran usaha. Hampir sebagian besar
masyarakat di daerah yang menjadi sentra peternakan beralih fungsi menjadi
petani ramput laut. Hal ini diakibatkan oleh karena usaha budidaya rumput laut
dikerjakan hanya dalam tiga bulan , langsung dapat dipanen dan secara ekonomi
sangat cepat menguntungkan petani dibandingkan usaha peternakan yang tidak
jelas rentang waktunya.

Menurut Agustino (2016 :150) kondisi sosial — ekonomi dan teknologi ,
perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah
dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh
terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang.
Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna
keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

Sehingga solusi yang terbaik adalah bersaing harga dengan daging beku dari
Malaysia, pemerintah daerah harus memikirkan bagaimana produk yang masuk

dari Malaysia yang lebih murah dapat tersaingi dengan produk Indonesia melalui
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persaingan harga yang lebih murah. Hal ini jauh lebih baik untuk mencegah
masuknya daging beku atau daging ayam dan Malaysia dengan sendirinya. Usaha
Pemerintah Pusat dengan mendatangkan Kapal Laut (Tol Laut) lebih berguna dan
lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Namun usaha masih terus diupayakan oleh pemerintah daerah untuk
kembali meningkatkan populasi sapi melalui program Nasional yaitu Upsus
Siwab, dan dalam menambah jumlah populasi ternak di Kabupaten Nunukan
adalah dengan pendistribusian bibit ternak sapi ke kelompok tani, dan program
Inseminasi Buatan (IB) ternak yang disertai dengan peningkatan ketrampilan dan
kemampuan petugas teknis (inseminator) untuk meningkatkan angka kebuntingan
melalui program Upaya Khusus sapi Indukan Wajib Bunting dan Asuransi Ternak
sapi Betina Produktif (perlindungan terhadap pemotongan sapi Betina Produktif).

Menyadari peran yang sangat besar, maka pembangunan bidang peternakan
menjadi mutlak diperlukan. Sepertt halnya di Kabupaten Nunukan, pembangunan
peternakan cukup mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dengan cara
merancang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis. Target
peningkatan produksi ternak adalah pencapaian swasembada yaitu terpenuhinya
konsumsi daging masyarakat yang berasal dari sumber daya lokal sebesar 90%
sehingga 10% disisakan untuk impor.

Swasembada daging yang akan diinginkan akan bersifat berkelanjutan,
artinya pencapaian swasembada akan didahului oleh swasembada yang on trend,
yang akan selanjutnya akan menuju ke arah swasembada sepenuhnya sehingga

ketahanan pangan bertumpuh pada sumber daya lokal. Pada tahap kedaulatan
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tercapai maka pada titik ini kedaulatan petemak ini akan menjadi subjek yang
menentukan perencanaan penyediaan pangan.

Konsep swasembada juga dimaksudkan untuk pemberdayaan peternak
dan ternak lokal, sehingga kegiatan-kegiatan teknis menyangkut peningkatan
populasi dan produksi ternak yang dikhususkan pada ternak asli dan lokal
Indonesia. Salah satu prinsip Program Swasembada Daging Sapi adalah dapat
dihasilkannya daging yang memenuhi persyaratan teknis yaitu aman, sehat, utuh,
dan halal. Aman berarti daging tersebut terbebas dari berbagai cemaran dan
residu, sehat berarti bebas dari potensi serangan penyakit, utuh berarti tidak ada
percampuran dengan daging lainnya dan halal memenuhi persyaratan kaidah-
kaidah agama Islam karena mayoritas masyarakat menganut agama Islam.

Sebagai langkah-langkah teknis dan strategis, maka program
swasembada daging sapi dan kerbau melakukan langkah-langkah untuk
peningkatan populasi dan produktivitas. Langkah ini ditempuh dengan
peningkatan kelahiran melalui kegiatan reproduksi yaitu penyelamatan sapi betina
produktif, pemeriksaan dan penanganan gangguan reproduksi, intensifikasi kawin
alam, optimalisasi 1B, dan menurunkan kematian pedet.

Langkah teknis kedua yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas ternak,
yang pada aspek ini akan ditangani masalah kesehatan hewan, pakan dan
perbibitan. Penanganan aspek kesehatan dilakukan melalui penanggulangan
penyakit yang berdampak ekonomi tinggi dan peningkatan pelayanan kesehatan
hewan. Dari aspek pakan ditangani penyediaan dan pengembangan pakan melalui
revitalisasi padang pengembalaan dan pengembangan kebun bibit. Selain itu

dikembangkan pula infegrasi ternak sapi dan sawit dan pengawetan hijavan pakan
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diwilayah intensifikasi kawin alam. Sedangkan pada aspek perbibitan dilakukan
penguatan kelembagaan unit pembibitan pemerintah dengan rencana aksi
pemuliabiakan sapi potong dan penguatan village breeding centre.

Peningkatan kualitas peternak dan kelembagaan yang mencakup langkah-
langkah peningkatan ketrampilan peternak sapi potong melalui fasilitasi sekolah
lapang agribisnis sapi potong dan terbentuknya kelembagaan peternak melalui
peran SDM dan para penyuluh.

a. Distribusi Pasokan Daging

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa distribusi pasokan daging di
Kabupaten Nunukan umumnya dan khususnya pulau Nunukan masih mengandalkan
pasokan sapi bibit dari Sulawesi, sementara untuk daging ayam potong di Nunukan
telah ada usaha peternakan rakyat dan memiliki produktivitas yang cukup tinggi
bahkan dapat dikatakan telah mencapa; swasembada daging ayam potong.

Menurut Tjiptono (2008 :585) distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan
pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan
Jasa dari produsen ke komsumen, sehingga penggunaan sesnai dengan yang
diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan).

Mengapa daging sapi memiliki harga jual yang tinggi di Nunukan hal ini
karena melihat proses distribusi ternak, serta penyebaran ternak sehingga untuk
perkembangan temak sapi dibutuhkan perkembangan sapi yang sangat perlahan
karena pertumbuhan sapi adalah dalam setahun setiap indukan hanya mampu
menghasilkan satu ekor anakan, sementara kebutuhan akan daging sapi sangat
tinggi mengikuti pertumbuhan masyarakat di Nunukan yang semakin pesat baik
oleh pertumbuhan masyarakat lokal maupun dari pertambahan dari pendatang dari

Provinsi lain seperti dari pulau Sulawesi, dan dari NTB maupun dari NTT yang
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bertujuan untuk mencari pekeijaan di Nunukan maupun proses pemulangan TKI
dari negara tetangga Malaysia. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh
pertumbuhan ternak sapi sehingga menyebabkan kekurangan ketersediaan pangan
asal hewan terutama daging sapi sangat terbatas.

Hal 1m mengakibatkan masyarakat melakukan berbagai aktifitas dalam
pemenuhan daging sapi diantaranya adalah memasukkan daging beku asal India
lewat Tawau Malaysia secara ilegal atau tanpa diikuti oleh dokumentasi yang
resmi. Hal ini tentunya berimbas pada penyimpangan Implementasi Perda
Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 52 tentang
penanganan, peredaran dan pemeriksaan ulang daging.

Kabupaten Nunukan adalah wilayah perbatasan sehingga pemasukkan
ternak sapi banyak didatangkan dari wilayah diluar provinsi misalnya dari wilayah
Sulawesi dan memiliki nilai jual ternak yang cukup mahal karena faktor distribusi
yang memiliki perjalanan atau transportasi yang cukup jauh schingga harga
menjadi mahal ketika sampai di Pulau Nunukan, Kelebihan potensi populasi sapi
potong di Sulawesi yang sangat besar, sulit untuk disalurkan ke Nunukan, akibat
sistem logistik yang belum cukup baik.

Pengangkutan termak di Sulawesi masih menggunakan kapal berfungsi
ganda yaitu sebagai kapal penumpang dan pengangkut barang yang berkapasitas
kecil, sekitar 20-30 ekor sapi per pengiriman. Kondisi proses pengangkutan sapi
seperti itu mengakibatkan pasokan daging sapi lokal di wilayah sentra ke wilayah
yang membutuhkan menjadi sangat terbatas dan biaya angkutnya menjadi mahal.
Tidak mengherankan apabila daging beku eks India asal tawau Malaysia jauh

lebih cepat didatangkan dan biayanya pun lebih murah.
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Menurut Bhatnagar (2009:10-14), setiap perusahaan pastinya harus
mengambil keputusan untuk penggerak penggerak Supply Chair mercka

berdasarkan pada dua area, yaitu:

Transportation. Pada area ini, perusahaan melakukan pertimbangan untuk
pergerakan rantai pasokan. Karena mengacu pada semua pergerakan dari
bahan baku hingga barang jadi. Model transportasi yang cepat seperti
pesawat sangat responsive tetapi biayanya lebih besar. Mode yang lambat
seperti kapal dan kereta api lebih efisien pada biaya tapi tidak responsive.
sehingga pengambilan keputusan pada area ini sangatlah penting. Dan
terdapat beberapa cara umum dalam transportasi yang dapat dipilih oleh
perusahaan, yaitu:

» Ship. Kapal memilik efisiensi pada biaya yang besar. tetapi juga merupakan
carayang paling lambat dalam pengiriman. Dan juga adanya keterbatasan
pada penggunaan antara lokasi dan fasilitas seperti pelabuhan

* Truck. Truk pada umumnya relatif lebih cepat dan cara transportasi yang
flexibel. Karena dapat pergi hampir kemana saja. Akan tetapi biayanya
berubah-ubah tergantung pada harga dan bahan bakar dan juga variasi dari
kondisi jalan
Saat ini biaya angkutan antar pulau sangat tinggi, biaya angkutan sapi

potong jems sapi bali dari Sulawesi Barat ke Nunukan mencapai Rp 1.200.000,-/
ckor atau sekitar Rp 8.000,-/kg sapi hidup, dengan asumsi berat hidup 200 kg,
bila diasumsikan harga sapi Bali di Sulawesi Barat dengan bobot 200 kg scharga

Rp 7.000.000,-/per ekor maka harga sapi tersbut setelah tiba di Nunukan menjadi

Rp 8.200.000,-. Bila diasumsikan persentase daging sebesar 40 % dari berat

hidup (200 kg) maka menghasilkan daging kurang lebih 80 kg. Bila dikonfersi

modal dengan jumliah daging yang dihasilkan maka setidaknya biaya produksi

perkilogram daging di Nunukan mencapai Rp 120.000,- harga tersebut tentunya

sangat berbeda dengan daging beku eks India yang masuk lewat Tawau Malaysia

yang harga jual berkisar antara Rp 65.000 — 70.000,-. Perkilogram.
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Dari fenomena diatas maka faktor harga sangat menentukan kemampuan
masyarakat Nunukan dalam mengkonsumsi daging sapi dan daging ayam secara
rutin setiap harinya. Dalam mengkonsumsi daging segar dibutuhkan harga yang
cukup tinggi sementara kemampuan dan daya beli masyarakat masih sangat
rendah. Faktor sosial ekonomi turut serta dalam menentukan kemampuan suatu
daerah dalam mengkonsumsi daging yang sehat.

Menurut Van Mettter dan Van Horn faktor terakhir yang pertu diperhatikan
guna menilai kinerja implementai publik adalah lingkungan ekternal, lingkungan
yang dimaksud adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan
yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja
implementasi  kebijakan  publik. Oleh sebab itu, wupaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi
lingkungan eksternal.

Sehingga antara kebijakan yang terbaik untuk mencegah masuknya daging
asal Malaysia , maka pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berkoordinasi
untuk memperkuat armada pengangkutan lewat laut (Tol Laut) difungsikan secara
optimal- dengan melengkapi kebutuhan pengangkutan daging beku dengan
perlengkapan frezer dan kebutuhan listrik dalam kapal untuk mendatangkan
secara langsung daging beku asal Indonesia dari Jakarta ke kabupaten Nunukan,
hal ini akan memangkas harga yang berbeda cukup jauh dengan harga daging
beku dari Tawau Malaysia. Begitu pula dengan kebutuhan kosentrat sebagat
pakan ayam yang memiliki harga jual yang tinggi di Nunukan , sehingga daging
ayam potong di Nunukan sangat mahal bila dibandingkan dari Sulawesi, karena

pakan ayam (konsentrat yang mahal) penyebab tingginya produksi ayam. Hal ini
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untuk memperkuat armada pengangkutan lewat laut (Tol Laut) difungsikan secara
optimal dengan melengkapi kebutuban pengangkutan daging beku dengan
perlengkapan frezer dan kebutuhan listrik dalam kapal untuk mendatangkan
secara langsung daging beku asal Indonesia dari Jakarta ke kabupaten Nunukan,
hal ini akan memangkas harga yang berbeda cukup jauh dengan harga daging
beku dari Tawau Malaysia. Begitu pula dengan kebutuhan kosentrat sebagai
pakan ayam yang memiliki harga jual yang tinggi di Nunukan , sehingga daging
ayam potong di Nunukan sangat mahal bila dibandingkan dari Siﬂawesi, karena
pakan ayam (konsentrat yang mahal) penyebab tingginya produksi ayam. Hal ini
dapat diperbaiki dengan menggunakan Tol Laut sebagai pengangkut yang tepat
dan lebih murah. Untuk satu konteiner hanya Rp 219.000,- untuk ongkos buruh
angkut dipelabuhan Rp 100.000,- maka masalah harga daging ayam dapat teratasi
begitu pula dengan daging sapi beku. Bahkan bila mungkin jika Nunukan dapat
menghadirkan harga yang cukup murah , kita mampu mengeksport balik barang
tersebut ke Malaysia.
¢. Kebutuhan Konsumsi dan Ketersediaan Daging di Nunukan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa untuk mencukupi kebutuhan
konsumsi daging di Nunukan masih mengandalkan daging beku yang berasal dari
daging beku resmi dari Jakarta ataupun daging beku ilegal yang masuk lewat
Tawau Maiaysia yang tidak dilengkapi dengan surat resmi.
Menurut Baliwati dan Roosita (2004), ketersediaan pangan di suatu
wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah dan jenis
pangan yang di konsumsi penduduk. Ketersediaan pangan (food availability)

disuatu daerah atau wilayah ditentukan oleh berbagai faktor seperti keragaman
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produksi pangan, tingkat kerusakan dan kehilangan pangan karena penanganan

yang kurang tepat dan tingkat eksport /import pangan.

Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (PSDLH)
Kemendesa Faizul Ishom, mengatakan, konsumsi daging sapi orang Indonesia
terbitang masih rendah, yakni hanya 2,2 kg per kapita/tahun. angka tersebut jauh
lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Argentina yang mencapai
55 kg per kapita/tahun, Brazil 40 kg per kapita/tahun, dan Jerman 40-45 kg per
kapita/tahun. Sementara Singapura dan Malaysia sebanyak 15 kg per kapita/tahun

(JAKARTA, KOMPAS.com).

1). Ketersediaan Daging Ayam Potong di Nunukan

Ketersediaan bahan makanan dan sis1 energi untuk kelompok daging,
komoditas daging ayam pedaging merupakan bahan makanan yang paling
dominan kontribusinya dalam penyediaan daging di Nunukan. PDaging ayam
pedaging yang tersedia sebagian besar diproduksi di wilayah Kecamatan Nunukan
dan Kecamatan Nunukan Selatan sebesar 889.912 kg. Swasembada daging ayam
telah tercapai untuk ketersediaan akan kebutuhan setiap harinya, yakm sebesar 95
persen dan 5 persen lainnya berasal dari Tawau Malaysia dan Sulawesi.

Tabel 4.38. Data Pemasukan Produk Ternak di Kecamatan Nunukan 2014-2017

No | Produk Jumlah (kg) Daerah asal
2014 2015 2016 2017
{jan-Agust)
1. Daging Ayam | 279.920 233.515 129.080 41.460 Sulawesi
2, Telur 146.500 797.400 581.400 279.171 Sulawesi

Sumber Data : Badan Karantina Kelas 11 Tarakan 2014 -2017.
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melibat kondisi pertebalan daging, kondisi daging yang lebih keras dan karkas
yang lebih besar berat 3 -5 kg perekor (pakan ayam Malaysia telah ditambahkan
Jjagung) bila dibandingkan dengan karkas ayam produk Indonesia (Nunukan) yang
masih memiliki bobot badan 1-1,5 kg perekor telah dilakukan. pemotongan (pakan
masih berupa konsentrat).

Melihat kondisi peternak ayam potong saat ini terjadi perubahan pasar
dimana produksi ayam berlimpah sementara permintaan pasar rendah hal ini
mengakibatkan, peternak pemula harus merugi karena belum berpengalaman
untuk melihat resiko pasar, sehingga salah perhitungan dalam pemasaran ayam,
sebenarnya ketika kita memelihara ayam maka kita harus membuat studi
kelayakan minimal tiga tahun sebelumnya sehingga kita bisa memperhitungkan
kapan harus memelihara dan kapan harus pelan-pelan , dan kapan harus berhenti.
Berbisnis ayam potong harus memiliki pemasaran yang pasti, pelanggan yang
tetap dan memiliki freecer (pendingin) yang besar, sehingga faktor kerugian dapat
teratasi.

Tabel 4.39. Kebutuhan dan ketersediaan daging sapi dan ayam potong di pulau

Nunukan
No | Jenis Produk Kebutuhan Ketersediaan | Kekurangan/ Asal daerah
Kg/ thn (kg) Kelebihan (kg) Pemasukan

l. Daging Sapi 129,090 5.472 123.618 Sulawesi

Segar

Daging beku 123.618 3.500 120.118 Malaysia,Jakarta
2

Daging Ayam | 400.626 1.026. 064 625.438 Lokal Nunukan
3 Potong

Sumber data: Karantina Hewan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2016

Berdasarkan tabel 4.39 menunjukan antara kebutuhan dan ketersediaan
daging ayam potong di pulau Nunukan yaitu kebutuhan 400.626 kg dan
ketersediaan adalah 1.026.064 kg sehingga kelebihan adalah 625.438 kg pada

tahun 2016 .
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Tabel 4.40. Produksi ayam pedaging di Kecamatan Nunukan dan Nunukan
Selatan  di Kabupaten Nunukan tahun 2017

Bulan Jumlah Produksi (ekor) Pemotongan (ekor)

Januari 32.300 20197
Februari 35.900 35.500
Maret - 42.400 35.900
April 56.550 46.500
Mei 56.750 42.250
Juni 58.400 33.450
Juh 63.200 55.200
Agustus 53.320 51.600

Tumlah 398.820 329.597

Sumber data ;: DPKP Kabupaten Nunukan 2017

Rata-rata pemotongan perhari untuk ayam pedaging di Kecamatan Nunukan
dan Nunukan Selatan adalah kurang lebih 1200-1800 ekor. Hal ini hanya untuk
kebutuhan wilayah Pulau Nunukan dan sekitarnya. Sementara untuk pulau lain
yaitu daerah Pulau Sebatik dan Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan kebutuhan
daging ayam berasal dari Negara Malaysia, hal ini disebabkan jarak antar kedua
negara hanya ditempuh sekitar lima belas menit, hal ini membuat hampir
sebagaian besar kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang bermukim di pulau
Sebatik dan Krayan memakai produk asal Malaysia,

Menurut Thomas Presiden Direktur CPIN, (2016) tingkat konsumsi daging
ayam masyarakat Indonesia baru mencapai 9 kilogram (kg) per kapita per tahun.
Sedangkan Malaysia mencapai 36 kg per kapita per tahun. Kalau dilihat dari
statistik angkanya cukup jauh . Menurut Thomas, agar tingkat konsutnsi daging
ayam meningkat, penerimaan upah yang diterima masyarakat Indonesia harus
ditingkatkan, karena akan berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat
terhadap daging ayam. "

Permasalahan yang dihadapi oleh usaha peternakan ayam pedaging di
Nunukan adalah peraturan perizinan usaha ayam tingkat rendah masih belum

tersentuh. Sementara yang memiliki usaha peternakan banyak yang menimbulkan

permasalahan lingkungan yang kurang sehat terkait pada usaha peternakan yang
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masih tradisional dan dimiliki oleh masyarakat yang berpenghasilan masih
menengah kebawah. Hal ini dikuatkan oleh Kabid Peternakan dan Kesehatan
Hewan sebagai berikut :

“untuk perizinan usaha peternakan ayam pedaging itu wajib karena
menyangkut terhadap legalitas peternak, sehingga pembinaan dan sistem
pemeliharaan atau budidaya temak dapat dilaksanakan. Namun dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang Peternakan hanya scbatas
memberikan surat rekomendasi teknis peternakan , sementara izin usaha
peternakan dikeluarkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal
Terpadu Kabupaten Nunukan. Diharapkan kedepannya ada Perda yang
mengatur tentang -perizinan usaha peternakan rakyat yang memiliki usaha
yang bermodal masih kecil dibawah seratus juta rupiah.”

Melihat kondisi peternakan ayam pedaging yang semakin pesat, namun tidak
dibarengi dengan usaha perizinan ,maka tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan bidang Peternakan harus semakin besar, minimal harus melakukan
sosialisasi tentang bagaimana membangun peternakan yang maju berbasis
agribisnis yang aman dan sehat lingkungan, harus sudah ditanamkan pada
masyarakat yang ingin mengembangkan usaha peternakan yang lebih terarah,
higinis dan memiliki asas legalitas yang jelas dan transparan, hal ini guna
membina peternakan ayam menjadi lebih maju dan modern ditengah
perkembangan zaman yang semakin maju dan memiliki dinamika kehidupan yang
sangat berfluktuatif.

Kelemahan peternak ayam potong di Nunukan adalah belum adanya
asosiasi peternak ayam potong sehingga keberadaan peternak ayam potong masih
lemah, kondisi ini diperburuk dengan masih maraknya peredaran ayam pedaging
dari Malaysia yang masuk secara illegal dan memiliki nilai jual yang jauh lebih

murah. Kondisi persaingan yang tidak sehat ini menyebabkan peternak ayam

potong rawan mengalami kerugian, sehingga saat inipun banyak peternakan ayam
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potong yang harus tutup dalam arti tidak berproduksi sehingga kondisi pasar
cukup baik.

Pemasaran hasil memang menentukan untuk melakukan produksi ayam di
Nunukan, tanpa ada kemitraan dengan perusahaan - perusahaan besar di Nunukan
maka peternak ayam belum mampu bersaing secara sehat, peternak membutuhkan
perlindungan dari pemerintah daerah, baik untuk membina kemitraan dengan
pihak ketiga maupun dalam permodalan dalam beternak ayam potong.

Pada akhir tahun seperti saat ini usaha peternakan ayam potong sangat sepi
schingga usaha peternakan ayam potong yang tadinya perkandang mencapai
populasi 1000-1500 ekor turun menjadi 300-500 ekor perkandang. Sehingga dari
53 peternak dengan 95 kandang saat ini mengurangi jumlah populasi ternaknya
agar tidak mengalami kerugian yang besar.

Peternak ayam potong di Nunukan berusaha membuat Asosiasi peternak
ayam yang pernah terbentuk namun tidak aktif lagi (bentuk koperasi peternak
ayam potong), dan untuk membangun kekuatan peternak dalam modal dan
kemitraan dengan pihak ketiga maka, para peternak berusaha membuat asosiasi
yang baru dengan bekerjasama dengan perusahaan agar pemasaran dan kebutuhan
pakan dan bibit ayam potong dapat teratasi.

2). Ketersediaan Daging Sapi Potong di Kabupaten Nunukan

Sementara ketersediaan daging sapi dan daging kerbau Kabupaten
Nunukan masih mengandalkan dan membutuhkan daging beku Allana dari India
yang masﬁk lewat dua jalur yaitu yang masuk dari Indonesia lewat Jakarta
ataupun masuk dari Tawau Malaysia , kebutuhan daging 90 % dari luar (daging

Beku Allana) dan 10 % dari pemotongan di wilayah Nunukan.
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Tabel 4.41. Produksi Daging (kg) di Kabupaten Nunukan

No - Jenis Terak I - Tahun

2014 2015 2016
1. | Sapi Potong 131.715 125.988 132288
2. | Kerbau 8.490 29.196 30.656
3. | Kambing 8921 9.783 10.272
4. | Babi 41.264 30.364 31.883
5 Ayam buras 67.363 76.990 84.689
6. | Ayam ras petelur 11.320 11.320 12.452
7. | Ayam ras Pedaging 72.712 167.974 176.373
8 | Ink 5.660 5.152 5.410

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan 2016

Kondisi pemenuhan daging di Kabupaten Nunukan hasil perhitungan
secara Nasional (Widya Karya Pangan dan gizi ke VIII, 2004) untuk angka
kecukupan gizi protein perkapita perhari adalah 52 gram pada tingkat konsumsi
dan 75 gram pada tingkat persediaan. Ketersediaan protein perkapita perhari pada
tahun 2011 untuk Kabupaten Nunukan sebesar 65,05 gram, yang berasal dari
kontribusi sumber pangan nabati dan sebanyak 40,31 gram perhari dan dan
sumber pangan hewani sebesar 24,74 gram perhari.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Study Tentang Kebijakan Keterdiaan Pangan Asal
Hewan) membahas tentang hewan yang memiliki peranan penting dalam
penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya untuk kesejahteraan
masyarakat. Dalam pasal 46 yaitu kesehatan masyarakat veteriner merupakan
penyelenggaraan keschatan dalam bentuk penjaminan keamanan, keschatan,
keutuhan dan kehalalan produk hewan, dan pasal 52 tentang penanganan,
peredaran dan pemeriksaan ulang daging, dimana daging yang didatangkan dari

luar daerah harus dilengkapi surat keterangan kesehatan dan asal daging serta
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harus diperiksa ulang kesehatanya oleh dokter hewan atau petugas peternakan, hal
ini menyangkut pengawasan terhadap peredaran produk pangan asal hewan secara
illegal.

Melihat keberadaan daging ilegal dan daging legal memiliki tekstur dan
mutn yang sama karenanya sangat susah untuk dibedakan, apalagi memang kedua
daging berasal dari produk yang sama atau memiliki merk dagang yang sama
yaitu daging Kerbau Allana asal dari India. Di Kabupaten Nunukan sendiri masih
banyak daging Allana yang masuk lewat Tawau Malaysia, meskipun tidak masuk
secara terang-terangan tapi keberadaannya tetap beredar di lingkungan pasar dan
menjadi bahan pasokan daging di rumah makan yang ada di Kabupaten Nunukan,
walaupun pedagang makanan mengaku bahwa daging dari Tarakan yang Legal,
maka dilihat dari daftar kebutuhan dan pemasukan daging asal Jakarta memang

tidak seimbang.

Hal yang menjadi permasalahan baru ini terkait adanya daging legal yang
masih sangat terbatas, sehingga peredaran daging ilegal masih marak. Sehingga
usaha utama kita sebagai aparatur adalah memperlancar kedaténgan daging legal
asal Jakarta, melalui dinas terkait kita berusaha agar keamanan konsumen dapat
terjaga. Kita harus menyiapkan investor sebagai pemasok yang bertanggungjawab
guna penyediaan daging beku lebih lancar, aman dan terjamin kualitasnya.

Sambil menunggu kestabilan ketersediaan daging Allana dari Jakarta , maka
untuk menjaga kualitas daging, dan terjaminnya kesehatan masyarakat sebagai
konsumen daging beku ilegal, saat ini pemerintah daerah menfokuskan untuk

selalu memeriksa ketersediaan daging untuk selalu diperiksa akan kandungan zat
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yang dapat merusak tubuh. Seperti pemeriksaan terhadap kadar formalin, boraks
dan tes kehalalan daging di Kabupaten Nunukan,

2, Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03
tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Study tentang
Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan Di Nunukan)

a. Komunikasi

Implementasi kebyakan tersebut merangsang munculnya perlawanan dari
pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan tersebut. Sehingga
dibutuhkan komunikasi yang intens dan tepat agar implementasi kebijakan dapat
terlaksana dengan baik. Implikasinya , masalah yang muncul berasal dari orang-
orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi tindakan
pertentangan, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar
konfiik kepentingan yang terjadi dalam implementast kebijakan publik , maka

semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

Menurut Donald van Meter dan Carl Van Horn, keberhasilan implementasi
suatu kebijakan memerlukan dukungan, koordinasi instansi lain. Pelaksana
kebijakan membutuhkan pengawasan bahkan pengendalian. Bentuk pengawasan
yang dilakukan Satpol PP sebagai penegak perda, adalah melakukan penindakan.
Kegiatan penindakan dapat berupa patroli pengawasan dan juga kegiatan yang
berbasis operasi tangkap tangan. Kegiatan pengawasan dan penindakan dalam
penegakan perda ini, tentunya membutuhkan koordinasi instansi terkait seperti
Polri.

Segala macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, akan selalu

menimbulkan konflik baik antar masyarakat, pedagang, pelaku usaha peternakan,
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dan pemerintah atau orang-orang yang merasakan kepentingan didalamnya. Oleh
karena itu, pemerintah daerah melakukan upaya atau tindakan secara preventif
dilakukan dengan keterbukaan informasi antara aparatur, pedagang, pelaku usaha
dan masyarakat sebagai konsumen. Sedangkan tindakan koersif yang dilakukan
dapat berupa sanksi pidana.

Mernlle Gnndle menjelaskan bahwasanya, dalam konteks implementasi
kebijakan, strategi aktor yang terlibat juga menentukan keberhasilan
implementasi. Sebagai OPD dalam bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,
memiliki strategi untuk lebih mengedepankan kerjasama tim dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap masuknya produk pangan asal hewan di
Kabupaten Nunukan.

Menurut Van Meter dan Van Hom Komunikasi antar Organisasi dan
aktivitas pelaksana melalui koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat
utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin baik
koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses
implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan semakin kecil terjadi,
dan begitu pula sebaliknya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi tak kalah pentingnya
dalam melakukan pengawasan terhadap sumatu kebijakan antar organisasi
pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah koordinasi harus ditingkatkan.
Sementara saat ini implementasi Perda no 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan
Kesehatan hewan kurang optimal dilakukan karena faktor komunikasi antar

instansi belum terlaksana secara optimal.
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b. Sumberdaya
1. Sumber Daya Manusia

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap
sumberdaya (resources). Sumberdaya diposisikan sebagai input dalam organisasi
sebagai svatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan
teknologis. Secara ekonomis , sumberdaya bertalian dengan biaya atau pengorbanan
langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan
potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedangkan secara teknologis,
sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Menurut Edward III dalam Agustino (2016 : 158-159), sumberdaya merupakan
hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang
digunakan untuk melibat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi proses
mmplementasi kebijakan adalah terdiri dari :

a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf
atau pegawat (Streei-level-bureaucrats). Kegagalan yang sering
terjadi dalam implementasi kebijakan , salah satunya disebabkan oleh
staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak
kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan
implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi
kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keablian
dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam
mengimplementasikan kebijakan.

b. Informasi. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama,
informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

¢. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar
perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan
kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada ,
maka kekuatan para implementor dimata pubbk tidak dilegitimasi,
sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi
dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka
sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Disatu
fihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi
kebijakan, tetapi disisi lam, efektivitas akan menyurut manakala
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wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya
sendiri atan kelompoknya.

d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi,
kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana
dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan
berhasil.

Program swasembada ternak pada tahun 2014 bisa dibilang tidak tercapai,
akibat keterbatasan SDM dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun
2011 — 2016, jumlah staf dibidang Peternakan hanya berjumlah 11 orang dengan
rincian 4 orang staf struktural dan 7 orang staf fungsional, yang harus melayani
seluruh wilayah Kabupaten Nunukan dengan jumlah 19 Kecamatan, yang ideal
dalam setiap kecamatan harus memiliki minimal satu orang petugas
peternakan/kesehatan hewan. Selain keterbatasan SDM, rendahnya komitmen
aparatur dalam mensukseskan program yang ada diakibatkan kurangnya biaya
operasional dalam pelaksanaan program, hal ini tidak terlepas dengan rendahnya
anggaran pada Dinas Pertanian dan peternakan di Kabupaten Nunukan.

2. Sumber Daya Finansial
Pelaksanaan program swasembada ternak sapi masih belum sepenuhnya
dapat dilaksanakan di Kabupaten Nunukan karena pembangunan Peternakan di
Kabupaten Nunukan belum memiliki dukungan dana yang memadai karena

pembangunan di Kabupaten Nunukan masih diprioritas pada pembangunan fisik

dan infrastruktur lainnya, bidang peternakan belum menjadi prioritas.
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Tabel 4.42. Alokasi Anggaran pada Dinas Pertanian Tanaman pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan tahun 2010 - 2016

No Tahun Jumlah Dana (%) APBD Dispertanak
] 2010 1.295.219.526 0, 71
2 2011 1. 803. 902. 714 0, 96
3. 2012 - 1. 767. 129. 068 1,12
4. 2013 2. 785.290.048 12, 89
5, 2014 807.276. 476 8,79
6. 2015 808. 396. 476 9,76
7. 2016 290.900.936 5 46

Sumber data : Bappeda Kabupaten Nunukan 2016

Dalam tujuh tahun rata-rata alokasi anggaran untuk dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang diperuntukan pada
bidang Peternakan hanya sebesar 5,67 %, kecilnya anggéran untuk Bidang
Peternakan menyebabkan program swasembada daging di Kabupaten Nunukan
sulit untuk dilaksanakan sehingga target sulit tercapai.

Menurut Agustino (2016 : 134) keberhasilan implementasi tidak hanya pada
faktor sumberdaya manusia tetapi faktor sumber daya finansial juga sangat
diperhitungkan. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang
kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran
tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak
dituju oleh tujuan kebijakan.

3. Fasilitas
Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.
Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten,
tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

143




43383.pdf

D1 Kabupaten Nunukan ini telah memiliki SDM namun sarana prasarana
yang mendukung Implementasi yaitu adanya sarana transportasi laut guna
menunjang alat angkut barang yang masih sangat minim. Dan pada tahun 2017
im telah ada kapal besar yang berfungsi sebagai pengangkutan barang antar
wilayah di Kalimantan dan Jawa dengan sebutan Tol Laut, yang seharusnya dapat
dimanfaatkan oleh petani dan peternak dalam membeli barang kebutuhan seperti
pakan yaitu konsentrat yang masih didatangkan dari Surabaya dengan ongkos
angkut yang mahal dengan adanya tol laut ini maka akan memangkas ongkos
yang lebih besar. Demikian pula dengan pengangkutan daging beku asal Jakarta,
dengan menggunakan tol laut maka, masyarakat akan mampu mendatangkan
daging beku yang memiliki nilai jual yang lebih rendah, bahkan mampu untuk

menyaingi harga daging beku asal Tawau Malaysia.

Dalam Supply Chain Maragement, banyak peluang yang tersedia untuk
meningkatkan nilai produk dengan biaya yang rendah. Di pihak pemasok, teknik
sepertt JIT ( Just In Time ) dan kerja sama pemasok yang dapat membantu dalam
distribusi. Dan di sisi distribusi, terdapat juga teknik yang biasa digunakan seperti
Drop Ship yang berarti pemasok akan langsung mengirimkan produknya ke
konsumen pemakat dan bukan kepada penjual, agar dapat menghemat waktu dan

biaya pengangkutan ulang.

Dimana, kunct dari sebuah Supply Chain Management yang efektif adalah
penyeimbangan pada arus produksi dengan permintaan konsumen yang selalu
berubah-ubah. Supply Chain Management yang efektif membuat para supplier

sebagai partner dalam strategi perusahaan untuk memuaskan kondisi pasar yang
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berubah- ubah. Dimana, keunggulan kompetitif dapat bergantung pada hubungan
yang dekat melalui strategi hubungan kerja sama jangka panjang dengan beberapa
supplier. bagi banyak perusahaan, biaya dan mutu produk pastinya meliputi
sebagian besar dari perusahaan manufaktur, restoran, pedagang besar dan juga
eceran. Schingga, dengan diterapkannya Supply Chain Management yang baik
memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk mengembangkan keunggulan

kompetitifnya.

¢. Disposisi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara
keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam
struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi - organisasi swasta, institusi
pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi
diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat komplek menuntut adanya kerjasama
~ diantara banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap
implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan
dan menghambat jalannya pelaksanaan svatu kebijakan. Berdasarkan penjelasan
diatas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental
untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan publik.

Menurut Edward I1I dalam Winarno (2014 :177), terdapat dua karakteristik
utama dari birokrasi yakni “ Standart Operational Procedure (SOP) dan
fragmentasi “. Standart Operasional Prosedure merupakan perkembangan dan
tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan

penyeragaman dalam organisasi kerja yang komplek dan luas. Ukuran dasar SOP
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atau prosedur kerja ini biasanya digunakan untuk menanggulangi keadaan-
keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan
standar operasional prosedur, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang
tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat
dalam organisasi yang komplek dan tersebar Iuas, schingga dapat menimbulkan
fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno
(2014:178), menjelaskan bahwa : “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala
bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau
tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu,
makin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim
dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat
implementast.” “namun demikian disamping menghambat implementasi
kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-
prosedur perencanaan yang luas dan kontrol yang besar atau program yang
bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru
daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.”

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan
kebijakan adalah fragmentasi.  Edward III dalam Winarno (2014:179)
menjelaskan bahwa “Fregmentast merupakan penyebaran tanggungjawab suatu
kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda schingga memerlukan
koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program

atau kebijakan. Fregmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit

146




43383.pdf

dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok
yang merugikan bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi
berhubungan dengan implementasi kebijakan publik: “Pertama, tidak ada otoritas
yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi
tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu pula,
masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang,
maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantar dalam berbagai agenda
birokrasi yang menumpuk”. “Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang
mungkin akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas
yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan
esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang
membutuhkan perubahan”.

Terkait dengan mekanisme sistem penyediaan pangan asal hewan di Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa: “dalam
penyediaaan pangan asal hewan dinas memiliki strategi utama yang bisa dijadikan
bahan acuan yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 54 berbunyi pemasukan bahan pangan
asal hewan dari luar daerah harus memiliki dokumen-dokumen yang lengkap.

d. Karakteristik Pelaksana
Berdasarkan hasil penelitian melalui beberapa wawancara dengan pejabat

terkait dengan pemasukkan produk pangan asal hewan dari negara tetangga
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Malaysia yang tidak dilengkapi surat yang resmi, maka yang menjadi tugas pokok
dan fungsi dinas yang terkait yang bertanggungjawab.

Adanya Regulasi ( Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan
Keschatan Hewan). Dalam menerapkan implementasi dibutuhkan regulasi yang
jelas, hal ini tergambar dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa pasal mengenai peraturan tentang
cara pemasukan produk pangan asal hewan diatur secara jelas.

Isi, maksud , tujuan dan ketentuan-ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah
Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
mengenai ketersediaan pangan asal hewan terutama pasal 54 , yaitu setiap orang
dilarang memasukan, menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan /
atau bagian yang berasal dari : daging ilegal, daging gelonggongan, daging
oplosan, daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh
terhadap kualitas daging dan daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan
dan tidak layak konsumsi masih belum berjalan optimal, oleh karena itu
komunikasi perlu dilakukan secara intens agar para pegawai sebagai implementor
atau pelaksana dapat memahami dan melaksanakannya, demikian pula masyarakat
sebagai pelaku atau pedagang dapat mentaati peraturan yang berlaku.

Penerapan Peraturan Pemenintah Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan ( tentang ketersediaan pangan asal hewan yang
belum optimal karena masih masuknya daging beku ilegal asal Malaysia maka,
membutuhkan berbagai koordinasi dari berbagai instansi yang berwenang, misal
Bea Cukai, Karantina Hewan dan Polisi Pamong Praja serta Kepolisian serta dinas

terkait yaitu dinas Perdagangan dan dinas Pertanian Ketahanan Pangan bidang
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Peternakan guna mencegah masuknya daging beku ilegal dan dapat masuknya
daging beku legal yang lebih aman dikonsumsi masyarakat Nunukan secara aman
dan terjamin kualitasnya.

Di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki jumlah sumber daya
manusia yang masih sangat terbatas, namun untuk implementasi kebijakan
peraturan bupati nomor 03 tahun 2012 tentang peternakan dan keschatan hewan
dalam pasal pengawasan lalulintas ternak dan produk ternak merupakan tugas dari
beberapa instansi yang tergabung dalam pengawasan di daerah perbatasan ini
yaitu dari badan Karantina Hewan, Bea Cukai dan dari bidang Peternakan kasi
Kesehatan Masyarakat Veteriner, sehingga pengawasan harus terus dipantau oleh
dinas terkait tersebut. Sehingga keamanan produk peternakan yang masuk dapat
lebih selektif guna, meningkatkan keamanan pangan produk ternak yang beredar
di Kabupaten Nunukan. Hal senada ini juga diutarakan oleh Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan yang mengutarakan bahwa:

“Pengawasan harus ditingkatkan terhadap peredaran produk ternak
terutama daging beku asal Malaysia, karena telah ada daging beku Legal
yang sudah beredar di Kabupaten Nunukan, sehingga kita tidak akan
mentolerir lagi masuknya daging beku dari Malaysia. Dan pengawasan
ini haruslah menjadi tanggungjawab instasi terkait, misalnya Bea Cukai,
Kantor Karantina Hewan dan Satuan Pamong Praja, bahkan pihak
kepolisian dapat diikutsertakan dalam pengamanan.”

Demikian juga yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perdagangan dalam
Negeri pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan yaitu

“ Kebutuhan pangan asal ternak yaitu daging sapi dan daging ayam masih
aman, namun yang menjadi masalah adalah masih masuknya daging beku
ilegal asal Malaysia yang masih beredar di pasar-pasar Kabupaten

Nunukan, hanya kita belum menyadarinya. Kita masih beranggapan

bahwa daging yang beredar adalah daging beku legal dan Jakarta, namun
ternyata daging beku Jakarta belum bisa masuk secara sepenuhnya. *

149



43383.pdf

Hal ini disebabkan oleh belum ada pemasok yang menangani secara tepat.
Dan solusi yang terbaik adalah harus menyelesaikan dulu ketersediaan daging di
Kabupaten Nunukan setelah itu baru kita selesaikan pengawasannya.
Pengawasan harus ditegakkan oleh instansi yang berwenang, masuknya daging
ilegal tersebut dikarenakan memang ada dinas atau instansi yang masih lemah
dalam pengawasan daging tersebut, misalnya Bea Cukai, dan Kantor Karantina
Hewan yang melakukan pengawasan masth sangat lemah.”

Edward III dalam Winarno (2012:142-143), mengemukakan bahwa
“kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang
mempunyat konsekuenst penting bagt implementasi kebijakan yang efektif”.
Jika para pelaksana kebijakan mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau
adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan
yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan
awal. Demikian pula sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau
menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka
implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Sikap penerimaan atau penolakan dan agen pelaksana kebijakan sangat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal
ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil
formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan
yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang
sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu

menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.
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Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward IIl dalam Winarno
(2014:172-173), mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau stkap pelaksana akan
menimbulkan  hambatan-hambatan yang nyata  terhadap
implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan
kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.
Karena itu pengangkatan yang pemilihan personil pelaksana
kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada
kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus Ilagi pada
kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan
memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan
dengan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif
oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para
pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau
biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang
membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal
ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau
organisasi.

Di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki jumlah sumber daya
manusia yang masih sangat te_rbatas, namun unfuk Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam
pengawasan lalulintas ternak dan produk ternak merupakan tugas dari beberapa
instansi yang tergabung dalam pengawasan di daerah perbatasan ini yaitu dari
Kantor Karantina Hewan, Bea Cukai dan dari bidang Peternakan Kasi Kesehatan
Masyarakat Veteriner, sehingga pengawasan harus terus dipantau oleh dinas
terkait tersebut. Sehingga keamanan produk peternakan yang masuk dapat lebih
selektif guna, meningkatkan keamanan pangan produk ternak yang beredar di
Kabupaten Nunukan.

Demikian pula ketika daging legal telah masuk maka petugas pengawas

lalulintas ternak atau bahan pangan asal ternak dilapangan harus sering menjaga
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secara efektif dan lebih ketat dalam pengawasan terhadap masuknya daging ilegal
asal Malaysia, hal ini adalah tanggungjawab beberapa instansi misal Bea cukai,
Badan Karantina Hewan dan Polisi Pamong Praja serta Kepolisian agar menjaga
ketertiban terhadap perdagangan yang sehat dan halal.

Menurut Gridlee lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan
juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka karakteristik lembaga dan
rezim yang berkuasa yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa penelitian tentang Implementasi
Perda No 03 Tahun 2012 tentang Petermnakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten
Nunukan akan berhasil jika didukung oleh segenap aparatur dan instansi terkait
dan sebaiknya didukung oleh penguasa daerah setingkat Bupati , guna membantu
mendorong para pejabat untuk mensukseskan suvatu kebijakan agar mencapai
tujuan yang diharapkan, demi membantu kesejahteraan masyarakat yang bergerak
didunia agribisnis Peternakan terutama Peternakan ayam potong sebagai pemasok

untuk kebutuhan protein hewani yang segar, sehat, utuh dan halal .

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Pangan Asal Hewan di

Nunukan

a. Alternatif Sumber Ketersediaan Daging di Kabupaten Nunukan
Berdasarkan hasil angket, persepsi responden sebagian masyarakat
Nunukan menunjukan alternatif sumber ketersediaan daging di Kabupaten
Nunukan menunjukan bahwa sebanyak 8,7 % responden menginginkan
ketersediaan daging beku asal Malaysia dan 8,7 % responden menginginkan dari

daerah lain di Indonesia , sebanyak 36,9 % responden meninginkan pemotongan
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sapi di Nunukan, dan 47,4 % menginginkan ketersediaan daging dipenuhi oleh
daging beku dari Indonesia.

Menuruat Aaker (1997) menyatakan bahwa ketersediaan merupakan faktor
ketertarikan berdasarkan logika atau pertimbangan-pertimbangan bagaimana

produk mudah diperoieh.

Menurut Rusell (2000:372) Supply Chain management adalah
pengkoordinasian dan setiap kegiatan sehingga kebutuhan konsumen dapat
disediakan dengan cepat dan servis yang dapat dipercayakan dari produk yang
berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Dimana, fasilitas yang mencakup
supply chain termasuk para pekerja, gudang , pusat distribusi, pusat pelayanan dan

retail.

Menurut Pujawan (2005:22) Supply Chain Management adalah suatu
metode atau pendekatan secara integrative dalam pengelolaan aliran
produk,informasi dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak dari
hulu ke hilir yang terdiri atas para supplier, pabrik serta jaringan distribusi dan

jasa logistik.

Menurut Said (2006:6) Supply Chain Management adalah pengelolaan
informasi, barang dan jasa mulai dari pemasok paling awal sampai ke konsumen
paling akhir dengan menggunakan pendekatan sistem yang terintegrasi dengan

tujuan yang sama.

Definisi Supply Chain management menurut Heizer dan Render (2011:452)

adalah integrasi aktivitas untuk mendapatkan material dan servis, mengubahnya
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menjadi barang setengah jadi dan barang jadi , dan mengirimkannya kepada
konsumen.  Aktivitas ini termasuk juga aktivitas pembelian, aktivitas
outsourching yang ditambah dengan fungsi lain yang penting untuk hubungan

antara supplier dan distributor.

Dari beberapa definisi Supply Chain Management diatas, maka dapat
disimpulkan Supply Chain Management adalah suatu metode yang
mengintegrasikan pengelolaan aliran informasi,produk,barang dan jasa dalam
fungsi supply chain dengan pendekatan yang terintegrasi. Dari dalam Supply
Chain Management bisa meliputi penetapan: 1.Pengangkutan, 2. Pentransferan
kredit dan tunai, 3. Pemasok (Supplier), 4.Distributor dan Bank, 5. Utang dan
Piutang, 6. Pergudangan, 7. Pemenuhan pesanan dan 8. Pembagian informasi
mengenai peramalan pada permintaan, produksi dan kegiatan pada pengendalian
persediaan. Dimana, penctapan diatas membuat sebuah rantai pasokan yang

berfokus pada memaksimalkan nilai kepada konsemen yang dituju.

Alasan mengapa masyarakat menginginkan ketersediaan daging
sapi/kerbau dipenuhi oleh daging beku dari Indonesia karena masyarakat telah
faham bahwa untuk mengkonsumsi daging segar membutuhkan dana yang besar,
sehingga untuk memenuhi pemenuhan gizi keluarga maka solusi yang paling tepat
adalah mengkonsumsi daging beku, tetapi daging beku yang dikonsumsi
hendaknya memiliki surat resmi yang jelas dari pemerintah Republik Indonesia,
sehingga ketentraman bathin masyarakat dapat teratasi. Selama ini daging beku
yang masuk lewat negara tetangga adalah daging beku tanpa dokumen resmi atau

ilegal, sehingga penjaminan atas kualitas daging masih sangat lemah.
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b. Penilaian Terhadap Kriteria Pertimbangan dalam Mengkonsumsi
Daging

Penilaian responden terhadap kriteria yang menjadi pertimbangan dalam
mengkonsumsi daging adalah 5,26 % untuk kemudahan mendapatkannya dan
daging berasal dari perdagangan yang jujur dan adil, dan 4473 % responden
memilih jaminan kualitas dan harga terjangkau sebagai kriteria yang menjadi
pertimbangan dalam mengkonsumsi daging.

Hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat Kabupaten
Nunukan masih sangat terbatas, hal ini ditunjukan oleh pengeluaran perkapita
penduduk Nunukan tahun 2014 adalah Rp 742.468,- dan distribusi pengeluaran
penduduk Nunukan 52,81 % untuk makanan dan hanya 47,19 % adalah non
makanan (BPS Kabupaten Nunukan, 2015). Dan dari 52,81 % yang digunakan
untuk pengeluaran makanan berupa pengeluaran untuk daging adalah 3,01 %. Hal
inilah yang menyebabkan tingkat pembelian terhadap daging masih sangat rendah.
Sehingga kebutuban daging beku dengan harga Rp 80.000.- per kilo sangat
digemari,sementara daging sapi segar adalah Rp 120.000,- per kilonya, agak sulit
dipasarkan karena faktor harga yang terlalu tinggi.

1). Ketersediaan daging Berdasarkan Kriteria Kemudahan Dalam
Mendapatkan

Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria kemudahan dalam
mendapatkan adalah 5,26 % dari daeah lain di Indonesia, 13,1 % melalui
pemotongan sapi di Nunukan dan 7,8 % daging beku dart Indonesia, dan
selebihnya kemudahan mendapatkan daging beku asal Malaysia mencapai 73,6
%. Hal ini menunjukan bahwa peredaran daging beku ilegal masih sangat mudah

di dapatkan di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Nunukan.
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Menurut Tjiptono (2004 : 63) mempunyai pendapat bahwa untuk
mengukur kepuasan konsumen adalah dengan kemudahan untuk mendapatkan
produk atau jasa. Ketersediaan produk juga akan memudahkan konsumen untuk
mendapatkan produk yang diinginkan. Pelanggan akan semakin puas apabila
produk mudah dijangkau dan selalu tersedia untuk dibeli konsumen (pasokan
yang kontinyue).

Dan kenyataan yang ada juga pendapat yang diutarakan oleh pedagang
daging serta Ketua Asosiasi Daging Kabupaten Nunukan menyatakan selama
bulan Maret saat pertama kalinya diluncurkan daging beku oleh eks Bulog dari
Jakarta ke Tarakan , maka sampai sekarang Nunukan hanya mendapat 2,2 ton
daging Allana masuk lewat Tarakan ke Nunukan, sementara kebutuhan akan
daging di Nunukan dalam perharinya membutuhkan 100-150 kg daging sapi.
Sehingga kekurangan daging tersebut didapatkan dari daging beku ilegal asal
Malaysia. Hal ini didukung oleh pedagang bakso yang melakukan penggilingan
dalam sehari dapat menggiling antara 80 ~ 100 kg daging sapi. Dan sisanya
sekitar 50 kg tersebar di rumah makan dan penjual coto makasar serta kebutuhan
rumah tangga lainnya.

2). Ketersediaan Daging Berdasarkan Keterjangkauan Harga

Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria keterjangkauan harga
yang digemari respenden adalah 5,26 % melalui pemotongan sapi di Nunukan,
31,57 % menggemari daging beku dari Indonesia, dan 63,15 % menggemari

daging beku asal Malaysia.
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!
Keterjangkauan harga adalah harga sesungguhnya dari suatu produk yang
tertulis di suatu produk yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Artinya pelanggan
cendening melihat harga akhir dan memutuskan apakah akan menerima nilai yang
baik seperti yang dibarapkan (digilib.uinsby.ac.id/5100/5/Bab%202.pdf diakses

tanggal 12 Oktober 2017).

Harga daging segar di Nunukan Rp 120.000,- per kilonya sementara
daging beku asal Malaysia hanya Rp 70.000 — Rp 75.000,-. Dan yang paling
banyak memakai daging beku adalah pembuatan bakso, hal ini melihat tempat
penggilingan bakso di Nunukan hanya dimiliki oleh dua orang pedagang
makanan, dan sampai saat ini masyarakat masih menggemari bakso sebagai
makanan favorit, dimana harga seporsi bakso masih terjangkau oleh masyarakat
Nunukan yaitu Rp 10.000 — Rp 15.000,-, sehingga masyarakat masih dapat
membeli karena masih dibawah harga seporsi nasi campur yang telah mencapai
Rp 25.000,-.
3). Ketersediaan Daging Berdasarkan Kontinyuitas Pasokan Daging
Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria kontinyuitas pasokan ‘
daging dimana 2,63 % diperoleh dari pemotongan sapi di Nunukan, 7,89 % |
diperoleh dari daerah lain dan daging beku dari Indonesia, dan 78,94 % diperoleh
dari daging beku dari Malaysia. Mengapa daging beku malaysia masih memiliki
pasokan yang cukup banyak dan kontinyu, hal ini disebabkan daging beku asal ‘
Jakarta masih sangat terbatas, dan belum ada pemasok yang tetap sebagai
pemasok yang bertanggungjawab atas ketersediaan daging beku asal Jakarta. Hal

i disebabkan pemasukan daging beku legal masih dalam proses penggarapan.
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Sehingga masih butuh koordinasi dan kesepakatan antar instansi yang masih

belum ada kata sepakat.

4). Ketersediaan Daging Berdasarkan Jaminan Kualitas

Altematif ketersediaan daging berdasarkan kriteria Jaminan kualitas
menunjukan bahwa 0 % daging beku dari Malaysia kurang memiliki jaminan
kualitas hal ini dikarenakan faktor ilegal yang mempengaruhinya, selanjutnya
2,63% dari daerah lain di Indonesia, 5,26 % daging Beku dari Indonesia dan
92,10 % pemotongan sapi di Nunukan,

Menurut Tjiptono (2004 : 67) definisi kualitas adalah produk yang bebas
cacat, dengan kata lain kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk
yang menghasilkan manfaat bagi pelanggan.

Hal senada yang dikemukan oleh Durianto, dkk (2004 : 37), terdapat
dimensi-dimensi yang dikatagorikan kualitas suatu produk, antara lain :
1). Performance, yaitu karakteristik operasinal suatu produk yang utama
2). Features, yaitu elemen sekunder dari produk atau bagian dari produk
3). Conformance with specifications, yaitu tidak ada produk yang cacat.
4). Reliability, yaitu konsistensi kinerja produk
5). Durability, yaitu daya tahan suatu produk
Dalam hal ini menunjukan masyarakat Nunukan telah mengerti bahwa untuk
jaminan kualitas memang daging sapi segar hal ini disebabkan oleh :
a. Daging sapi segar memiliki kandungan gizi yang masih tinggi
b. Daging sapi segar aman dikonsumsi karena belum terkena bahan kimia,

misalnya bahan pengawet seperti formalin, dan sebagainya.
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¢. Daging sapi segar memiliki tingkat keamanan akan proses pemotongan
yang halal, dan keutuhan daging sangat terfjamin.
d. Proses pematangan daging cukup cepat sehingga sangat digeman

masyarakat yang saat ini memiliki budaya makan makanan cepat saji.
5). Ketersediaan Daging Berasal dari Perdagangan Yang Adil dan Jujur

Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria daging berasal dari
perdagangan yang adil dan jujur menunjukan bahwa 0 % untuk daging beku dari
Malaysia hal ini menunmjukan bahwa perdagangan daging beku adalah
perdagangan yang ilegal sehingga tidak melalui prosedur perdagangan yang benar
atau secara resmi, maka nilai kejujurannya sangat rendah, apalagi dari segi
keadilan, masih sangat jauh. Karena daging beku asal Malaysia masuk secara
ilegal sehingga tidak diketahui jaminan kualitasnya, apalagi pertanggungjawaban
terhadap keamanan daging bila dikonsumsi oleh masyarakat. Dan 2,63% untuk
pemasukan dari daerah lain , 42,10 % untuk pemotongan di Nunukan dan 55,26 %
untuk daging beku dari Indonesia, hal ini menunjukan bahwa daging beku yang
resmi memiliki tingkat keamanan yang baik, memiliki tingkat kejujuran yang
tinggi karena telah melalui proses masuk dengan status dokumen yang jelas dan
telah melalui pemeriksaan yang ahli sehingga mésyarakat terjamin keamanannya
ketika mengkonsumsi daging beku tersebut. Dan harga daging beku memang
masih sangat wajar dan masih dapat ditolerir dimana harga masih sangat
terjangkau oleh masyarakat yaitu Rp 85.000,- perkilonya. Dan daging beku legal
asal Jakarta ini memang sudah pantas dikembangkan di Kabupaten Nunukan agar

daging beku ilegal dari Malaysia dapat dihentikan segera.

158




43383.pdf

6). Ketersediaan Daging Berdasarkan Kriteria mengurangi Ketergantungan
dari Luar

Alternatif  ketersediaan daging berdasarkan kriteria mengurangi
ketergantungan dari luar adalah 18,42 % melalui pemotongan sapi di Nunukan,
21,05 % dan daerah lain dan 60,52% melalui pemasukan daging beku dari
Indonesia sementara daging beku dari Malaysia tidak ada yang memilih atau 0%.
Hal ini menunjukan bahwa masyarakat inginnya daging beku asal Indonesia dan
menolak untuk daging ilegal, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah guna
mensukseskan pemasukan daging beku legal dan Jakarta secepatnya, karena
masyarakat saat ini sangat mendukung.

Tabel 4. 43. Persentase Alternatif Terhadap Kriteria

No Kriteria. Koiteri Alternatif Ketersediaan Kebutuhan Daging di
nena- karena Kabupaten Nunukan
Dani Dari Daci
U0, | D | penng | DIOTS
Malaysia lain Sapi di Nnk Indonesia Jurigh
0, 0,
) (%) (%) (%)
1. | Kemudahan dlm 73,6 5,26 13,1 78 100 %
mendapatkannya
2. g:;egg angkauan 63,15 0 5,26 31,57 100 %
3. g;srz)tll(rgulljt:; ng 78,94 7,89 2.63 7,89 100 %
4. | Jaminan Kualitas o 2,63 92,10 5,26 100 %
" | Andangge |0 | 2 | e | swas | o
6. | Mengurangi
Ketergantungan 0 21,05 18,42 60,52 100 %
dari Luar

Sumber : Hasil angket responden, 2017.
Berdasarkan tabel 4.43 menunjukan alternatif atas masuknya daging

beku dari Malaysia merupakan nilai tertinggi untuk kemudahan dalam

mendapatkannya.
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73,6% , ketejangkauan harga 63,15 % dan kantinyuitas pasokan daging dengan
78,94 % . Sementara untuk Pemotongan sapi di Nunukan memiliki nilai tertinggi
dalam jaminan kualitas yaitu 92,10 %, dan Daging beku dari Jakarta memiliki
nilai tertinggi dalam perdagangan yang adil dan jujur yaitu 55,26 % dan untuk
mengurangi ketergantungan dari luar sebesar 60,52%.

Berdasarkan hasil angket, pilihan responden terhadap alternatif yang bisa
memenuhi ketersediaan daging di Kabupaten Nunukan yakni 18 responden
(47,4%) memilih daging beku dari Indonesia dan 14 orang responden (36,9%)
menginginkan pemotongan sapi di Nunukan.

Keyakinan responden terhadap alternatif yang bisa memenuhi ketersediaan
daging di Nunukan adalah daging beku di Indonesia 47,4 %, atau mencapai 18
responden yang memilih, 36,9 % memilih pemofongan sapi di Nunukan dan 7,8
% menginginkan ketersediaan daging bersumber dari daging beku dari malaysia
atau dari daerah lain di Indonesia.

c. Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Sumber pemenuhan

Ketersediaan Daging di Nunukan

Berdasarkan kriteria sumber pemenuhan daging sebanyak 24 orang
responden atau sebesar 63,15 % responden yang menyatakan pemenuhan
ketersediaan daging beku dari Indonesia, yang terdiri 9 responden merasa puas
(memuaskan) , 9 orang cukup memuaskan dan 6 orang menyatakan tidak
memuaskan. Dan 10 orang responden atau sebesar 26,3 % menyatakan
ketersediaan daging dari pemotongan sapi di Nunukan , yang terdiri dari 2 orang
menyatakan tidak memuaskan, 3 orang cukup memuaskan, 3 orang responden

menyatakan memuaskan dan 2 orang menyatakan sangat memuaskan.
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Berdasarkan kriteria kemudahan mendapatkan daging menunjukkan
bahwa 24 orang atau sebesar 63,15% responden menyatakan daging beku dari
Maiaysia sangat mudah didapatkan dengan rincian 17 orang merasa cukup
memuaskan, 5 orang tidak memuaskan dan 2 orang menyatakan memuaskan
Dan 8 orang menyatakan kemudahan mendapatkan daging dari daging beku dan
Indonesia, dengan rincian 5 orang cukup memuaskan, 2 orang tidak memuaskan,

1 orang memuaskan.

Berdasarkan kriteria harga daging yang terjangkau adalah daging beku dari
Malaysia mendapatkan responden yang terbesar yaitu 20 orang dengan rincian
kepuasan adalah 9 orang merasa tidak memuaskan, 7 orang cukup memuaskan, 3
orang memuaskan dan 1 orang sangat memuaskan. Dan selanjutnya 16 responden
menyatakan bahwa harga daging beku dari Indonesia sudah cukup terjangkau,
dengan rincian 3 orang menyatakan tidak memuaskan, 6 orang menyatakan cukup
memuaskan, 6 orang memuaskan dan 1 orang menyatakan sangat puas. Tingkat
kepuasan memang berbeda karena untuk daging asal dari Indonesia memang
belum tersedia pemasok utama, sehingga pedagang sendiri yang mengambil dari
tarakan, namun karena terhambat oleh faktor biaya transportasi daging yang
cukup tinggi. Namun rata-rata pedagang daging telah menyadari adanya daging
yang sehat, daging yang legal dan ilegal sehingga baik pedagang maupun
konsumen atau masyarakat Nunukan menginginkan yang legal karena terjamin
keamanan dan pertanggungjawaban akan keberadaan daging tersebut aman.

Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria pasokan daging yang
kontinyue, 28 responden dari 38 responden menyatakan daging beku dan

Malaysia memiliki pasokan daging yang kontinyue, dengan rincian 20
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menyatakan cukup memuaskan, 6 orang tidak memuaskan, dan 2 orang
menyatakan memuaskan dan sangat memuaskan. Dan untuk daging beku asal
Indonesia hanya 7 responden menyatakan cukup memuaskan 5 orang dan 2 orang
menyatakan tidak memuaskan, hal ini terkait dengan jumlah pasokan terbatas
karena memang untuk daging beku legal dari Indonesia, belum memiliki pemasok
vang ditunjuk oleh pemerintah daerah, hal ini masih perlu dikoordinasikan oleh
instansi terkait denga pihak ketiga untuk menjadikan pemasok utama daging beku
legal asal Indonesia, hal inilah yang menghambat keberadaan daging legal asal
Indonesta masih sangat kurang masuk di wilayah Nunukan.

Hal ni diperkuat denga penyataan Pedagang daging dan Ketua Asosiasi
pedagang daging di Kabupaten Nunukan yaitu :

* Memang pasckan daging legal saat ini masih terbatas karena pemasok

belum ditentukan atau ditunjuk oleh Pemda Kab. Nunukan. Dan masih

dalam tahap penyediaan awal guna mendapatkan solusi yang terbaik bagi
masyarakat Nunukan.”

Berdasarkan  Tingkat kepuasan konsumen terhadap jaminan kualitas
adalah pemotongan sapi di Nunukan memiliki responden terbesar yaitu 35
responden dari 38 responden seluruhnya menyatakan untuk jaminan kualitas
memang pemotongan sapi di Nunukan memiliki jaminan kualitas terbaik, karena
sapi yang di potong di Nunukan adalah sapi yang terbaik, memiliki kualitas
daging yang masih segar, dan tingkat keamanan dari segi kehalalan pemotongan
dilakukan oleh masyarakat sendiri yang memang muslim, sehingga masyarakat
aman untuk mengkonsumsinya. Masyarakat Nunukan sudah mengerti arti

kualitas namun dari segi perekonomian masyarakat masih mencari yang murah

sehingga terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari. Daging segar di Nunukan
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memiliki nilai jual Rp 120.000,- per kilogramnya dalam kondisi hari Raya atau
ketika pemakaian sangat besar (hari Lebaran).

Berdasarkan  tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria prosedur
perdagangan daging yang jujur dan adil, maka 26 responden menyatakan daging
beku dari Indonesia memiliki prosedur perdagangan daging yang jujur dan adil,
dengan 15 orang menyatakan cukup memuaskan, 6 orang memuaskan dan 3 orang
tidak memuaskan dan 2 orang sangat memuaskan, dan 12 responden lainnya
menyatakan bahwa pemotongan sapi di Nunukan merupakan kriteria prosedur
perdagangan daging yang adil dan jujur.

Berdasarkan tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria mengurangi
ketergantungan daging dari luar, maka 25 responden menyatakan bahwa daging
beku dari Indonesia adalah yang tepat, dan 9 responden menyatakan bahwa untuk
mengurangi  ketergantungan daging dari luar adalah pemotongan sapi di
Nunukan, dan 4 responden sisanya menyatakan pemasukan dari daerah lain guna
mengurangi ketergantungan daging dari luar.

Di Kabupaten Nunukan laju permintaan daging terus meningkat setiap
tahunnya tidak dapat diimbangi dengan percepatan produksi dari dalam provinsi.
Untuk menutupi kesenjangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan
melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sekarang menjadi Dinas
Pertanian dan Ketabanan Pangan Kabupaten Nunukan melalukan beberapa
kebijakan pengadaan bibit sapi dari luar provinsi. Populasi sapi potong berjumlah
8.860 ekor pada tahun 2017 saat ini belum mampu menyediakan permintaan

daging di Kabupaten Nunukan.
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Pencapaian program swasembada daging sapi di Kabupaten Nunukan
masih sulit dicapai karena pengembangan peternakan belum optimal. Selain itu
populasi yang ada belum bisa diandalkan untuk memasok kebutuhan masyarakat
Nunukan. Yang terjadi malah banyaknya pemotongan sapi betina produktif.
Pengembangan peternakan di Kabupaten Nunukan apabila tidak diimbangi
dengan produktivitas dari ternak, maka akan terjadi pengurasan populasi dan
akibat-akibatnya lain yang tidak menguntungkan bagi pembangunan peternakan di
Kabupaten Nunukan.

Ketidakmampuan penyediaan daging untuk kebutuhan konsumsi
masyarakat Nunukan menyebabkan kebutuhan daging masih menggunakan
daging beku masuk lewat Tawau Malaysia yang masuk secara tidak resmi atau
secara ilegal, hal ini memang masih berlaku sampai sekarang. Sehingga
pemerintah daerah berusaha menyediakan daging yang aman, segar, utuh dan
halal bagi masyarakat. Hal ini telah diusahakan dengan menyediakan daging beku
legal yang didatangkan lewat jalur yang resmi oleh pemerintab Republik
Indonesia. Namun kendala yang dihadapi adalah belum ada pemasok tunggal
yang ditunjuk untuk menyediakan daging beku asal Indonesia.

Sehingga untuk menyediakan daging beku yang benar-benar aman, segar,
utuh dan halal tinggal selangkah lagi yaitu, dinas Perdagangan Kabupaten
Nunukan harus berkoordinasi dengan intansi dalam hal ini tupoksi Dinas
Perdagangan bidang perdagangan dalam Negeri dengan eks Bulog sebagai
pemasok daging legal yang ditunjuk dalam menyediakan daging beku di Provinsi
Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tarakan untuk bersama-sama

menentukan perusahaan yang mampu menyediakan daging beku legal sampai di
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Nunukan. Setelah pasokan daging sapi telah diperoleh maka fungsi pengawasan
segera ditegakkan dengan bekerjasama antar instansi yaitu pengawasan terhadap
masukknya daging ilegal melalui pintu-pintu masuk barang ilegal yang
merupakan tugas kantor Bea dan Cukai serta Ka:anﬁﬁa Hewan, dengan instansi
pemerintah daerah yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Nunukan,

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Agustino (2016 : 135) yang
menyatakan bahwa koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama
dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik keordinasi
dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses
implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi,
begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil responden yang masuk masyarakat menginginkan
jaminan kualitas yang baik atas ketersediaan daging sapi maupun daging ayam di
Kabupaten Nunukan. Namun karena faktor ekonomi maka kemampuan untuk
menghadirkan daging yang segar, aman dan bernilai gizi yang tinggi
membutuhkan nilai jual yang cukup tinggi, dan masyarakat belum mampu untuk
membelinya. Sehingga daging beku legal yang menjadi pilihan utama, dimana
harga masih dapat terjangkau juga memiliki keamanan dan tingkat kehalalan

dapat dipertanggungjawabkan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017
(Study Kebijakan Penyediaan Pangan Asal Hewan) belum berjalan secara
optimal karera ada dua faktor yaitu faktor intemal berupa sumberdaya
ternak (pOpulasi_ ternak) masih terbatas untuk mencapai swasembada
daging sapi, serta kondisi peternak yaitu beternak masih usaha sambilan
dan tradisional, komitmen peternak masih lemah, dan faktor ekternal yang
mempengaruhi  kegagalan swasembada kurangnya fasilatas pendukung
yaitu alat transportasi antar wilayah. Hal ini mengakibatkan harga pakan
ternak utamanya konsentrat yang cukup tinggi, dan belum adanya usaha
kemitraan dengan pihak ketiga, kebijakan pemerintah belum konsisten
dilaksanakan yaitu kurangnya pengawasan dari instansi terkait.

2. Faktor penghambat dari implementasi yang juga berpengaruh adalah
faktor disposisi dan karakteristik pelaksana, terutama koordinasi antar
instansi harus tetap terjaga guna membentuk kerjasama antar instansi baik
intansi vertikal maupun dengan pejabat pemerintah daerah guna

menciptakan lingkungan yang sehat dalam mendukung ketersediaan
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pangan asal hewan yang terjamin kualitasnya, melalui pengawasan yang
optimal.

3. Persepsi masyarakat yang paling dominan terhadap ketersediaan daging
pertama jaminan kualitas, kedua pasokan daging yang kontinyue, ketiga
adalah kemudahan dalam mendapatkan, dam ke empat adalah
keterjangkauan harga. Sechingga yang paling tepat dalam keinginan
konsumen yaitu daging beku asal Jakarta yang mampu menjamin kualitas

daging.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat mengajukan beberapa
saran dan masukan kepada dinas terkait , antara lain :

(1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (study kebijakan ketersediaan pangan
asal hewan) masih belum berjalan optimal, karena kondisi peternak
yang masih memiliki komitmen yang lemah dan sebelumnya pemerintah
harus menyediakan stoks daging beku legal dari Jakarta setelah itu baru
melakukan pengawasan dari instansi terkait seperti Kantor Bea Cukai dan
Balai Karantina Pertanian kelas II wilayah kerja Kabupaten Nunukan
masih sangat lemah .

(2) Disposisi/sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan
atau kegagalan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012

tentang Peternakan dan Kesehata Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun
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2017. Oleh karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana
kebijakan haruslah berasal dari orang-orang yang memiliki dedikasi dan
kemampuan sesuai dengan bidangnya, sehingga implementasi kebijakan
dapat berjalan dengan optimal

(3) Belum ada pemasok yang ditunjuk oleh dinas terkait dan dapat
menghadirkan harga daging yang bersaing dengan daging dari Malaysia
melalui penggunaan kapal bersubsidi (Tol Laut), begitu pula dengan
pembelian konsentrat sebagai pakan dapat menggunakan Tol Laut yang
lebih murah, namun semua harus melalui koordinasi dengan dinas terkait.
Dengan menghadirkan produk yang lebih murah dengan memangkas
rantai distnibusi tersebut maka Nunukan dapat menyaingi harga daging
beku dan daging ayam Malaysia. Dengan harga yang lebih murah maka
dengan sendininya pemasukan daging beku dan daging ayam dart sebelah

dapat terhambat dengan sendirinya.
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Lampiran 1.

.Daftar Nama-Nama Peternak. Ayam Potong di Nunukan
No Nama Peternak Kapasitas Kandang Alamat Terisi

{ekor) (ekor)

1. | H. Suwardi 24.000 Ji. Gang Damai S.Fatima 12.000
2. | Sabri 2.000 JL. Ujang Dewa Sedadap 1.000
3. Yusuf 1.000 JL. Iskandar Muda 700
4, Jusman 3.000 J1. Mambunut selisun 2.000
5. | Lamsabrah 1.000 J1. Pesantren Hidayatulla 500
6. H. Lasakattu 1.500 JI. Hasanuddin Selisun -
7. | H. Maisah 1.000 J1. Hasanuddin Selisun 500
8. | Lakadimmu 1.500 J1. Lingkar -
9. Martha 2.200 Ji. Sei.Sembilan Gor 1.200
10. | Agus 2.000 J1. Panah Mas -
11. | H Muje 7.500 J. Ujang Dewa Sedadap 7.500
12. | Ferry 1.0060 JI. Panah mas 800
13. | Muslimin 4.000 J1. Ujang dewa Sedadap 3.000
14. | Supangat 1.500 JI. Gang Limau Sedadap 1.500
15. { H. Godde 3.000 1. Panah Mas -
16. | H. Dara 1.700 J1. Lingkar -
17. | H. Sopyan 1,500 J1. Lingkar 500
18. | Muh. Sahir 1.500 J1. Lingkar -
19. | Anca 5.000 Mambunut dalam 3.000
20. | Sudirman 3.500 Mambumt 3.500
21. | H. Berlian 1.000 J1 Sei. Apuk 400
22. | Sarifuddin 2.300 JL Sei. Apuk 2.300
23. | H Zainuddin 2.000 J1. Jagung manis Sedadap 1.500
24. | Suyakin 1.000 J1. Patimura Selisun -
25. | Midi 1.600 J1. Patimura Selisun -
26. | Raden 1.000 J1. Pattimura Selisun -
27. | Salmiah 1.500 JL. Sei. Apuk -
28. | Sawwiah 1.000 J1.Pesantren Hidayatullah 500
29. | Bungawati 1.000 J1.Pesantren Hidayatullah 560
30. | Natsir 2.000 J1. Pesantren H. 1.600
31. | H. Jumatra 4.500 J1. Pesantren. 4,500
32. | Suhajji 2.000 J. Pesantren. H 1.700
33. | Frans 1.500 J1. Antasari (gor) 1.500
34. | Hamzah 6.500 J1.Kampung Baru Selisun 6.500
35. | Mulyadi 1.200 JI. Gang Limau -
36. ! Emil 2.000 J1. Simpang Kadir -
37. | H. Isse 1.000 JI. Gang Langsat Selisun 800
38. | Andi Andang 1,000 JI. Mambunut -
39. | H. Kamaruddin -5.000 JI. Rusunnawa 1.500
49, | Herman 1.000 JI. Mambunut Dalam 1.000
41. | Allang B. 1.000 JI. Mambunut Dalam 1.000
42. | Samsul Rijal 4.000 J1. Selisun 4.000
43. | H. Ambo Tang 10.000 JL. Persemaian 4,000
44. | Sunardi 5.000 Ji. Kampung Timur 2,500
45. | Thomas Ting-ting 2.000 JI. Pongtiku -
46. | Ronny 1.000 JI. Ujang Dewa 500
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47. | D, pangeran 1.000 JI.Hasanudin Mambunut 800
48, | Hamka 1.000 JI. Mambunut dalam -
43, | Andi Alimin 1.000 H. Mambunut dalam -
50. | H.lampung 1.500 Ji. Gang Damai -
51. | Emni 1.500 JI. mambunut 1.500
52. | Sunarti 1.000 Jl.Pesantren Hidayatullah 1.000
53. | llyas 1.500 JI. Tanjung cantik 1.500
JUMLAH 140.400 78.800

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan 2017
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Lampiran 2.

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTAS] PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN
NUNUKAN
(Studi Tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan)

Informan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, Dinas
Perdagangan, Pelaku Usaha (Rumah makan), Pelaku Usaha (Penggilingan bakso),
Pedagang daging, dan Peternak.

1. Komunikasi

a. Menurut Tbu bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses
penyediaan pangan asal hewan?

...................................................................................................................

..................................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

..............................................................................................................

d. Apa program unggulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk
menambah Populasi ternak sapi ?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. SUMBERDAYA

a. Melihat perkembangan ternak yang sangat mimim bahkan terkesan
terjadi penurunan populasi ternak dari tahun 2010 — 2017, mengapa hal
ini dapat terjadi ? faktor apa yang paling menghambat ?

.....................................................................................................................
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b. Menurut ibu/bpk, butuh waktu berapa lama untuk memenuhi target
tersebut?

c. Berapa pertambahan temak ideal setiap tahunnya untuk mencapai
target tersebut?

d. Seberapa luas cakupan program yang telah dilaksanakan oleh DPKP?
( apakah SDM Bidang Peternakan sudah cukup memadai)

3. DISPOSISI

a. Jika pemerintah pusat telah menyediakan daging beku harganya masih
mahal, solusi apa yang sebaiknya ditempuh  oleh bapak/ibu .

. Kira-kira dapatkah daging dari malaysia tercegah masuk secara sendirinya,
Jjika kita memiliki harga jual daging dibawah harga dari daging asal Malaysia.

...............................................................................................................

. Apakah dari program yang telah berjalan, hasil yang diinginkan telah tercapai.
Jika belum . Apa Kendala dan hambatannya.

e. Apakah persediaan daging akan tercukupi bila daging dari Malaysia ditutup ,
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dan digantikan dengan daging beku dan  Indonesia.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

4. KARAKTERISTIK PELAKSANA

a.

Menurut bapak perbedaan harga yang sedikit ini, sebaiknya ditempuh
dengan cara apa guna mengimbangi harga daging beku dari Malaysia yang
sangat murah

...............................................................................................................

Menurut bapak apakah keadaan seperti sekarang ini bila, dibiarkan berlarut-
larut dimana daging legal dan ilegal bercampur dipasar kab. Nunukan , maka
akan menyebabkan Daging allana dari Indonesia akan berkurang dan daging
allana dari malaysia yang banyak beredar saat ini. Kira-kira ada yang
diuntungkan dan ada yang dirugikan. Sebaiknya keadaan seperti ini harus
diselesaikan. Kira-kira kapan bisa teratasi.

Siapa yang paling bertanggungjawab dengan keadaan tersebut diatas. Dan
siapa yang sebenarnya harus bertindak  guna mengatasi hal tersebut.

...............................................................................................................

Seandainya Pemda Kabupaten Nunukan tidak mampu  mensubsidi terhadap
transport daging beku sampai Nunukan, jalan apa lagi yang bisa ditempuh.

...............................................................................................................
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Lampiran 3.

DAFTAR ANGKET PENELITIAN

Sebagai syarat menyelesaikan study Magister Administrasi Publik pada
Universitas Terbuka, kami melakukan penelitian tentang “ Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Keschatan Hewan di
Kabupaten Nunukan (Study Tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan)”.
Mohon bantuan dan kesediaannya untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya
kami akan menjamin kerahasiaan data yang Bapak/Tbu berikan, karena jawaban
tersebut hanya sebagai bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan.

Dalam pengisian angket ini kami meminta bapak/ ibu menyisithkan waktu untuk
menjawab semua pertanyaan yang tentunya secara jujur dan apa adanya. Kami senantiasa
menunggu jawaban dari bapak/ibu yang sangat berharga bagi kami.

Peneliti

Riatnah

Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data/informasi tentang penyediaan

pangan asal hewan di Kabupaten Nunukan.
Pertanyaan nomor 1 — 11 (lingkari salah satu jawaban yang dipilih)

1. Menurut Anda, penyediaan daging dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di
Kabupaten Nunukan sebaiknya dipenuhi dari :
a. Daging Beku dari Malaysia

b. Daerah Lain di Indonesia
c. Pemotongan sapi di Nunukan
d. Daging Beku dari Indonesia
2. Menurut Anda, kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memenuhi

daging adalah :
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Kemudahan mendapatkannya

SIS

Harga yang terjangkau
Pasokan yang Kontinyu

& o

Jaminan Kualitas

o

Berasal dari Perdagangan yang jujur dan Adil

s}

Untuk mengurangi ketergantungan dari luar.
- Menurut Anda , daging yang berasal dari mana yang mudah didapatkan ?

a. Daging beku Alana Malaysia

b. Daerah lain di Indonesia

¢. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging Beku Alana dari Indonesia

. Menurut Anda, daging yang harganya terjangkau berasal dari mana ?

a. Luar Negeri (Malaysia)

b. Daerah lain di Indonesia

¢. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging Alana dari Indonesia

. Menurut anda, daging yang pasokannya kontinyu berasal dari mana ?

a. Luar negeri daging Alana Malaysia
b. Daerah lain di Indonesia

¢. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging Alana dari Indonesia

. Menurut anda, daging yang memiliki jaminan kualitas yang baik adalah daging
yang berasal dari ?
a. Luar negeri daging Alana Malaysia

b. Daerah lain di Indonesia
¢. Pemotongan sapi di Nunukan
d. Daging Alana dari Indonesia

. Menurut Anda, pedagang dan daging yang dilakukan secara adil dan jujur
adalah daging yang berasal dari mana ?
a. Luar negeri daging Alana Malaysia

b. Daerah lain di Indonesia
¢. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging Alana dari Indonesia
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8. Menurut anda, untuk mengurangi ketergantungan dari luar, sebaiknya daging
didatangkan dari ?
a. Luar negeri daging Alana Malaysia

b. Daerah lain di Indonesia
c. Pemotongan sapi di Nunukan
d. Daging Alana dari Indonesia

9. Menurut Anda, apakah pemenuhan daging dengan import dari malaysia dapzit
memenuhi kebutuhan daging di Nunukan ?
a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

10. Menurut Anda, Apakah pemenuhan daging dengan memasukan dari daerzh
fain dapat memenuhi kebutuhan daging di Nunukan ?
a. Ya b. Tidak c¢. Tidak tahu

11. Menurut Anda, apakah pemenuhan daging dengan pemotongan sapi di
Nunukan dapat memenuhi kebutuhan daging di Nunukan ?
a. Ya b Tidak c¢. Tidak tahu
Pertanyaan Nomor 12 — 18 (lingkari setiap alternatif jawaban yang dipilih) angka 1 s/d

5 pada skala yang mempunyai arti sebagai berikut :

1= Sangat tidak memuaskan
2=Tidak memuaskan

3= Cukup memuaskan

4= Memuaskan

5= Sangat memuaskan

No 1 12 {3 14 |5

12. | Pemenuhan Daging di Nunukan sebaiknya berasal
dari

a. Daging beku ilegal dari malaysia

b. Daerah lain di Indonesia

c. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging beku legal Indonesia

13. | Kriteria Kemudahan mendapatkan daging :

a. Daging beku ilegal dart Malaysia

b. Daerah lain di Indonesia

c. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging beku legal Indonesia

14. | Kriteria harga daging yang terjangkau

a. Daging beku ilegal dari Malaysia
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b. Daerah lain di Indonesia

c. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging beku legal Indonesia

15. | Kriteria pasokan daging yang kontinyu

a. Daging beku ilegal dari Malaysia

b. Daerah lain di Indonesia

¢. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging beku legal Indonesia

16. | Kriteria Jaminan kualitas daging

a. Daging beku ilegal dari Malaysia

b. Daerah lain di Indonesia

¢. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging beku legal Indonesia

17. | Kriterta Prosedur Perdagangan daging yang jujur dan
adil adalah :

a. Daging beku ilegal dari Malaysia

b. Daerah lain di Indonesia

c. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging beku legal Indonesia

18. | Kriteria mengurangi ketergantungan daging dari luar

a. Daging beku ilegal dari Malaysia

b. Daerah lain di Indonesia

c. Pemotongan sapi di Nunukan

d. Daging beku legal Indonesia

Pertanyaan nomor 19 -22 (lingkan salah satu jawaban yang dipilih) karakteristik

responden ;

19. Jenis kelamin Anda :

a. Pria

b. Wanita

20. Pendidikan formal terakhir :

a. SMP b. SMU c. Diploma d. Sajana e. Pasca Sarjana

21. Usia Anda saat ini :

a. 21-30thn b. 3040 thn c. 40-50thn d. 50 -60 thn

22. Pekerjaan Anda :

a. Ibu Rumah tangga b. PNS c¢. Wiraswasta d. Swasta

Identitas Responden :

Nama
Alamat

No Hp




43383.pdf

Lampiran 4.
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Nama Informan : | Cholid Mohammad. SP
NIP : | 19590717 198603 1 031
Jabatan : | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
: Kab. Nunukan
Alamat : | J1. Fatahillah, Rt. 10 Kel. Nunukan Tengah
Nomor HP : | 0858-2131- 4850
Tempat Wawancara : | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.
Nunukan
Tanggal Wawancara : | 7 Agustus 2017 (pukul 14.00 — 15.00)
Pewawancara : | Riatnah
HASIL WAWANCARA
AKOMUNIKASI
1. Pertanyaan : | Bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan

dalam ketersediaan pangan asal hewan khususnya
ketersediaan daging ?

Jawaban : | Dalam penyediaan pangan asal hewan dinas
memiliki strategi utama yang bisa dijadikan bahan
acuan, pemenuhan berdasarkan pemotongan
dalam daerah untuk daging ayam kita sudah
swasembada namun untuk daging sapi kita masih
memasukkan dari tarakan secara resmi oleh eks
Bulog, dan masyarakat harus kita utamakan
jaminan kualitasnya tentang daging yang ASUH.
2 Pertanyaan : | Apakah ketersediaan ternak sapi telah memenuhi
target yang dicapai 7

Jawaban : | Belum, karena anggaran yg sangat sedikit, dan
kita akan berusaha secara pelan-pelan menuju
swasembada daging.

3.Pertanyaan : | Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas dalam
memenuhi terget Tersebut?

Jawab : { Upsus Siwab, Program Multi Livestock Marketing
(MLM), Program Asuransi Ternak sapi betina
produktif.

4.Pertanyaan . | Apa program unggulan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan untuk menambah populasi
ternak sapi

Jawab : | Teknologi Tepat guna ( Inseminasi Buatan),
Pengadaan bibit sapi, Pengawasan sapi betina
Produktif (pos cek point ternak harus difungsikan)

B.SUMBERDAYA
1. Pertanyaan : | Menurut Bapak/ibu, butuh waktu berapa lama
untuk memenubhi target /swasembada ternak sapi
di kab. Nunukan?
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Jawab : | Tidak dapat dipastikan, hanya kami mendukung
program pemerintah bahwa swasembada akan
tercapai pada tahun 2026. Jika semua faktor
mendukung secara totalitas (pengadaan bibit
ternak sapi, IB, dan pengawasan sapi betina
produktif (cek point ternak berfungsidengan baik),
pembinaan peternak dalam mendukung budidaya
ternak yang baik, serta didukung oleh SDM yang
trampil dan memadai baik segi jumlah dan
pendidikan serta ketrampilan( Inseminator cukup
tersedia, sarana prasarana, serta petugas IB, PKB
dan ATR serta dokter hewan)

2 Pertanyaan : | Melihat perkembangan ternak yang masibh minim,
dan malah terjadi penurunan populasi di Nunukan
pada tahun 2010 —- 2016 , hal ini disebabkan oleh
apa 7 kurang pengawasan kah sebab banyak
terjadi penjualan ternak keluar daerah, atau
memang terjadi kematian karena penyakit ?

Jawab
2 Pertanyaan : | Berapa pertambahan ternak ideal setiap tahun nya
untuk mencapai target tersebut ?

Jawab : | Jika target lima tahun maka pertambahan adalah
700 ekor pertahunnya. Sehingga pemerintah
daerah harus menyiapkan dana yang cukup besar
guna mencapai swasembada daging.

3.Pertanyaan : | Seberapa luas cakupan program yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Nunukan ?

Jawab : | dari 19 kecamatan dan yang baru tersentuh IB
saat ini sudah sampai 14 kecamatan. Namun yang
rutin dilakukan IB baru 2 Pulau yaitu Pulau
Nunukan (dua Kecamatan) dan Pulau Sebatik
(lima Kecamatan)

C.DISPOSISI

1.Pertanyaan : | Jika pemerintah pusat telah menyediakan daging
beku, tapi harganya masih mahal, solusi apa yang
sebaiknya ditempuh oleh bapak/ibu ?

Jawab . | Solusinya adalah keseimbangan antara permintaan
dengan penawaran pangan asal hewan terhadap
tingkat kesejahteraan penduduk. Tetapt
masyarakat masih memiliki pemilihan bahan
makanan yang sangat mengutamakan harga
dibandingkan kualitasnya. Karena peran
pemerintah adalah penjaminan pangan asal hewan
yang asuh. Salah satunya pangan asal hewan
(daging legal) yang sehat terhadap sanitasi
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terhadap rantai dingin (Good Distribution
Produk),

2 Pertanyaan

Kira-kira dapatkah daging dari Malaysia tercegah
masuk secara sendirinya, jika kita memiliki harga
jual daging dibawah harga dari daging asal
Malaysia

Jawab

Sangat bisa. Yang penting masyarakat harus
faham dan mengerti antara legal dan ilegal.
Masyarakat akan mendukung yang legal, dan
perbedaan barga tidak menjadi masalah, hanya
sedikit perbedaannya.

3 Pertanyaan

Apakah merk daging beku dari Indonesia, dengan
daging dari Malaysia sama mutunya.

Jawab

Sama-sama memiliki produk dengan merk dagang
Allana yaitu daging kerbau dari India.

4 Pertanyaan

Apakah persediaan daging akan tercukupi bila
daging dari Malaysia di tutup , dan digantikan
dengan daging beku dari Indonesia

Jawab

Ya. Bulog sanggup mencukupinya.

D.Karakteristik Pelaksana

1.Pertanyaan

Menunt bapak perbedaan harga yang sedikit ini,
sebaiknya ditempuh dengan cara apa guna
mengimbangi harga daging beku dari Malaysia
yang sangat murah

Jawab

Sebaiknya tetap masyarakat harus tahu, dimana
daging ilegal itu tdk layak dikonsumsi, dan
perbedaan harga saya kira masyarakat pasti
memakluminya. Dan pasti mau mengkonsumsi
yang legal, bukan yang ilegal.

2 Pertanyaan

Menurut bapak apakah keadaan seperti sekarang
ini bila, dibiarkan berlarut-larut dimana daging
legal dan ilegal bercampur dipasar kab.
Nunukan, maka akan menyebabkan Daging
Allana dari Indonesia akan berkurang dan daging
Allana dari Malaysia yang banyak beredar saat 1ni.
Kira-kira ada yang diuntungkan dan ada yang
dirugikan. Sebaiknya keadaan seperti ini harus
diselesaikan.Kira-kira kapan bisa teratasi.

Jawab

Pengawasan harus ditingkatkan schingga daging
harus masuk dengan cara yang resmi. Secepat
mungkin, kita akan mengatasi hal ini. Hal im
harus ada kerjasama yang baik dengan dinas
terkait.

3.Pertanyaan

Siapa yang paling bertanggungjawab dengan
keadaan tersebut diatas. Dan siapa yang
sebenarnya harus bertindak guna mengatasi hal
tersebut

Jawab

karantina hewan, Bea Cukai dan Polisi Pamong




43383.pdf

Praja sebagai penindak.

4 Pertanyaan

Seandainya Pemda Kabupaten Nunukan tidak
mampu mensubsidi terhadap transport daging
beku sampai Nunukan, jalan apa lagi yang bisa
ditempuh

Jawab

harus dikenakan bea cukai terhadap daging ilegal,
dan daging lokal harus disiapkan guna
swasembada daging akan tercapai.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Nunukan '

Cholid Mohammad, SP

Nip. 19590717 198603 1 031
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TRANSKRIFP HASIL. WAWANCARA

Nama Informan : | Fathmi, SP.t , MS.1
NIP : | 19770919 200502 2 004
Jabatan : | Kasi Pembibitan dan Budidaya Ternak Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara
(Mantan Kasi Teknologi Tepat Guna Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.
Nunukan tahun 2010 - 2013)

Alamat . | Tanjung Selor

Nomor HP : 1 085250440684

Tempat Wawancam : | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara
Tanggal Wawancara : | 1 Agustus 2017

Pewawancara : | Riatnah

HASIL, WAWANCARA

AKOMUNIKASI

1.Pertanyaan : | Bagaimana Peran dan tanggungjawab pimpinan

dalam ketersediaan Pangan asal Hewan
Khususnya ketersediaan Daging sapi ( Selaku
Kepala Seksi)

Jawaban : | Dalam penyediaan pangan asal hewan dinas
berusaha mengembangan populasi ternak sapi
sebanyak mungkin guna menyediakan pangan asal
ternak terutama daging sapi yang sehat dan aman
untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi saat ini
pemerintah masih sangat jauh dalam swasembada
ternak sapi. Sehingga jalan yang terbaik adalah
memasukan daging beku Allana asal India secara
resmi atan lepal.

2 Pertanyaan : | Apakah ketersediaan ternak sapi telah memenuhi
target yang dicapai ?
Jawaban : | Belum, karena anggaran yg sangat sedikit, dan cek
point ternak belum berfungsi secara optimal.
3.Pertanyaan : | Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas dalam
memenuhi terget Tersebut?

Jawab : | Inseminasi dalam jumlah yang besar (4000 dosis)
/tahun, pengadaan bibit ternak sapi minimal 2000
ekor/tahun

4 Pertanyaan . | Apa program unggulan Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan untuk menambah populasi
ternak sapi ?

Jawab : | Teknologi Tepat guna ( Inseminasi Buatan),
Pengadaan bibit sapi, Pengawasan sapi betina
Produktif (pos cek point ternak harus difungsi
kan).

B.SUMBERDAYA
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1.Pertanyaan

Menurut Bapak/ibu, butuh waktu berapa lama
untuk memenuhi target /swasembada ternak sapi
di kab. Nunukan?

Jawab

Tercapai dalam lima tahun jika semua faktor
mendukung secara totalitas (pengadaan bibit
ternak sapi, IB, dan pengawasan sapi betina
produktif (cek point ternak berfungsidengan baik),
pembinaan peternak dalam mendukung budidaya
ternak yang baik, serta didukung oleh SDM yang
trampil dan memadai baik segi jumlah dan
pendidikan serta ketrampilan (Inseminator cukup
tersedia, sarana prasarana, serta petugas [B, PKB
dan ATR serta dokter hewan)

2.Pertanyaan

Berapa pertambahan terak ideal setiap tabun nya
untuk mencapai target tersebut ?

Jawab

Jika target lima tahun maka pertambahan adalah
700 ekor pertahunnya. Sehingga pemerintah
daerah harus menyiapkan dana yang cukup besar
guna mencapai swasembada daging.

3 Pertanyaan

Melihat perkembangan ternak yang naik turun
bahkan jika dilihat dari data ternak pada tahun
2010-2017 , maka bukan berkembang melain
terjadi penurunan ternak. Hal ini disebabkan oleh
apa? Kurang pengawasan kah, atau kematian yang
tinggi ? atau pemotongan ternak secara besar-
besaran terjadi ?

Jawab

Memang perkembangan ternak sangat menurun
karena pemotongan ternak dan pengeluaran ternak
masih sangat besar saat itu bal ini juga
pengeluaran ternak dijual keluar daerah banyak
terjadi melihat pengeluarannya di titik tertentu
yaitu daerah perbatasan dengan wilayah lain atan
perbatasan langsung dengan negara tetangga,
seperti wilayah Sebatik yang berbatasan langsung
denga negara Malaysia.

3.Pertanyaan

Seberapa luas cakupan program yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kab. Nunukan ?

Jawab

dari 19 kecamatan dan yang baru tersentuh IB
saat ini sudah sampai 14 kecamatan. Namun yang
rutin dilakukan IB baru 2 Pulau yaitu Pulau
Nunukan (dua Kecamatan) dan Pulau Sebatik
(lima Kecamatan)

C.DISPOSISI

1.Pertanyaan

Jika pemerintah pusat telah menyediakan daging
beku, tapi harganya masih mahal, solusi apa yang
sebaiknya ditempuh oleh bapak/ibu ?
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Jawab

Solusinya adalah harus menahan daging dari luar.
Atau subsidi harga daging agar harga menyaingi
harga daging ilegal dari Malayasia

2 Pertanyaan

Kira-kira dapatkah daging dari Malaysia tercegah
masuk secara sendirinya, jika kita memiliki harga
jual daging dibawah harga dari daging asal
Malaysia

Jawab

Sangat bisa.

3.Pertanyaan

Apakah merk daging beku dari Indonesia, dengan
daging dari Malaysia sama mutunya.

Jawab

Sama-sama memiliki produk dengan merk dagang
Allana yaitu daging kerbau dari India.

4 Pertanyaan

Apakah persediaan daging akan tercukupi bila
daging dari Malaysia di tutup , dan digantikan
dengan daging beku dari Indonesia

Jawab

Ya. Bulog sanggup mencukupinya.

D Karakteristik Pelaksana

1.Pertanyaan

Menurut bapak perbedaan harga yang sedikit ini,
sebaiknya ditempuh dengan cara apa guna
mengimbangi harga daging beku dari Malaysia
yang sangat murah

Jawab

Jika bisa disubsidi biaya transport daging dari
Tarakan ke Nunukan.

2 Pertanyaan

Menurut bapak apakah keadaan seperti sekarang
ini bila, dibiarkan berlarut-larut dimana daging
legal dan ilegal bercampur dipasar kab.
Nunukan, maka akan menyebabkan Daging
Allana dari Indonesia akan berkurang dan daging
Allana dari Malaysia yang banyak beredar saat ini.
Kira-kira pada yang diuntungkan dan ada yang
dirugikan. Sebaiknya keadaan seperti imi harus
diselesaikan.Kira-kira kapan bisa teratasi.

Jawab

Pengawasan harus ditingkatkan sehingga daging
harus masuk dengan cara yang resmi. Secepat
mungkin, kita akan mengatasi hal ini. Hal ini
harus ada kerjasama yang baik dengan dina
terkait.

3.Pertanyaan

Siapa yang paling bertanggungjawab dengan
keadaan tersebut diatas. Dan siapa yang
sebenarnya harus bertindak guna mengatasi hal
tersebut

Jawab

karantina hewan, Bea Cukai dan Polisi Pamong
Praja sebagai pemndak, dan dinas pertanian
bidang peternakan, dan dinas kesehatan.

4 Pertanyaan

Seandainya Pemda Kabupaten Nunukan tidak
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mampu mensubsidi terhadap transport daging
beku sampai Nunukan, jalan apa lagi yang bisa
ditempuh

Jawab

harus dikenakan bea cukai terhadap daging ilegal,
dan daging lokal harus disiapkan guna
swasembada daging akan tercapai.

Kepala Seksi Pembibitan dan Budidaya
Ternak DPKP Provinsi Kaltara

Fathmi, S.Pt . M.Si1
Nip. 19770919 200502 2 004
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Informan Rendy Tri Dharmawan L

NIP 19810916 201001 1 005

Jabatan Kasi Keschatan Hewan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kab. Nunukan tahun 2011 -
Sekarang)

Alamat J1. Fatahillah, Rt. 10 Kel. Nunukan Tengah

Nomor HP 0852-9319-3406

Tempat Wawancara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.

Nunukan

Tanggal Wawancara

3 Agustus 2017

Pewawancara

Riatnah

HASIL WAWANCARA

A.KOMUNIKASI

1.Pertanyaan

Bagaimana Peran dan tanggungjawab pimpinan
dalam ketersediaan Pangan asal Hewan
Khususnya ketersediaan Daging sapi ( Selaku
Kepala Seksi Kesehatan Hewan)

Jawaban

Dalam penyediaan pangan asal hewan dinas
memiliki strategi utama yang bisa dijadikan
bahan acuan, pemenuhan berdasarkan
pemotongan dalam daerah tetapi skenario tidak
dapat dihandalkan karena populasi ternak
sangat terbatas, apalagi pemotongan dilakukan
setiap hari. Perkiraan dalam waktu 6 bulan,
skenario yang kedua pemotongan dalam daerah
menghandalkan ternak dari luar daerah,
kendalanya membutuhkan anggaran yang
cukup tinggi untuk mendatang ternak ke Kab.
Nunukan. Salah satu contoh Kec. Sebuku telah
menjual ternaknya ke Kab. Malino dan ternak
dari kec. Sebatik dijual ke Kota tarakan. Dan
sementara ternak yang masuk di kab Nunukan
adalah ternak berasal dari pulau Sulawesi.

2 Pertanyaan

Apakah ketersediaan ternak sapi telah
memenuhi target yang dicapai ?

Jawaban

Belum, karena anggaran masth sangat minim.
Sementara untuk mencapai target swasembada
membutuhkan sapi sebanyak 250.000 ekor.

Dan pengadaan bibit sapi dalam setahunnya di
kab. Nunukan ini hanya 40-50 ekor /tahun.
Sehingga untuk mencapai swasembada masih
sangat jauh. Mungkin 10 tahun pun belum tentu
tercapai, jika tidak ada investor yang mau
menanamkan modal untuk pengembangan
ternak sapi di kab. Nunukan.

3.Pertanyaan

Upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas
dalam memenuhi terget tersebut?
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Jawab

Upsus Siwab, Program Multi Livestock
Marketing (MLM), Program Pendistribusian
Bibit ternak pada Masyarakat, dan
perlindungan terhadap pemotongan sapi betina
Produktif, serta Asuransi ternak sapi betina
produktif sudah mulai dijalankan tahun 2017

Ini.

4 Pertanyaan

Apa program unggulan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan untuk menambah populasi
ternak sapi

Jawab

Teknologi Tepat guna ( Inseminasi Buatan),
Pengadaan bibit sapi, Pengawasan sapi betina
Produktif (pos cek point ternak harus difungsi
kan).

B.SUMBERDAYA

1.Pertanyaan

Menurut Bapak/ibu, butuh waktu berapa lama
untuk memenuhi target /swasembada ternak
sapi di kab. Nunukan?

Jawab

Swasembada ternak sapi masth sangat jauh,
namun kemampuan kab. Nunukan dalam
pengembangan ternak sapi masih cukup baik
bila dibandingkan dengan kab. Lain di Prov.
Kaltara ini. Dengan jumlah Populasi kurang
lebih 8000 ekor dan pemotongan pertahun 250-
300 ekor sapt untuk acara Idul adha maka
ternak sapi nunukanlah yang banyak dipotong.
Demikian pula dengan penjualan dan
pengeluaran ternak ke kab. lain di prov. Kaltara
secara rutin terdeteksi banyak mengalir e kab.
Malinau, Kota tarakan.

2. Pertanyaan

Berapa pertambahan ternak ideal settap tahun
nya untuk mencapai target tersebut ?

Jawab

Dalam mencapai swasembada dibutuhkan
250.000 ekor maka posisi sckarang adalah
8000 ekor, maka kebutuhan ideal pertahunnya
masih sangat besar dan membutuhkan anggaran
yang cukup besar.

3.Pertanyaan

Seberapa luas cakupan program yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kab. Nunukan ?

Jawab

dari 19 kecamatan dan yang baru tersentuh IB
saat ini sudah sampai 14 kecamatan. Namun
yang rutin dilakukan IB baru 2 Pulau yaitu
Pulau Nunukan (dua Kecamatan) dan Pulau
Sebatik (lima Kecamatan)

C.DISPOSISI

1.Pertanyaan

Jika pemerintah pusat telah menyediakan
daging beku, tapi harganya masth mahal,
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solusi apa yang sebaiknya ditempuh oleh
bapak/ibu ?

Jawab

Solusinya adalah keseimbangan antara
permintaan dengan penawaran pangan asal
hewan terhadap tingkat kesejahteraan
penduduk. Tetapi masyarakat masih memiliki
pemiliban bahan makanan yang sangat
mengutamakan harga dibandingkan
kualitasnya. Karena peran pemerintahan adalah
penjaminan pangan asal hewan yang
asuh.Salah satunya pangan asal hewan (daging
ilegal dan legal) yang kurang sehat terhadap
sanitasi terhadap rantai dingin (Good
Distribution Produk).

2 Pertanyaan

Kira-kira dapatkah daging dari Malaysia
tercegah masuk secara sendirinya, jika kita
memiliki harga jual daging dibawah harga dari
daging asal Malaysia

Jawab

Sangat bisa.

3.Pertanyaan

Apakah merk daging beku dari Indonesia,
dengan daging dari Malaysia sama mutunya.

Jawab

Sama-sama memiliki produk dengan merk
dagang Allana vyaitu daging kerbau dari India.

4 Pertanyaan

Apakah persediaan daging akan tercukupi bila
daging dari Malaysia di tutup , dan digantikan
dengan daging beku dari Indonesia

Jawab

Ya. Bulog sanggup mencukupinya.

D.Karakteristik Pelaksana

1.Pertanyaan

Menurut bapak perbedaan harga yang sedikit
ini, sebaiknya ditempuh dengan cara apa guna
mengimbangi harga daging beku dari Malaysia
yang sangat murah

Jawab

Jika bisa disubsidi biaya transport daging dari
Tarakan ke Nunukan.

2 Pertanyaan

Menurut bapak apakah keadaan seperti
sekarang ini bila, dibiarkan berlarut-larut
dimana daging legal dan ilegal bercampur
dipasar kab. Nunukan, maka akan
menyebabkan Daging Allana dari Indonesia
akan berkurang dan daging Allana dari
Malaysia yang banyak beredar saat ini. Kira-
kira ada yang diuntungkan dan ada yang
dirugikan. Sebaiknya keadaan seperti ini harus
diselesaikan.Kira-kira kapan bisa teratasi.

Jawab

Pengawasan harus ditingkatkan sehingga
daging harus masuk dengan cara yang resmi.
Secepat mungkin, kita akan mengatasi hal ini.
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Hal ini harus ada kerjasama yang baik dengan
dinas terkait.

3 Pertanyaan

Siapa yang paling bertanggungjawab dengan
keadaan tersebut diatas. Dan siapa yang
sebenarnya harus bertindak guna mengatasi
hal tersebut? '

Jawab

Karantina hewan, Bea Cukai dan Polisi
Pamong Praja sebagai penindak, dan dinas
pertanian bidang peternakan, dan dinas
kesehatan.

4 Pertanyaan

Seandainya Pemda Kabupaten Nunukan tidak
mampu mensubsidi terhadap transport daging
beku sampai Nunukan, jalan apa lagi yang
bisa ditempuh?

Jawab

harus dikenakan bea cukai terhadap daging
ilegal, dan daging lokal harus disiapkan guna
swasembada daging akan tercapai.

Kepala Seksi Keschatan Hewan

Kabupaten Nunukan

Drh. Rendy Tri Dharmawan L
Nip. 19810916 201001 1 005
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TRANSKRIP HASTL WAWANCARA

Nama Informan Hasan Basri, SIP
NIP 19731005 200502 1 003
Jabatan Kabid Perdagangan dalam Negeri
Alamat Nunukan
Nomor HP 08134-6227-4057
Tempat Wawancara Dinas Perdagangan kab. Nunukan
Tanggal Wawancara 18 Agustus 2017 '
Pewawancara Riatnah
HASIL WAWANCARA
1.Pertanyaan Bagaimana Kondisi perdagangan daging di
Nunukan ? Daging yang diperdagangkan di
Nunukan sebagian besar berasal dari mana?
Jawaban Untuk perdagangan daging ayam kita masih bisa
swasembada daging ayam, namun masih ada
sedikit-sedikit daging ayam beku asal Malaysia
yang masuk, karena daging ayam malaysia
memiliki kualitas yang sangat baik. Sementara
daging sapi kita masih menggunakan daging sapi
beku Allana asal India.
2 Pertanyaan Mengapa pedagang lebih memilih daging beku
asal Malaysia ?
Jawaban Karena lebih murah, dan ketersediaan memang
ada di pasar-pasar tradisional di Nunukan
3 Pertanyaan Suplay daging yang efektif berasal dari mana ?
Jawab Suplay daging yang efektif adalah daging beku
Allana dari Indonesia, karena lebih terjamin
keamanan, kualitas dan kesehatan dan aman untuk
di konsumsi oleh masyarakat Nunukan
4 Pertanyaan Apakah penyelundupan daging masih marak
terjadi ?
Jawab Ya. Karena jika dilihat antara masuknya daging
beku legal dari Indonesia dengan ketersediaan di
Nunukan, maka bisa jadi daging ilegal dari Tawau
malaysia masih masuk dan beredar di Nunukan.
5.Pertanyaan Faktor pendukung apa yang menyebabkan
maraknya penyelundupan daging ilegal tersebut ?
Jawab Karena harga lebih murah, banyak ketersediaan
dan masyarakat masih terus mengkonsumi
dengan tanpa takut dengan resiko keracunan, dll.
6.Pertanyaan Jika daging dari Indonesia lebih mahal, maka jalur
apa yang ditempuh sebaiknya oleh Dinas
perdagangan untuk mengatasi hal ini 7
Jawab Memang kenyataan daging sapi segar harga

perkilonya Rp130.000,- sementara daging beku
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hanya Rp 60.000-70.000,-. Sehingga sebaiknya
kita mengusahakan daging beku yang ASUH,
misalnya daging beku dari Indonesia yang masuk
secara resmi atau legal.

7 Pertanyaan

Apakah ada larangan menjual daging beku dari
Tawau Malaysia ?

Jawab

Sebenarnya daging merupakan barang larangan
atau barang yang dianggap ilegal masuk dari
Malaysia, karena Malaysia adalah menggunakan
daging dari India. Dan Malaysia masih wilayah
yang belum bebas penyakit Mulut dan Kuku pada
hewan sapi atau kerbau.

8 Pertanyaan

Kebijakan dan upaya apa yang telah dilakukan
agar suplay daging dipasar tidak kurang atau dapat
memenuhi kebutuhan konsumen di Nunukan ?

Jawab

Sebaiknya kita tetap melakukan pengawasan dan
sering melakukan razia di pasar-pasar di Nunukan,
Dan kita berusaha mengenalkan produk Allana
dari Indonesia yang lebih higienis, aman dan
terjamin kualitasnya.

9.Pertanyaan

Apakah Kebijakan yang diambil menguntungkan
semua pihak ?

Jawab

Ya, karena pertimbangan kesehatan masyarakat
yang kita dahulukan.

10.Pertanyaan

Jika saat ini ada daging Allana dari Indonesia, tapi
lebih mahal sedikit bila dibandingkan dengan
daging beku Allana dari Malaysia, kira-kira apa
yang mesti bapak lakukan ?

Jawab

Perbedaan harga yang tidak terlalu tinggi ini,
maka kita tetap mengusahakan daging yang lebih
aman yaitu daging beku Allana dari Indonesia.

11.Pertanyaan

Bisakah kita membedakan bentuk fisik daging
Allana antara daging beku Allana dari Malaysia
dengan Daging Beku Allana dari Indonesia ?

Jawab

Sama-sama memiliki produk dengan merk dagang
Allana yaitu daging kerbau dari India. Sehingga
memang sangat sulit untuk membedakannya.

12 Pertanyvaan

Apakah persediaan daging akan tercukupi bila
daging dari Malaysia di tutup , dan digantikan
dengan daging beku dari Indonesia

Jawab

Ya. Bulog sanggup mencukupinya.
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13.Pertanyaan Apakah solusi terbaik yang ditempuh untuk
mengimbangi masuknya daging beku dari
Malaysia ?

Jawab Yang mesti dilakukan adalah pengawasan yang

ketat, setelah daging legaal telah tersedia dipasar.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negert
Kabupaten Nunukan

Hasan Basri, SIP
Nip. 19731005 200502 1 003
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TRANSKRIF HASIL, WAWANCARA

Nama Informan

Matsari

Jenis Usaha

Pelaku Usaha Makanan (Rumah Makan) dan

Usaha Penggilingan Bakso

Alamat JI. TVRI Nunukan

Nomor HP 082254527155

Tempat Wawancara Rumah Makan Milik Matsari di Nunukan

Tanggal Wawancara 6 Agustus 2017

Pewawancara Riatnah

HASITL WAWANCARA

1.Pertanyaan Darimana anda mendapatkan daging untuk
keperluan Jualan ?

Jawaban Dari pemotongan sendiri dan dari daging beku
yang dijual dipasar dan dikios-kios daging di
Nunukan.

2 Pertanyaan Kalau pemasoknya berhalangan mengantar,

biasanya mengambil dari mana ?
Jawaban Dari daging beku asal Malaysia.

3.Pertanyaan Pemasok biasanya mengambil dari mana ?

Jawab Dari daging beku Allana dari Tawau Malaysia

4 Pertanyaan Seberapa banyak anda membeli daging Malaysia
dalam sebulan ?

Jawab Dalam sehari menggiling 50 -100 kg sehingga
sebulan mancapai 1,5 — 3,0 ton daging.

5 Pertanyaan Apakah stok daging di pasar masih kurang ?

Jawab Sangat kurang.jika mengandalkan daging sapi
beku asal Indonesia, sehingga saat ini kami masih
menggunakan daging beku dari Malaysia.

6.Pertanyaan Jika ada pemotongan lokal, mau membeli daging
lIokal ?

Jawab Saat int jika tidak ada daging beku yang masuk
maka kami berusaha memotong sapi sendiri untuk
memenuhi kebutuhan rumah makan, tetapi nilai
jual daging segar mencapai Rp 130.000,- /kilo
gram sementara daging beku dari jakarta Rp
85.000,- /kilo gram dan daging beku ilegal dari
Malaysia Rp 70.000,-/ kilo gram.

7 Pertanyaan Apakah ada perbedaan rasa maupun kualitas
makanan yang menggunakan daging Lokal atau
daging beku Allana ?

Jawab Jika untuk bakso, rasa bakso tidak terlalu

berpengaruh antara daging Segar dan Daging beku
Allana.

8.Pertanyaan

Pernahkan anda mendengar adanya razia daging
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1legal dart Malaysia ?
Jawab Pernah. Razia terakhir pada tahun 2015.

9 Pertanyaan Jika ada daging beku legal harganya lebih murah
dibandingkan daging lokal segar, bapak memilih
yang mana ?

Jawab Memilih yang harganya terjangkau yaitu daging
beku legal asal Jakarta (Indonesia).

10.Pertanyaan Setelah ada daging beku legal dari Indonesia ,
apakah daging beku ilegal dari Malaysia
sebaiknya ditutup. Bagaimana menurut bapak ?

Jawab Kami siap memakai daging beku Allana dari

Jakarta. Karena harganya memang masih
terjangkau, karena jika daging mahal maka
kualitas bakso akan semakin rendah sehingga rasa
juga kurang enak karena kami akan mengurangi
dagingnya. Dan kemungkinan besar jika daging
mahal harga bakso juga akan meningkat, jika
bakso mahal kemungkinan masyarakat sebagai
konsumen akan berpikir dua kali jika akan
membeli bakso sebagai makanan sampingan.
Karena selama ini seporsi bakso harganya masth
lebih rendah dan sepiring nasi campur ayam
panggang atau ayam penyet. Bakso harga
perporsinya antara Rp 10.000 — 13.000,-
sementara nasl ayam seporsinya Rp 25.000,-.

Pengusaha Penggilingan Bakso/Rumah Makan

D1 Nunukan

Matsan
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TRANSKRITP HASIL. WAWANCARA

Nama Informan : | H. Tanga

Jenis Usaha : | Pedagang Daging Ayam dan Daging Sapi dan
Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia
Cabang Nunukan

Alamat : | JI. Tawakal Nunukan Tengah Kab. Nunukan

Nomor HP : | 081253544111

Tempat Wawancara : | D1 Kios Daging Bpk H. Tanga

Tanggal Wawancara : | 20 Agustus 2017

Pewawancara : | Riatnah

HASIL WAWANCARA : .

[ .Pertanyaan : | Apakah kegiatan usaha dalam menjual dan
mendatangkan daging berjalan lancar ?

Jawaban : | Sangat lancar. :

2 Pertanyaan : | Dari mana sajakah asal daging yang didatangkan

dan kemudian dijual ?
Jawaban : | Daging beku Allana dari Jakarta, Daging ayam

beku dari Malaysia, dan daging sapi beku dari
Malaysia.

3.Pertanyaan . | Upaya-upaya apa saja kah yang telah dilakukan
untuk mendatangkan daging untuk dijual ?

Jawab : | Kami membuka kios daging ini sudah sangat

lama, dan kami juga pernah menjual daging sapi
segar/daging lokal namun kurang ada peminatnya
karena-harga yang terlalu tinggi, sehingga saat ini
kami memenuhi keinginan konsumen yaitu daging
ayam beku dari Malaysia, daging sapu beku asal
Indonesia dan Daging Sapi beku asal Tawau

Malaysia.
4 Pertanyaan : | Manakah yang lebih menguntungkan menjual
daging lokal atau daging Malaysia ?
Jawab : | Daging Malaysia lebih murah, banyak dipesan
oleh konsumen sehingga lebih menguntungkan.
5.Pertanyaan : | Mengapa pedagang lebih senang menjual daging
asal Malaysia ?
Jawab : | Untuk daging ayam potong dari Malaysia lebih

digemari oleh masyarakat karena kualitas lebih
baik bila dibandingkan dengan daging ayam
potong Indonesia. Dan daging ayam beku
Malaysia tahan jika dibawa ke pulau-pulau
disekitar wilayah Kab. Nunukan karena faktor
ketebalan daging dan proses pembekuan yang
memang sangat bagus karena dikemas secara lebih
baik. Dan permintaan konsumen terhadap daging
ayam lebih banyak tersedia oleh daging beku
Malaysia (seperti ketersediaan sayap ayam dalam
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jumlah yang sangat besar, paha ayam pedaging ,
dada ayam pedaging)

6.Pertanyaan

Sekarang ada daging legal dari Indonesia dan
daging beku dari Malaysia, kira-kira mana yang
bapak pilih 7 mengapa ?

Jawab

Sebenarnya kami memilih yang lebih murah
sehingga konsumen tidak merasa berat dan
terjangkau oleh masyarakat. Dan jika memang
daging legal telah ada mengapa kita mesti
memakai yang ilegal, selama ini memang
pemerintzh yang bisa mengawasi terhadap
peredaran daging ilegal. Kami pedagang dan
masyarakat tinggal ikut saja. Yang kami
kuatirkan adalah kelangkaan daging.

7.Pertanyaan

Lebih menguntungkan daging beku dari Indonesia
atau daging beku ilegal dari Malaysia ?

Jawab

Dari segi harga lebih menguntungkan daging dari
Malaysia, tapi dari segi keamanan lebih baik
daging beku legal dari Indonesia.

8.Pertanyaan

Apakah perlu dilakukan razia guna menghindari
penggunaan daging ilegal dari Malaysia ?

Jawab

Ya. Jika memang telah ada ketersediaan daging
beku legal asal Jakarta (Indonesia) telah
memenuhi kebutuhan masyarakat Nunukan,

9.Pertanyaan

Apakah anda tetap menjual daging dari Malaysia,
jika seandainya di Nunukan telah ada ketersediaan
daging beku dari Jakarta ?

Jawab

Kami stop pembelian daging beku asal Malaysia,
jika seandainya telah ada ketersediaan daging
beku asal Jakarta, karena selama ini ketersediaan
daging dari jakarta terhambat oleh belum ada
pemasok daging yang ditunjuk oleh pemerintah
daerah kab. Nunukan.

10.Pertanyaan

Menurut anda, apa pembeli sering mencan daging
lokal atau daging beku dari Malaysia ?

Jawab

Pembeli atau konsumen di Nunukan selalu
berpatokan dengan harga, mereka selalu mencari
yang paling murah, bukan yang paling aman atau
paling sehat. Harga yang paling utama. Karena
tingkat perekonomian masyarakaat Nunukan
belum begitu tinggi.

11.Pertanyaan

Menurut anda, apakah yang sebenarnya diingin-
kan pedagang agar usahanya tetap berjalan dengan
lancar ?
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Jawab

Kami juga ingin menjual yang terjamin
kualitasnya, mampu terbeli oleh masyarakat
Nunukan, dan kami penjual menginginkan yang
terbaik baik konsumen dan produsen.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia

Cabang Nunukan

H. Tanga
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : | Yogtan

Jenis Usaha : | Peternak (Ketua kelompoktani Gelagat Lewo)
Alamat : | Panah Mas, Kec Nunukan Selatan Kab. Nunukan
Nomor HP :

Tempat Wawancara : | Di Rumah Kediaman bapak Yogtan

Tanggal Wawancara ;1 19 Agustus 2017

Pewawancara : | Riatnah

HASIL WAWANCARA

1.Pertanyaan : | Menurut bapak, sanggupkah peternak di Nunukan

menyiapkan sapi dalam rangka memenuhi
ketersediaan daging masyarakat Nunukan saat ini?

Jawaban : | Saat in1 mungkin belum mampu. Karena kami
beternak hanya sifatnya sebagai pengisi waktu,
beternak hanya untuk sampingan, karena selama
ini beternak sapi karena memang ada bantuan dari
Pemda Kab. Nunukan tahun 2013 sebanyak 40

ekor sapi.
2 Pertanyaan . | Sebagai peternak, apakah tujuan dan keinginan
bapak sebagai petermak sudah tercapai ?
Jawaban : | Belum, karena beternak sapi membutuhkan modal

yang tinggi untuk membeli seekor sapi, harus
memiliki lahan pengembalaan yang luas, dan
selama 1m beternak adalah pekerjaan sampingan
selain bertani, usaha pokok kami adalah bertani,
berkebun dan segala macam usaha pertanian kami

telah lakukan.
3.Pertanyaan : | Dengan sapi bantuan yang diterima, upaya apa
yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan ?
Jawab : | Saat ini target kami adalah berusaha mengembang

kan sapi tersebut sampai batas waktu perguliran
atau pengembalian dapat dilaksanakan.

4 Pertanyaan - | Kira-kira kalau diperlukan sapi lokal untuk
‘pemotongan, cukupkah sapi petani ?
Jawab : | Tidak cukup tentunya untuk saat ini. Saat ini saja

bibit sapi ini kami dapat bantuan dari Pemda Kab.
Nunukan, sehingga kami harus menjaga dan
mengembangkan sapi ini sebaik mungkin. Saat
ini jumlah populasi sapi kami baru 70 ekor dengan
ternak awal 40 ekor.

5.Pertanyaan : | Selain sapi bantuan , apakah ada yang berasal dan
sapi swadaya sendiri ?
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Jawab : | Saat ini belum ada. Dan jumlah sapi ini masih
kami kembangkan secara intensif dengan jumlah
masih sangat terbatas. Minimal dalam setahun
kamit akan mengembangkan sapi betina harus
beranak dalam setiap tahunnya. Jumlahnya
terbatas saat ini, karena memang dalam setahun
sapi hanya menghasilkan satn anakan.

6.Pertanyaan . | Apakah bantuan sapi sudah sampai kesemua
kelompoktani ? '

Jawab : | Belum semua, sementara ini dalam proses
perguliran ke kelompoktani lain, dan dilakukan
secara bertahap.

7 Pertanyaan : | Apakah upaya yang efektif dilakukan peternak
agar produksi sapi dapat memenuhi permintaan
daging di Nunukan ?

Jawab : | Saat ini yang paling gencar dilakukan adalah
mensukseskan program UPSUS SIWAB.

8.Pertanyaan : | Jika usaha peternakan bapak lancar, apakah bapak

akan menjual sapi bapak kepedagang atau
memotong sendiri untuk kebutuhan sehari-hari ?

Jawab : | Beternak sapi ini untuk tabungan keluarga sebagai
aset keluarga, maka jika memang kebutuhan
mendesak baru kami jual, itupun untuk biaya
pengobatan, pendidikan anak dan memang
kebutuhan sangat penting sekali. Sebenarnya
kami sangat ingin mengembangkan peternakan
sapi in1 dengan sebaik-baiknya. Toh keuntungan
buat kelompok kita sendiri, bukan untuk orang

lain.
9.Pertanyaan : | Apa yang diinginkan peternak bila pemerintah
menutup total daging dari Malaysia ?
Jawab : | Harga jual ternak sapi lokal pastinya sangat

meningkat namun mungkin perkembangan ternak
tidak akan bagus, karena banyaknya ternak yang
harus dijual karena untuk memenuhi kebutuhan
daging di Nunukan sendiri. Dan Peternak akan
membutuhakn bibit sapi betina ungul guna
pengembangan peternakan sapi sehingga
swasembada dapat segera terwujud atau tercapai.

10.Pertanyaan . | Apakah sistem bantuan ternak sapi sudah tepat.
Kira-kira yang paling tepat dalam
mengembangkan populasi ternak sapi dengan
sistem perkawinan alami atau Inseminasi Buatan

Jawab : | Memang untuk membantu petani melalui
Inseminasi buatan akansangat membantu petani,
sehingga pejantan dapat segera dijual dan hasilnya
dibelikan bibit sapi betina yang produktif.

11.Pertanyaan . | Harga pasar sapi jantan siap potong sekitar berapa
pak 7

Jawab : | 15 juta rupiah untuk sapi bali jantan bobot badan




43383.pdf

200 kg, tapi pada saat hari raya Qurban bisa
mencapai 17-18 juta rupiah.

12 Pertanyaan

Biasanya sapi yang dijual sifatnya rutin usaha
peternakan atau hanya untuk kepentingan tertentu
? biasanya yang dijual sapi betina atau jantan ?

Jawab

Biasanya kami menjual yang jantan, itupun harus
dibelikan kembali dengan sapi betina yang masih
sangat produktif. Menjual ternak hanya untuk
kepentingan mendesak biasanya untuk kepetingan
pendidikan anak dan biaya kesehatan keluarga.

13_Pertanyaan

Apakah yang menyebabkan harga sapi di
Nunukan sangat tinggi ?

Jawab

Biaya pemeliharaan sapi sangat tinggi, pemberian
pakan harus selektif , sapi butuh pakan yang
banyak dan berkualitas, dan pakan ternak yang
baik semakin langka karena areal untuk menanam
rumput sudah mulai dikembangkan sebagai lahan
sawit dan beberapa usaha perkebunan lainnya
yang lebih menguntungkan untuk kebutuhan hidup
petani dan keluarganya,

14 Pertanyaan

Apakah harga sapi lokal dapat dirasionalkan
kembali 7

Jawab

Dapat dirasionalkan jika pemda dapat memberi
subsidi harga bibit sapi betina produktif.

15.Pertanyaan

Upaya apa yang perlu dilakukan Pemda dalam
mengembangkan populasi ternak sapi lokal ?

Jawab

Saat ini program Upsus siwab harus tetap
dilaksanakan, dan jika perlu program IB selalu ada
di setiap tahunnya, karena dapat membantu petani
dalam pengembangan ternak sapi secara cepat dan
menghasilkan bibit sapi yang berkualitas tinggi.

Kefua Kelompoktani

Gelagat Lewo
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